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MOTTO 

 

تَّىٰ نُ حَ سَ حِ ًَ أَ ً هِ بلَّتِ لَّب بِ ٍنِ إِ تِ ٍَ لْ بلَ ا ىا هَ بُ رَ قْ ب تَ لَ دَّهُ  وَ شُ ػَ أَ لُ بِ ٌَ  ۚ 

ىا فُ وِ أَ دِ وَ هِ عَ بلْ نَّ ۚ   بِ دَ إِ هِ عَ لْ بنَ ا ب كَ ىلً ئُ سِ  هَ

 

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara 

yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; 

sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.( Surat Al 

Isra‟ Ayat 34) 
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Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah 

melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis 

sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul : 

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG 

DALAM MEMUTUS PEMBATALAN HIBAH (Studi Putusan Nomor 

1000/Pdt.G/2011 Pengadilan Agama Kota Malang Prespektif Undang 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Umum 

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan 

Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. 

termasuk dalam kategoriini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama 

Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau 

sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul 

buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan 

transliterasi. 

Banyak  pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam 

penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun 

ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan 

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang 

menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan 

Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 

22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam 

buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guidge Arabic Transliteration), INIS 

Fellow 1992 

B. Konsonan 

 dl   = ض tidak dilambangkan = ا

 th   = ط b    = ة

 dh   = ظ t   = ت
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 (koma menghadap ke atas) „   = ع tsa   = ث

 gh   = غ j   = ج

 f   = ف h   = ح

 q   = ق kh   = خ

 k   = ك d   = د

 l   = ل dz   = ذ

 m   = م r   = ر

 n   = ن z   = ز

 w   = و s   = س

 h   = ه sy   = ش

 y   = ي sh   = ص

Hamzah (ء)  yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak 

diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, 

namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan 

tanda koma di atas (ʼ), berbalik dengan koma („) untuk pengganti lambing "ع" . 

C. Vokal, Panjang dan Diftong 

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah 

ditulis dengan “a” , kasrah dengan “I”, dlommah dengan “u”, sedangkan panjang 

masing-masing ditulis dengan cara berikut : 

Vokal (a) panjang =  â misalnya  menjadi qâla  لال

Vokal (i) panjang =  ȋ misalnya لٛم menjadi qȋla 

Vokal (u) panjang =  û misalnya  menjadi dûna  دٌٔ 

Khususnya untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan 

“i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat 
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diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya‟ setelah fathah ditulis 

dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut : 

Diftong (aw)  =    ٔ misalnya  menjadi qawlun  لٕل

Diftong (ay)  =   ٘ misalnya  menjadi khayrun  خٛش

D. Ta’marbûthah )ة( 

Ta‟ marbûthah (ج( ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah 

kalimat, tetapi ta‟ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya انشسهح نهًذسٚسح menjadi 

al-risala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri 

dari susunan mudlaf  dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan 

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya فٙ سزًح

 .menjadi fi rahmatillâh الله 

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah 

Kata sandang berupa “al” )ال( dalam lafadh jalâlah yang berada di 

tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan 

contoh-contoh berikut : 

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan……………………… 

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ………….. 

3. Masyâ‟Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun 
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4. Billâh „azza wa jalla 

F. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, 

hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh :  شٙء -     syai‟un  أيشخ   -  umirtu 

انٌُٕ    -    an-nau‟un  ٌٔذأخز   -ta‟khudzûna 

G. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il (kata kerja), isim  atau huruf, ditulis 

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah 

lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang 

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan 

juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh :  ٍٛٔإٌ الله نٕٓ خٛش انشاصل  -   wa innalillâha lahuwa khairar-râziqȋn. 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf  kapital digunakan untuk menuliskan 

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 
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Contoh :  ٔيا يسًذ إلاّ سسٕل =  wa maâ Muhammadun illâ Rasûl 

سإٌ أٔل تٛد ٔظغ نهُ  =  inna Awwala baitin wu dli‟a linnâsi 

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata 

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak 

dipergunakan. 

Contoh : َصش يٍ الله ٔ فرر لشٚة = nasاrun minallâhi wa fathun qarȋb 

 lillâhi al-amru jamȋ‟an  =               لله الايشخًٛؼا 

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. 
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ABSTRAK 

Devi Lailatul Wahyuni, 14210049, KEWENANGAN PENGADILAN 

AGAMA KOTA MALANG DALAM MEMUTUS 

PEMBATALAN HIBAH (Studi Putusan Nomor 1000/Pdt.G 

2011 Pengadilan Agama Kota Malang Prespektif Undang 

Undang Nomor 50 Tahun 2009), Jurusan Ahwal 

alSyakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang Dosen Pembimbing  

Ahmad Wahidi, M.H.I 

Kata Kunci : Pembatalan, Hibah. 

Hibah adalah Suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu 

hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, 

menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima 

penyerahan itu. Seseorang yang telah memberi hibah tidak boleh menarik kembali 

barang hibahnya yang telah berlaku,keuali jika ia seorang ayah. Adapun rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Latarbelakang Majelis Hakim dalam 

menolak pembatalan hibah 2. Kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus 

pembatalan hibah ditinjau dari Undang Undang Nomor 50 tahun 2009. 

Adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian 

hukum Normatif atau Kepustakaan. dan pendekatan penelitiannya adalah 

menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan undang undang. Jenis penelitian 

kepustakaan (Library reasearch) dengan bantuan pendekatan perundangundangan 

dan konsep. Bahan hukum yang digunakan adalah Pasal 49 Nomor 50 tahun 2009 

tentang kewenangan pengadilan agama, dan putusan nomor 1000/Pdt.G/2011 

PA.Mlg sebagai bahan hukum primer dan didukung oleh literatur-literatur atau 

tulisan yang sesuai dengan tema yang dibahas. Selanjutnya data diolah dan 

dianalisis dengan menggunakan metode Deskriptif Analitis 

 Kasus ini terjadi pada Tanggal 11 November 1999. Menghibahkan tanah 

serta bangunan obyek sengketa sekuruhnya kepada tergugat. Jadi hasil dari 

penelitian ini adalah memang benar pembatalan hibah termasuk kewenangan 

Pengadilan Agama akan tetapi dalam kasus ini Majelis Hakim memiliki beberapa 

alasan dan dasar hukum yang menyatakan tidak berwewenang dalam memutus 

pembatalan hibah ini, yaitu adanya perjanjian antara penggugat dan tergugat 

dalam akta hibah, kedua adanya pengkaburan gugatan yang ketiga di nyatakan 

kurang pihak, kemudian menurut undang undang nomor 50 tahun 2009 memang 

Pengadilan agama berwewenang dalam memutus pembatalan hibah akan tetapi 

dalam menyelesaikan perkara Majelis Hakim memiliki hak untuk bermusyawarah 

mencari ke maslahatan yang lebih bayak.  

 

 

 



xviii 

 

ABSTRACT 

 

Wahyuni, Devi Lailatul, 14210049, AUTHORITY OF RELIGIOUS 

COURTS OF THE CITY MALANG IN REGARDING GRANT 

CANCELLATION (Study of Decision Number 1000 / Pdt / G 

2011 Malang Religious Court Perspective Law Number 50 Year 

2009), Department Ahwal alSyakhshiyah, Faculty of Sharia, State 

Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang Supervisor 

Ahmad Wahidi, M.H.I 

---------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------ 

Keywords: Cancellation, Grant. 

 

The grant is an agreement which the grantee, in his life time, for free and 

irrevocable, transfer something for the necessary of the grantee who receives that 

transfer. Someone who gave the grant cannot pull back his grant that has been 

applied, unless he is a father. There are some formulation : 1. The background of 

the judges in refusing the cancellation of the grants. 2. The authority of the 

religious court in deciding the cancellation of grants is reviewed from the law 

number 50 of 2009. 

As the research method used is normative law research method or 

bibliography. And his research approach is to use a case approach and a law 

approach. Type of library research is with the help of legislation and concept 

approach. The material law used is article 49 number 50 of 2009 about the 

authority of the religious court, and verdict number 1000/Pdt.G/2011 PA.Mlg as 

the primary law material and supported by literary or writing in accordance with 

the theme which is used.  

Then, the data is processed and analyzed by analytical descriptive 

method. This case happened on November 11, 1999. Grant the land and building 

the object of entire dispute to the defendant. So the result of this research is indeed 

true grant cancellation including the authority of the Religious Courts, but in this 

case the Panel of Judges has several reasons,  and the legal basis which states are 

not authorized to decide upon the cancellation of this grant,  namely the existence 

of an agreement between the plaintiff and the defendant in the deed of grant, 

secondly the third claiming of the lawsuit declared less party, then according to 

the law number 50 of 2009 is a religious court authorized in deciding the 

cancellation of grants, but in resolving the case the Panel of Judges has the right to 

seek deliberation to the more merciful maslahatan. 

 

 

 



xix 

 

 

, سهطح انًساكى انذُٚٛح يالاج فٙ ذمشٚش زانح إنغاءْٛثح , )دساسح انسكى 14210041دٚفٙ نٛهح انٕزَٕٛٙ , 

 Pdt.G 2011 Pa.Kab.Mlg/ 9112سنة  01انًُظٕس تانمإٌَ سلى 0111سلى 

 ٛح انسكًٛح يٕلاَا يانك إتشاْٛى يالاَح انًششفلسى الازٕال انسسصٛح ، كهٛح انششٚؼح ، خايؼح الاسلاي

 ازًذ ٔزذ٘ انًدسرٛش

 

 إنغاءْٛثح انكهًح : 

يدُا تانسش ٔ لا ًٚكٍ انرسسة . لا ٚمى  ْثح ْٙ انؼٓذ تٍٛ ٔاْة ٔ يْٕة ػهّٛ نرؼشٚط يْٕة تّ 

ّ. صٛاغح انًشكهح فٙ ْزِ انشخص انز٘ ٚؼطٙ انٓثّ نرسسة انًْٕة تّ الا انْٕة ْٕ اب نًْٕة ػهٛ

انذساسح ْٙ: خهفٛح ندُح انمعاج فٙ سفط إنغاء ْثح انثُٙ. سهطح انًساكى انذُٚٛح فٙ ذمشٚش إنغاءْثح 

 . 2001نؼاو  00انًُظٕس يٍ انمإٌَ سلى 

انًُٓح تسث انًسرخذيح ْٙ غشق انثسث فٙ انمٕاػذ انمإََٛح أٔ لٕاٍَٛ انًكرثاخ. َٔٓدّ انثسثٙ ْٕ 

ح انسانح َٔٓح انمإٌَ. َٕع يٍ انثسث فٙ انًكرثح )انذسسّٛ انًكرثّٛ( تًساػذج انرششٚؼاخ اسرخذاو َٓ

تشأٌ سهطح انًساكى انذُٚٛح ،  2001نؼاو  00سلى  41ٔانًفاْٛى. انًٕاد انمإََٛح انًسرخذيح ْٙ انًادج 

نكراتح ٔفما كًٕاد لإََٛح أساسٛح ٔذذػًٓا الأدب أٔ ا Pdt.G / 2011 PA.Mlg/  1000ٔيمشس سلى 

 .نهًٕظٕع انز٘ ذًد يُالشرّ. ذرى يؼاندح ٔذسهٛم انًضٚذ يٍ انثٛاَاخ تاسرخذاو غشٚمح ٔصفٛح ذسهٛهٛح

. ذى انرُاصع ػهٗ الأسض ٔانًثاَٙ يٍ انكائٍ انًرُاصع ػهّٛ إنٗ 1111َٕفًثش  11ٔلؼد ْزِ انسانح فٙ 

نًُسح انسمٛمٛح نهًُسح ، تًا فٙ رنك سهطح انًذػٗ ػهّٛ. ٔتانرانٙ فإٌ َرٛدح ْزِ انذساسح ْٙ فٙ انٕالغ ا

انًساكى انذُٚٛح ، ٔنكٍ فٙ ْزِ انسانح ٚكٌٕ نذٖ ندُح انمعاج ػذج أسثاب ٔأسس لإََٛح ذُص ػهٗ أَّ 

غٛش يصشذ نّ تانثد فٙ إنغاء انًُسح ، أ٘ الاذفاق تٍٛ انًذػٙ ٔانًذػٗ ػهّٛ فٙ سُذ انًُسح ، دػٕٖ 

ْٙ يسكًح دُٚٛح يخٕنح فٙ لشاس إنغاء  2001نسُح  00ما نهمإٌَ سلى لعائٛح ثانثح فٙ ألم زضب ، ثى ٔف

شداع أكثش يٍ انصلازاخ. انًُر ٔنكٍ فٙ زم لعٛح ندُح انمعاج نذٚٓا انسك فٙ انرشأس ٔانسؼٙ 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk social, yaitu 

manusia yang tidak bisa hidup sendiri melainkan hidup bersama sama dengan 

orang yang lain. yang membutuhkan satu sama lain dan saling tolong menolong 

diantara mereka. Bentuk tolong menolong ini bermacam-macam yaitu ada yang 

berupa jasa, jual-beli, hadiah dan lain sebagainya dan salah satu wujud tolong-

menolong itu ada yang berupa hibah. 

Hibah wasiat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPer) dinamakan sebagai penetapan wasiat khusus (Pasal 957 

KUHPer).Wasiat dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah testamen 

sebagaimana terjemahan Pasal 874 KUH Perdata oleh R. Subekti. Wasiat tunduk 

pada ketentuan hukum waris sedangkan penghibahan ini adalah suatu perjanjian.  

Disebutkan pada Pasal 1666 KUHPer definisi dari penghibahan adalah 

:“Suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-

cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna 
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keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”. Oleh karenanya 

menurut KUHPerdt. hibah tidak boleh ditarik kembali secara sepihak oleh si 

Pemberi.
1
 

Saat ini Hibah sering kali disamakan dengan perkara waris. padahal pada 

dasarnya antara keduanya memiliki berbagai titik perbedaan. diantaranya kalau 

hibah diberikan kepada si penerima apabila si pemberi hibah masih hidup, beda 

dengan waris kalau waris diberikan ketika si pemberi harta itu sudah meninggal 

dunia, dan obyek dari hibah hanya bisa dilakukan pada segala benda benda yang 

sudah ada karena apabila si pemberi hibah tersebut memberikan benda yang baru 

akan ada maka hibbah itu bisa menjadi batal.
2
 

Seseorang yang telah memberi hibah tidak boleh menarik kembali 

barang hibahnya yang telah berlaku,keuali jika ia seorang ayah. Kata 

Waahib(orang yang memberi hibah) merupakan bentuk nakirah yang ia sebutkan 

dalam konteks nafi (yaitu kata laa‟ yang berfungsi umum).sehingga maknanya 

mencakup seluruh orang yang menghibahkan sesuatu. Keumuman tersebut 

ditunjukan oleh adanya pengecualian pada perkataan penulis kecuali jika ia adalah 

seorang ayah para ulama mengatakan : Al-Istitsna‟ (pengecualian) adalah 

parameter yang menunjukkan sesuatu yang bersifat umum.
3
 

Berdasarkan putusan nomor 1000/pdt.G/2011/PA.Mlg tentang 

pembatalah hibah yang bisa diangkat menjadi isu hukum ini, penulis ingin 

membahas secara detail kewenangan pengadilan agama dalam memutus 

                                                           
1
 R.Subekti,Aneka Perjanjian,94 

2
Annisa Setyo Hardiyanti,2017,Kewenangan pengadilan agama dalam memutus pembatalan akta 

hibbah,jurnal vol.10 
3
 Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsmani,Panduan Wakaf Hibbah dan Wasiat(Jakarta:imam as-

syafi i 2008).138 
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pembatalah hibah. dalam perkara tersebut yang menggugat adalah orang tuanya, 

dan tergugat adalah anak dari si penggugat bersama suaminya. 

Sedikit gambaran tentang duduk perkaranya pembatalan hibah tersebut 

berawal dari tahun 11 November 1999,dimana si tergugat I dan II telah 

mendatangi kantor Notaris dan PPAT dan mengajak penggugat untuk 

menandatangani akta hibah, dan keterbatasan si penggugat dengan usianya tanpa 

di sadari ternyata dia telah menandatangani akta hibah yang berisi para penggugat 

bersedia menghibahkan tanah serta bangunan obyek sengketa seluruhnya kepada 

tergugat I. hal ini terjadi karena orang tua tidak ada prasangka anaknya akan 

berniat buruk kepada orang tuanya. bahwa selanjutnya adanya akta hibah 

No.162/Klj/11/1999 ini dimanfaatkan oleh si anak untuk membalik namakan akta 

tersebut, akhirnya ketika si penggugat menyadari itu, penggugat menempuh jalur 

hukum melalui Pengadilan Agama Kota Malang dengan putusan 

No.1000/Pdt.G/2011/PA. Malang. 

Akan tetapi gugatan tersebut tidak diterima, dan dianggap Pengadilan 

Agama Kota Malang Tidak Berwewenang dalam memutus perkara tersebut, 

sedangkan pada dasarya Pengadilan Agama bertugas dan berwewenang 

menyelesaikan perkara perkara ditingkat pertama antara orang orang yang 

beragama Islam di bidang kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan oleh 

hukum Islam yaitu sesuai dengan undang undang No 50 tahun 2009. 

Saya mengambil penelitian ini karena penulis tertarik dengan perkara 

yang ada. memang kasus ini sudah termasuk kategori perkara yang lama yaitu 

pada tahun 2011 akan tetapi masih belum ada yang meneliti tentang perkara 
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pembatalan hibah ini menjadi skripsi. Cuma sekali diangkat menjadi penelitian 

Tesis akan tetapi yang diteliti yaitu tentang Kesekertariatannya, oleh karena itu 

saya ingin meneliti tentang kewenangan Pengadilan Agama nya.  

Dari latar belakang di atas, penulis akan membahas tentang faktor yang 

melatar belakangi Pengadilan Agama tidak berwewenang dalam perkara ini dan 

juga membahas tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam pembatalan hibah 

ditinjau dari undang undang nomor 50 tahun 2009.   

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Alasan Hakim pada Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg 

dalam memutus perkara pembatalan hibah? 

2. Bagaimana Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Memutus Perkara 

Hibah Nomor 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg ditinjau dari Undang Undang 

Nomor 50 tahun 2009? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Memahami Alasan Hakim pada putusan Nomor 

1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg. 

2. Untuk Mengetahui Kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus Perkara 

Pembatalan Hibah Nomor 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg ditinjau dari Undang 

Undang Nomor 50 tahun 2009. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini 

mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka aplikasinya 
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didunia pendidikan  maupun masyarakat adapun manfaat yang akan di hasilkan 

dari penelitian ini yaitu:  

1. Secara praktis 

a. Dapat menambah,memperdalam dan memperluas keilmuan terhadap 

pembatalan hibbah dari orang tua kepada anaknya. 

b. Dapat digunakan sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis 

dimasa yang akan datang. 

2. Secara teoritis 

a. Penelitian ini akan berguna bagi kalangan akademika yang memfokuskan 

dirinya pada pemahamannya 

b. Penelitian ini,bisa dijadikan acuhan dasar untuk memecahkan permasalahan 

yang sama dengan apa yang penulis bahas dalam proposal ini tentang 

kewenangan pengadilan agama dalam menolak pembatalan hibah oleh 

orang tua terhadap anaknya. 

E. Definisi Operasional 

Kewenangan : hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu 

atau kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung 

jawab kepada orang lain.
4
 

Hibah : Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada 

pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup,dan pelaksanaan pembagiannya 

biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga.
5
 Biasanya 

pemberian-pemberian tersebut tidak pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak 

                                                           
4
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

5 Eman Suparman. 1995. Intisari Hukum Waris Indonesia. (Penerbit Mandar Maju. Bandung),73 
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menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta 

kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapa pun 

F. Metode Penelitian  

Untuk memperoleh data serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang 

berkaitan dengan permasalahan diperlukan suatu metode penelitian. Hal ini 

dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan didapat 

data yang benar serta memudahkan dalam melakukan penelitian terhadap suatu 

permasalahan. Untuk itu penulis menggunakan metode guna memperoleh data dan 

mengolah data serta menganalisanya.    

Adapun mengenai metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai 

berikut:   

1. Jenis penelitian   

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu yuridis 

normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 

pustaka atau data skunder juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan
6
 

Penelitian hukum normatif sejak lama oleh ilmuan hukum untuk mengkaji 

maslah maslah hukum. Penelitian ilmu hukum normatif meliputi pengkajian 

mengenai: 

a. Asas asas Hukum 

b. Sistematika Hukum 

c. Taraf Singkronisasi Hukum 

d. Perbandingan Hukum 

                                                           
6
 Soekanto dan Sri mamuji,penelitian hukum normatif(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2003),13-14 
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e. Sejarah Hukum
7
 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis 

menggunakan jenis penelitian diskriptif, yakni suatu penelitian yang dimaksudkan 

untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek atau objek penelitian 

sebagaimana adanya tentang kewenangan pengadilan agama dalam menolak 

pembatalan hibah
8
 Sehingga penelitian diskriptif ini bertujuan untuk memberikan 

data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang kewenangan 

pengadilan agama kota malang dalam memutus pembatalan hiba 

2. Metode pendekatan   

Pendekatan penelitian adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam 

suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode 

pendekatan normatif sosiologis,
9
 karena dalam penelitian ini yang dicari adalah 

aspek-aspek hukum dan kewenangan dari pengadilan agama dalam memutus 

perkara pembatalan hibah   

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dari pendekatan 

itulah peneliti dapat memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu 

hukum yang dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

hukum adalah: pendekatan undang undang,pendekatan kasus, pendekatan historis, 

pendekatan komparatif, pendekatan konseptual
10

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan undang undang dan 

pendekatan kasus. Dengan tujuan mempermudah penulis dalam meneliti tentang 

                                                           
7
 Bahder Johan Nasution,Metode Penelitian Hukum(Bandung:Mandar Maju,2008),86 

8Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI, 1986),10. 

9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum ,250. 

10
 Petter Mahmud Marzuki,Penelitian Hukum(Jakarta:Kencana,2010),93 
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kewenangan pengadilan agama dalam memutus pembatalan hibah. Pada 

pendekatan ini penulis jabarkan tentang kasus yang terjadi dan undang undang 

yang berhubungan dengan penelitian yang penulis teliti.  

a. Pendekatan undang undang 

Di dalam penelitian hukum normatif tidak dapat melepaskan diri dari 

pendekatan undang undang karena yang akan diteliti adalah berbagai aspek aturan 

hukum sebagai fokus tema dalam sebuah penelitian
11

 

Pendekatan perundang undangan adalah pendekatan menggunakan legislasi 

dan regulasi. Pendekatan yang digunakan untuk meneliti seluruh undang undang 

yang berkaitan dengan kewenangan pengadilan agama dalam memutus 

pembatalan hibah yaitu pasal 49 ayat 2 tentang wewenang pengadilan agama 

dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkara di tingkat 

pertama antara orang orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, 

kewarisan, wasiat dan hibah.  

Selain itu juga undang undang nomor 7 tahun 1989 yang membahas tentang 

wewenang Pengadilan Agama dalam mengadili perkara, perkawinan, kewarisan, 

wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah. Kemudian undang undang tersebut 

diperbarui pada nomor 3 tahun 2006 yang isinya tentang kewenangan pengadilan 

agama dalam mengadili perkara, perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, 

zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Namun pengadilan agama masih 

dalam wewenang Departemen Agama. Setelah itu adanya pembaharuan undang 

undang lagi yaitu nomor 50 tahun 2009 yang isinya tentang kewenangan 

                                                           
11

 Johnny Ibrahim,Teori dan Metodologi Penelitian HukumNormatif(Malang:Banyumedia,2007), 

302 
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pengadilan agama dalam mengadili perkara, perkawinan, kewarisan, wasiat, 

hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Namun Pengadilan 

Agama sudah dalam wewenang Mahkamah Agung. 

Dan undang undang nomor 50 tahun 2009 ini lah yang digunakan oleh 

peneliti untuk menelaah, tentang kewenangan pengadilan agama dalam memutus 

pembatalan hibah.  

b. Pendekatan kasus 

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara 

melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi 

yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

yang tetap.
12

 

Pendekatan kasus yang digunakan untuk meneliti adalah ratio decidendi, 

yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada 

putusannya.
13

 Yaitu putusan tentang pembatalan hibah oleh orang tua kepada anak 

yang ditolak oleh pengadilan agama dengan alasan pengadilan agama tidak 

berwewenang dalam mengadili perkara tersebut.  

Pendekatan kasus merupakan cara pendekatan dalam penelitian yang 

meneliti dasar atau pandangan undang undang atau yurisprodensi yang dipakai 

hakim dalam memutus perkara pembatalan hibah dengan kaitan putusan 

Mahkamah Konstitusi tentang pembatalan hibah yaitu yurisprodensi Mahkamah 

Agung sebagai posisi tertinggi di lingkungan peradilan agama atau badilag. 

  

                                                           
12

Peter Mahmud Marzuki,Penelitian Hukum,24 
13

 Peter Mahmud Marzuki,Penelitian Hukum,119 
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3. Bahan Hukum 

Penelitian ilmu hukum normatif adalah pengkajian terhadap bahan bahan 

hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder. Apabila seorang 

peneliti telah menemukan permasalahannya yang diteliti maka kegiatan 

berikutnya adalah pengumpulan informasi yang ada kaitannya dengan 

permasalahan majlis hakim menolak pembatalan hibah oleh orang tua kepada 

anaknya, kemudian dipilih informasi yang relevan dan essensial lalu ditentukan 

issu hukumnya.
14

 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif 

artinya mempunyai otoritas. Bahan bahan hukum primer terdiri dari undang 

undang,catatan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undng undang dan 

putusan putusan hakim
15

 bahan hukum primer dalam putusan ini adalah: 

1. Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Tentang pembatalan hibah 

oleh orang tua kepada anak yaitu putusan Nomor 

1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg. 

b. Bahan Hukum Skunder 

Bahan Hukum Skunder merupakan bahan bahan yang isinya membahas 

dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder memiliki kegunaan memberikan 

semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.
16

dan dalam penelitian ini 

yang menjadi bahan hukum skunder adalah buku buku tentang hukum, termasuk 

                                                           
14

 Bahder Johan Nasution,Metode Penelitian Hukum,97 
15

 Peter Mahmud Marzuki,Penelitian Hukum,141 
16

 Bahder Johan Nasution,Metode Penelitian Hukum,155 
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skripsi, tesis, laporan terdahulu, jurnal, ataupun artikel dari internet yang memuat 

bahan hukum tentang pembatalan hibah. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan 

skunder seperti Ensiklopedi dan kamus
17

 

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

Dalam penelitian hukum normatif teknik pengumpulan data didapatkan 

dengan studi pustaka terhadap bahan bahan hukum,baik bahan hukum primer, 

bahan hukum skunder ataupun bahan hukum tersier. Mendapatkan bahan 

hukumnya dengan cara melihat, membaca dan mendengarkan situs media 

internet
18

 

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan bahan hukum primer bahan 

hukum skunder dan bahan hukum tersier dengan cara melihat, membaca dan 

mendengarkan putusan Pengadilan Agama kota Malang tentang pembatalan 

hibah. serta meminta informasi kepada Majelis Hakim tentang alasannya memutus 

pembatalan hibah tersebut sebagai bentuk klarifikasi atau kroscek terhadap 

putusan yang telah ditetapkan.  

  

                                                           
17

 Burhan Shofa,Metode Penelitian Hukum(Jakarta:Rhineka Cipta,2001),103 
18

 Fajar Mukti Yulianto,Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris(yogyakarta:pustaka 

pelajar),160 
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5. Metode Pengolahan Bahan Hukum 

Penelitian ini menggunakan pengolahan bahan hukum dengan cara: 

a. Editing  

Pemeriksaan kembali bahan bahan hukum yang diperoleh.Seperti 

kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya 

Jadi pada proses ini penulis memeriksa kembali berkas dan bahan bahan 

hokum atau informasi yang diterimanya tentang pembatalan hibah tersebut. 

menulis akan memeriksa kembali kelengkapan berkas kejelasan makna dan 

kesesuaina putusan serta informasi tersebut kepada orang yang berketerkaitan. 

b. Coding 

Memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum 

(literature,undang undang atau dokumen), pemegang hak cipta(nama 

penulisntahun penerbitnya) dan urutan masalah.  

Penulis akan memberikan catatan pada literature literature yang digunakan 

atau undang undang yang di gunakan dalam meneliti permasalahan pembatalan 

hibah nomor 1000/pdt.G/2011/PA.Mlg tersebut.  

c. Reconstructing 

Menyusun ulang bahan hukum secara teratur,berututan agar mudah 

dipahami dan interprestasikan. 

Penulis akan menyusun bahan hokum yang didapat atau diperoleh dari 

pengadilan agama, majelis hakim atau informasi apa saja yang ada kaitannya 

dengan kewenangan pengadilan agama dalam memutus pembatalan hibah ini. 

Sehingga data yang di peroleh benar benar sesuai dengan apa yang di harapkan.  
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d. Systematizing (Sistematis Bahan Hukum) 

Menempatkan bahan hukum sesuai dengan kerangka sistematis 

pembahasan masalahnya
19

 

e. Analysis 

Dalam pengkajian atau penelitian ilmu hukum normatif kegiatan 

analisisnya berbeda dengan penelitian hukum empiris. Dalam pengkajian ilmu 

hukum normatif langkah atau kegiatan melakukan analisis memiliki sifat yang 

sangat spesifik atau khusus. Penelitian ilmu hukum normatif ini tidak 

menggunakan statistik, karena penelitiannya bersifat murni hukum
20

 

Suatu analisis normatif menggunakan bahan bahan kepustakaan sebagai 

sumber data penelitiannya adapun tahap tahap analisis yuridis normatif adalah: 

1) Merumuskan asasa asasa hukum 

2) Merumuskan pengertian pengertian hukum 

3) Pembentukan Standar standar hukum 

4) Perumusan kaidah kaidah hukum
21

 

G. Penelitian Terdahulu 

Kajian pustaka ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran hubungan 

topik yang diteliti, dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh 

peneliti yang sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan penelitian. 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian. sehingga penulis dapat memperkaya teori teori yang digunakan dalam 

                                                           
19

 Abdulkadir,Hukum dan penelitian hukum(Bandung Cuta Aditya bakti,2004),57 
20

 Bahder Johan Nasution,Metode Penelitian Hukum,87 
21

Amirudin dan Zainal Asikin,Pengantar metode penelitian hukum(Jakarta: Grafindo 

Persada,2006),164 
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mengkaji penelitian tersebut. Dan penelitian terdahulu penulis tidak menemukan 

penelitian dengan judul yang sama dengan judul yang diteliti,namun penulis 

mendapatkan beberapa penelitian untuk menjadi refrensi pada penelitian penulis, 

Berikut merupakan penelitian terdahulu dari beberapa skripsi terkait yang 

dilakukan oleh peneliti: 

1. Ade Apriani Syarif
22

 

Skripsi ini berjudul Tinjauan terhadap penarikan hibah orang tua terhadap 

anaknya (studi kasus putusan pengadilan agama pinrang no. 

432/pdt.G/2012/PA.Prg). penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

kedudukan hibah orang tua terhadap anak nya menurut hukum islam dan untuk 

mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pinrang terhadap ketentuan 

hukum islam menyangkut penarikan hibah orang tua terhadap anaknya.  

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pinrang yakni di Pengadilan Agama 

Pinrang, dalam penelitian ini metode yang di gunakan oleh peneliti adalah 

menggunakan metode wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif 

kualitatif sehingga dapat mengungkapkan hasil dan kesimpulan yang diinginkan 

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ade Apriani Syarif 

dengan yang akan diteliti adalah  penelitian empiris, yaitu mencari data data dari 

pertimbangan hakim Pengadilan agama. jadi peneliti mencari data data dan 

dianalisis.sedangkan skripsi ini akan meneliti secara normatif mengenai 

Kewenangan Pengadilan Agama Malang dalam menutus pembatalan hibah oleh 

orang tua terhadap anaknya. 

                                                           
22

Ade Apriani Syarif, Tinjauan terhadap penarikan hibah oleh orang tua kepada anak (Studi 

Kasus Putusan Pengadilan Agama PinrangNomor:432/Pdt.G/2012/PA.Prg),Skripsi, 

(Makasar:Universitas Hasanidin,2017)  
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Dan persamaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan proposal yang 

diteliti yaitu, sama sama membahas tentang pembatalan hibah oleh orang tua 

terhadap anak.tetapi pembahasan dari penelitian terdahulu dengan proposal ini 

sudah berbeda sehingga penelitian ini bisa dijadikan penelitian terdahulu. 

2. Musyarofah Irmawati Shofia
23

 

Skripsi ini berjudul Tinjauan hukum penyelesaian perkara pembatalan akta 

hibah (studi kasus di pengadilan negri surakarta). penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pertimbagan hakim dalam menentukan pembuktian akta hibah dalam 

pemeriksaan perdata di Pengadilan Negeri Surakarta. mengetahui pertimbangan 

hakim dalam menentukan hukum yang dipakai untuk mementukan putusan atas 

pembatalan akta hibah dalam penyelesaian perkara perdata. selain itu tujuan 

penelitian ini juga untuk mengetahui penyelesaian perkara pembatalan akta hibah 

setelah putusan hakim diterima oleh para pihak di Pengadilan Negeri Surakarta.  

Penelitian ini dilakukan di Surakarta yakni di Pengadilan Negeri Surakarta, 

dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan 

metode penelitian normatif sosiologis. Dan jenis penelitian ini yaitu penelitian 

deskriptif yang bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin dan secara 

sistematis tentang penyelesaian perkara pembatalan akta hibah.  

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Musyarofa Irmawati 

Sofia dengan yang akan diteliti adalah,penelitian yang membahas tentang 

pertimbangan hakim dalam penyelesaian pembatalan akta hibah.sedangkan skripsi 
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Musyarofa Irmawati Sofia, Tinjauan hukum penyelesaian perkara pembatalan akta hibah (studi 

kasus di pengadilan negri surakarta) Skripsi(Surakarta:Universitas Muhammadiyah 

Surakarta,2010) 
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ini akan meneliti tentang Kewenangan Pengadilan Agama Malang dalam 

memutus pembatalan hibah oleh orang tua terhadap anaknya. 

Dan persamaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan proposal yang 

diteliti yaitu sama sama membahas tentang pembatalan hibah, dan penelitian ini 

dengan proposal juga sama sama menggunakan metode penelitian 

normatif(kepustakaan),tetapi pembahasan dari penelitian terdahulu dengan 

proposal ini sudah berbeda sehingga penelitian ini bisa dijadikan penelitian 

terdahulu. 

3. Rita Arini Apriliani Erlina
24

 

Skripsi ini berjudul Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Permohonan 

Pembatalan Akta Hibah (studi kasus di pengadilan agama jakarta pusat 

no.436/pdt.G/1999/PA.JP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

No.50/pdt/2008/PN.Jkt.Ps. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan 

akta hibah no 6/Tanah abang/1990, dengan adanya permohonan pembatalan yang 

dapat pula memberikan akibat hukum di batalkannya akta jual beli no 49/2007, 

dan akta pemberian hak tanggungan no.50/2007.menurut undang undang yang 

berlaku dan tujuan lain dari penelitian ini adalah tentang putusan pengadilan 

negeri jakarta pusat dalam pembatalan akta hibah tersebut.  

Penelitian ini dilakukan di Jakarta yakni di Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat, dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh peneliti adalah 

menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bertujuan untuk 

                                                           
24

Rita Arini Apriliani Erlina, Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Permohonan Pembatalan Akta 

Hibah (studi kasus di pengadilan agama jakarta pusat no.436/pdt.G/1999/PA.JP Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat No.50/pdt/2008/PN.Jkt.Ps) Tesis(Jakarta:Universitas Indonesia 

Jakarta,2011) 
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mendapatkan gambaran tentang dasar penolakan permohonan pembatalan akta 

hibah no 6/tanah abang/1990. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa akta Hibah 

no 6/tanah abang/1990 telah sah dan tidak dapat dibatalkan sehingga  Akta Jual 

beli No.49/2007, dan Akta pemberian Hak Tanggungan no 50/2007 juga sah, dan 

tidak dapat dibatalkan karena telah sesuai dengan undang undang yang berlaku.  

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rita Arini Apriliani 

Erlina dengan yang akan diteliti adalah, penelitian yang membahas tentang 

Penolakan Permohonan Pembatalan Akta Hibah.sedangkan skripsi ini akan 

meneliti tentang Kewenangan Pengadilan Agama Malang dalam memutus 

pembatalan hibah oleh orang tua terhadap anaknya. 

Dan persamaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan proposal yang 

diteliti yaitu sama sama membahas tentang pembatalan hibah, dan penelitian ini 

dengan proposal juga sama sama menggunakan metode penelitian 

normatif(kepustakaan), tetapi pembahasan dari penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini sudah berbeda sehingga penelitian ini bisa dijadikan penelitian 

terdahulu. 

4. Maulana Yusuf Seknun
25

 

Skripsi ini berjudul PENYELESAIAN SENGKETA HIBAH DI 

PENGADILAN AGAMA MAKASSAR (STUDI KASUS ATAS PERKARA No. 

1497/Pdt. G/2012/PA. Mks). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh 

mana implementasi syarat hibah menurut Kompilasi Hukum Islam dan 

                                                           
25

Maulana Yususf Seknun, Penyelesaian Sengketa Hibah di Pengadilan Agama Makasar(studi 

kasus Atas perkara No. 1497/Pdt. G/2012/PA. Mks)Skripsi (Makasar:Universitas Islam Negri 

Makasar,2014) 
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mengetahui sejauh mana pertimbangan hukum Hakim dalam putusan perkara No. 

1497/Pdt.G/2012/PA.Mks 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Pengadilan 

Agama Makassar dan Universitas Islam Negeri Makassar, dalam penelitian ini 

metode yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan metode penelitian 

empiris, yang bertujuan untuk Mengetahui sejauh mana implementasi syarat hibah 

menurut Kompilasi Hukum Islam. Dan Mengetahui sejauh mana pertimbangan 

hukum Hakim dalam putusan perkara perkara No. 1497/Pdt.G/2012/PA.Mks. 

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Maulana Yusuf Seknun 

dengan yang akan diteliti adalah, penelitian yang membahas tentang penyelesaian 

masalah hibah. sedangkan skripsi ini akan meneliti tentang Kewenangan 

Pengadilan Agama Malang dalam memutus pembatalan hibah oleh orang tua 

terhadap anaknya. 

Dan persamaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

diteliti yaitu sama sama membahas tentang hibah, tetapi pembahasan dari 

penelitian terdahulu dengan penelitian ini sudah berbeda sehingga penelitian ini 

bisa dijadikan penelitian terdahulu. 

5. Tyas Pangesti S.H.
26

 

Skripsi ini berjudul PEMBATALAH HIBAH DAN AKIBAT 

HUKUMNYA(STUDI KASUS PERKARA NOMOR 20/PDT/G/1996.PN PT). 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa putusan pembatalan hibah di 

pengadilan Negeri Pati dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/PN.Pt tentang 
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Tyas Pangesti, pembatalan Hibah dan Akibat Hukumnya(studi kasus Atas perkara No. 20/Pdt. 

G/1996/PN.PA)Tesis (Semarang:Universitas Diponegoro Semarang,2009) 



19 

 

 

pembatalan hibah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak 

sesuai dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap harta hibah yang 

dimohonkan pembatalan dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/PN.Pt tentang 

pembatalan hibah. 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Pengadilan 

Negri Pati. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum 

normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang 

dipergunakan adalah data sekunder. Teknik mengumpulkan data yang 

dipergunakan yaitu melalui studi dokumen atau bahan pustaka dan studi lapangan 

atau wawancara. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. 

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Tyas Pangesti dengan 

yang akan diteliti adalah, penelitian yang membahas tentang Pembatalan Akta 

Hibah dan Akibat Hukumnya. sedangkan skripsi ini akan meneliti tentang 

Kewenangan Pengadilan Agama Malang dalam memutus pembatalan hibah oleh 

orang tua terhadap anaknya. 

Dan persamaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

diteliti yaitu sama sama membahas tentang pembatalan akta hibah, tetapi 

pembahasan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini sudah berbeda 

sehingga penelitian ini bisa dijadikan penelitian terdahulu. 

Dari kelima penelitian terdahulu bisa dilihat kalau penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang ditulis ini memiliki kesamaan, yaitu sama sama membahas 

tentang hibah namun memiliki sisi pembahsan yang berbeda. banyak juga 

perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan di teliti, oleh 
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sebab itu biar lebih jelasnya si peneliti akan membuat tabel persamaan dan 

perbedan perbedaan sebagai berikut: 

 

    TABEL I 

PENELITIAN TERDAHULU 

 

No Peneliti Judul Skripsi Persamaan Perbedaan 

1 Ade 

Apriani 

Syarif 

Tinjauan 

terhadap 

penarikanhibah 

orangtua 

terhadap 

anaknya. 

(studiputusan 

Pengadilanaga

ma Pinrang 

no.423/pdt/G/ 

2012/PA.Prg. 

Sama sama 

Membahas 

tentang 

Pembatalan 

hibah 

Oleh orang tua 

Terhadap 

anaknya 

Tetapi 

pembahasan 

Nya sudah 

berbeda 

Penelitian yang di 

Lakukan oleh Ade 

Apriani syarif ini 

Untuk mengetahui 

Kedudukan hibah 

Oleh orang tua 

Kepada anaknya 

Kemudian untuk 

Mengetahui pandangan 

hakim 

Terhadap ketentuan 

Hokum islam 

Menyangkut penarikan 

hibah 

Sedangkan proposal 

Yang saya teliti 

yaituTentang 

kewenangan Pengadilan 

Agama 

Dalam memutus 

Pembatalan hibah. 

2. Musyarof

ah 

Irmawati 

Sofia 

Tinjauan 

hukum 

Penyelesaian 

Perkara pem- 

Batalan akta 

Hibah 

(studi kasus di 

Pengadilan 

negeri 

Sama sama 

Membahas 

tentang 

Perkara 

pembatalan 

Akta hibah akan 

tetapi tempat 

dan 

Pembahasan nya 

Kalau skripsi yang 

Di teliti oleh 

Musyarofah 

Irmawati Sofia 

Yaitu untuk 

Mengetahui 

Pertimbangan hakim 

Dalam menentukan 

Pembuktian akta 
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Surakarta) Yang di teliti 

sudah 

Berbeda. 

Hibah kemudian 

Untuk mengetahui 

Pertimbangan hakim 

Dalam menentukan 

Hokum yang di 

Gunakan untuk 

Menentukan putusa 

pembatalan Akta hibah 

Sedangkan proposal 

Yang saya teliti 

Yaitu tentang 

Kewenangan 

Pengadilan Agama 

Dalam memutus 

Pembatalan hibah 

Di tinjau dari 

Undang undang 

no 50 tahun 

2009. 

3 Rita Arini 

Apriliani 

Erlina 

Analisis 

Yuridis 

Terhadap 

Penolakan 

Permohonan 

Pembatalan 

akta Hibah 

(studi kasus di 

Pengadilan 

agama Jakarta 

Pusat no. 

436/pdt.G/1999

9/PA.JP 

Penelitian ini 

Dengan 

proposal 

Yang di teliti 

Sama sama 

Membahas 

tentang 

Penolakan 

permohonan 

pemba 

talan akta hibah 

dan juga sama 

sama 

menggunakan 

metode hokum 

normative. 

Kalau skripsi yang 

Di teliti oleh Rita 

Arini apriliani 

Erlina ini membahas 

Tentang keabsahan 

Akta hibah 

No.6/tanah abang/ 

1990 

Dan membahas 

Tentang gambaran 

dasar tentang 

Penolakan 

Permohonan akta 

Hibah.  Sedangkan 

proposal 

Yang saya teliti 

Yaitu tentang 

Kewenangan 

Pengadilan Agama 

Dalam memutus 

Pembatalan hibah 
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Di tinjau dari 

Undang undang 

no 50 tahun 

2009. 

 

4. Maulana 

Yusuf 

Seknun 

Penyelesaian 

sengketa hibah 

di Pengadilan 

Agama Makasar 

(studi kasus atas 

Perkara Nomor 

1497/pdt/G/201

2/PA.Mks) 

Sama sama 

Membahas 

tentang 

hibah akan 

tetapi tempat 

dan 

Pembahasan nya 

Yang di teliti 

sudah 

Berbeda. 

Kalau skripsi yang 

Di teliti oleh 

Maulana 

Yusuf Seknun 

Yaitu untuk 

Mengetahui 

Untuk 

mengetahui 

sejauh mana 

implementasi 

syarat hibah menurut 

Kompilasi 

Hukum Islam dan 

Mengetahui sejauh 

Mana hokum hakim 

Dalam putusan 

perkara Nomor 

1497/pdt/G/2012/ 

PA.Mks 

Sedangkan proposal 

Yang saya teliti 

Yaitu tentang 

Kewenangan 

Pengadilan agama 

Dalam memutus Pem 

batalan hibah 

Di tinjau dari 

Undang undang 

no 50 tahun 2009. 

5. Tyas 

Pangesti 

Pembatalan 

Hibah dan 

Akibat 

Hukumnya 

(studi Kasus 

Perkara nomor 

Penelitian ini 

Dengan 

proposal 

Yang di teliti 

Sama sama 

Membahas 

Kalau skripsi yang 

Di teliti oleh 

Tyas Pangesti 

Ini membahas 

Tentang Pembatalan 

Hibah dan Akibat 
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20/pdt/G/1996/ 

PN.PT.) 

tentang 

Penolakan 

hibah. 

 

Hukumnya 

(studi Kasus perkara 

Nomor 20/pdt/G/ 

1996.PN.PT). 

Penelitian 

ini membahas tentang 

pembatalan hibah 

Di pengadilan 

Negeri pati dalam 

Perkara nomor 

20/pdt/G/1996/PN.PT) 

Tentang pembatalan 

Hibah sudah sesuai 

Dengan ketentuan 

Hokum yang berlaku 

Atau tidak sesuai 

Dan untuk mengetahui 

Akibat hokum 

Terhadap harta hibah 

yang di mohonkan 

Pembatalan 

Dalam perkara nomor 

20/pdt/G/1996/PN.PT) 

Pembatalan hibah. 

Sedangkan penelitian 

Yang saya teliti ini 

Membahas tentang 

Kewenangan 

Pengadilan Agama 

Dalam Memutus Pem 

batalan Hibah 

(studi Putusan nomor 

1000/pdt.G/2011 

Pengadilan kota 

Malang 
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H. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terstruktur secara sistematis dan berurutan dalam 

empat bab. Bab bab tersebut memiliki kuantitas dan titik tekan materi masing 

masing sebagaimana diuraikan berikut: 

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini memuat beberapa elemen dasar 

dalam penelitian ini antara lain, latar belakang yang memberikan gambaran 

kenapa penulis ingin meneliti permasalahan ini., rumusan masalah menjadi titik 

fokus dalam penelitian, selanjutnya tujuan penelitian yang dirangkai dengan 

manfaat penelitian. Isi dari bab satu juga definisi oprasional sebagai alat bantu 

dalam memahami dan memberikn informasi perihak kata kata kunci dalam 

penelitian ini.kemudian tentang penelitian terdahulu dimana peneliti melihat 

skripsi skripsi dahulu tentang pembatalan hibah. Muatan bab satu selanjutnya 

dalah metode penelitian yang dijabarkan adalah jenis penelitain,pendekatan 

penelitian,sumber data, metode analisis bahan hukum dan metode pengumpulan 

bahan hukum. 

Bab II pada bab ini membahas tentang kepastian hukum yang berhubungan 

dengan pembatalan akta hibah,ulasan selanjutnya adalah mengenai wewenang 

pengadilan agama kota malang dalam memutus pembatalan hibah  

Bab III membahas tentang hasil penelitian dan membahas mengenai yang 

disajikan terhadap analisis undang undang yang didalamnya terdapat pasal pasal 

tentang pembatalan hibah dan kewenangan pengadilan agama dalam memutus 

pembatalan hibah. 
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Bab IV penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan 

uraian singkat tentang jawaban atas permasalahan yang disajiakan dalam bentuk 

piont per point. Adapun bagian saran memuat beberapa anjuran akademik dan 

social education baik bagi lembaga terkait,masyarakat maupun untuk peneliti 

selanjutnya.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Hibah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang Undang 

1. Definisi Hibah 

Pada dasarnya arti istilah dari Hibah, sedekah dan hadiah di tambah athiyah 

termasuk  hibah menurut bahasa. Dengan kata lain, pengertian hibah menurut 

bahasa sama dengan pengertian sedekah, hadiah dan athiyah. Adapun 

perbedaannya sebagai berikut:  

a. Jika pemberian kepada orang lain dimaksudkn untuk mendekatkan diri 

kepada Allah SWT. Dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan 

tanpa mengharapkan penggantipemberian tersebut dinamakan sedekah.  

b. Jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk menggunakan atau rasa cinta, 

dinamakan hadiah. 

c. Jika diberikan tanpa maksud yang ada pada sedekah dan hadiah dinamakan 

hibah. 
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d. Jika hibah tersebut diberikan seseorang kepada orang lain saat ia sakit 

Hibah secara bahasa berasal dari kata “Wahaba”yang berarti lewat dari satu 

menjelang kematiannya,dinamakan athiyah.
27

 

e.  tangan ke tangan yang lain, atau dengan arti yang lain kesadaran untuk 

melakukan kebaikan, atau diambil dari kata hubub ar-rih(angin berhembus) 

dikatakan dalan kitab Al-Fath diartikan dengan makna yang lebih umum 

berupa ibra‟,(membebaskan utang orang) yaitu menghibahkan utang orang 

lain dan sedekah yaitu menghibahkan sesuatu yang wajib demi mencari 

pahala akhirat. dan ja‟alah yaitu sesuatu yang wajib diberikan kepada 

orang lain sebagai upah. dan di khususkan dengan masih hidup agar bisa 

mengeluarkan wasiat, juga terbagi kepada tiga jenis,hibah digunakan untuk 

menyebutkan makna yang lebih khusus dari pada sesuatu yang mengharap 

ganti, dan dengan ini sangat tepat dengan ucapan orang yang mengatakan 

hibah adalah pemberian hak milik tanpa ganti dan inilah makna hinah 

menurut syara‟. Hibah menurut terminologi syara‟ adalah pemberian hak 

milik secara langsung dan mutlak terhadap satu benda ketika masih hidup, 

tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi “ atau bisa di katakan : 

pemberian hak milik secara sukarela ketika masih hidup dan yang ini lebih 

utama dan singkat
28

 

Hibah merupakan bentuk masdar dari kata “wahaba –yahabu-hibatan” 

bahwa keluarnya harta dengan derma (pemberian) bisa berupa hibah,hadiah dan 

sedekah. Jika tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala akhirat maka 
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Rachmat Syafei,Fiqih Muamalah(Jawa Barat:CV.Pustaka Setia, 2001),241 
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 Abdul Aziz Muhammad Azam,Fiqih Muamalat(Jakarta:amzah 2010),433 
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dinamakan sedekah. Jika dimaksudkan untuk kasih sayang dan mempererat 

hubungan maka dinamakan hadiah. Sedangkan jika dimaksudkan agar orang yang 

diberi dapat memanfaatkan maka dinamakan hibah. 
29

 namun dengan demikian 

bakasan diakhirat tersebut bukanlah tujuan pertama. Karenanya,seseorang 

memeberikannya kepada orang tertentu. Sedangkan sedekah tidak dikhususkan 

pada orang tertentu. Namun siapapun orang fakir yang ia temui maka ia yang 

dapat memberikannya. Walaupun begitu semuanya memiliki satu kesamaan yaitu 

berupa derma (pemberian)murni yang pelakunya tidak mengharapkan sesuatu 

darinya
30

 

Akad pengelolaan sesuai dengan kehendak orang yang memberikan hibah 

terhadap hartanya tanpa pengganti. (pasal 454) fuqoha mendefinisaikan hibah 

dengan bunyi “akad yang menyebabkan pemberian hak kepemilikan kepada orang 

lain tanpa imbalan pada saat masih hidup sebagai sedekah sunnah”.  

Namun pasal dua dari pasal ini menyatakan bahwasanya orang yang 

memberikan hibah tanpa melepskan diri dari niat sedekah boleh mewajibkan 

orang yang diberi hibah untuk melaksanakan satu komitmen tertentu. seperti 

pengharusan orang yang diberi hibah agar membiayai hidupnya sampai mati atau 

memberikan gaji selama hidup.  

Pasal 855 dari al majallah menytakan bahwasanya hibah sah dengan syarat 

adanya imbalan. Tetapi Imam Syafi‟i berpendapat bahwa disyaratkannya imbalan 

dengan sharih bisa membatalkan akad,sebab itu adalah syarat yang menyalahi 
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tujuan akad.
31

 Hibah, Pemberian, Hadiah dan Sedekah maknanya sangat 

berdekatan. Semua berupa pemberian hak milik sewaktu masih hidup tanpa ada 

ganti. 

Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalau pihak pemberi hibah menuntut 

kembali sesuatu yang telah dihibahkan maka perbuatannya itu seperti anjing yang 

menelan kembali sesuatu yang sudah ia muntahkan. Riwayat yang berasal dari 

ibnu abbas tersebut berbunyi : 

 قبل زسىل الله صهى الله عهيً وسهم انعبئد  في ٌبة كبنكهب يقيئ ثم يعىد فى قيئً

 “rasulullsah saw bersabda : orang yang meminta kembali sesuatu 

yang sudah dihibahkannya hal itu adalah ibarat anjing yang 

menelan kembali sesuatu yang dimuntahkan.
32

 

2. Hukum Hibah 

Hibah hukumnya mandub(dianjurkan) sesuai dengan hadits yang 

diriwayatkan oleh Aisyah ra. Bahwasanya Nabi SWT bersabda:  

Saling memberi hadiahlah kalian niscaya kalian akan saling mencintai.  

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa sifat kepemilikan pada hibah adalah 

tidak lazim. Dengan demikian dapat dibatalkan oleh pemberi sebagaimana 

disebutkan dalm sabda rasulullah SAW dari Abu Hurairah : 
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 انىاٌب احق بهبتً مبلم يثبت مىهب

Artinya : pemberi hibah lebih berhak atas barang yang 

dihibahkan selama tidak ada pengganti (H.R. Ibnu majah dan 

daruquthni).
33

 

Adapun yang disunnahkan agar orang tua tidak membedakan sebagian anak 

dengan sebagian yang lain dalam hibah sebagaimana 

ٌَسُ، حَدَّثَىَب ابِهُ عَىِنٍ، عَه انشَّعِبِيِّ، عَهِ انىُّ  عِمَبنِ بِهِحَدَّثَىَب أَحِمَدُ بِهُ عُثْمَبنَ انىَّىِفَهِيُّ، حَدَّثَىَب أَشِ
ًِ وَسَهَّمَ نِيُشِهِدَيُ، فَ قَبلَ: بَشِيٍر، قَبلَ: وَحَهَىِي أَبِي وُحِهًب، ثُمَّ أَتَى بِي إِنَى زَسُىلِ الِله صَهَّى الُله عَهَيِ

ٌَرَا؟»  ًُ قَبلَ: بَهَى، « أَنَيِسَ تُسِيدُ مِىِهُمُ انْبِسَّ مِثْمَ مَب تُسِيدُ مِهِ ذَا؟»قَبلَ: نَب، قَبلَ: « أَكُمَّ وَنَدِكَ أَعِطَيِتَ
ًُ قَبلَ: «فَإِوِّي نَب أَشِهَدُ»قَبلَ:  ًِ مُحَمَّدّا، فَقَبلَ: إِوَّمَب تَحَدَّثْىَب أَوَّ قَبزِبُىا »، قَبلَ ابِهُ عَىِنٍ: فَحَدَّثْتُ بِ

 34بَيِهَ أَوِنَبدِكُمِ
 diriwayatkan oleh An-Nu‟man bin Basyir dia berkata: Ayah saya  

memberiku hibah lalu mendatangi Rasulullah SAW dan berkata: Ya 

Rasulullah saya memberi anak saya satu pemberian dan ibunya berkata 

dia tidak ridha sebelum saya bertemu dengan rasulullah saw lalu nabi 

berkata kepadanya: “Apakah kamu memberi semua anakmu seperti 

itu?” Dia menjawab: Tidak Ya Rasulullah,” Rasul Bersabda: Takutlah 

kamu kepada Allah dan berbuat adillah kamu kepda anak anakmu, 

bukankah kamu gembira jika mereka sama sama mendapat 

kebajikan?”Dia menjawab: “Tentu ya Rasulullah,”Nabi Saw menjawab: 

Mengapa kamu tidak lakukan?
35

 

 

Jika dia membedakan antara anak anaknya dalam hibah maka akad 

hibahnya tetap sah sesuai dengan hadis yang di riwayatkan oleh An-Nu‟man 

bahwa Nabi bersabda: “Berikan saksi kepada ini selain saya” seandainya akad 
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tidak sah pastilah Nabi akan menjelaskan dan tidak menyuruhnya mencari saksi 

selain beliau. 

Tidak boleh dilarang jika dia memberikan hibah sedikit atau menerima 

hibah sedikit sesuai dengan hadis Nabi Saw yang di riwayatkan oleh Abu 

Hurairah dia berkata, bersabda Nabi Saw “Seandainya saya diundang untuk 

jamuan kaki kambing pasti saya akan datang, dan jika saya diberi hadiah kaki 

kambing atau lengan tangan kambing pastilah saya akan menerimanya.  

Ada juga yang berpegang pada hadis Nu‟man orang yang mewajibkan 

penyamaan antara semua anak terhadap pemberian dan inilah yang ditegaskan 

oleh Al Bukhari,dan ini ucapan Thawus, An-Nawawi, Ahmad, Ishaq, dan 

sebagian kalangan ulama madzhab maliki dikatakan dalam Al-Fath: “ yang 

masyhur dari mereka (ulama) bahwa akad ini batal dan dari Imam Ahmad boleh 

membedakan pemberian diantara anak anak jika ada sebab seperti anak yang 

membutuhkan untuk zamannya atau agamanya atau yang lain dan tidak untuk 

yang lain.  

Mayoritas ulama berpendapat bahwa penyetaraan itu adalah mustahab, jika 

ia membedakan sebagian tetap sah namun makruh,mereka meletakkan perintah itu 

pada level mustahab dan menjadikan larangan yang ada dalam sahih muslim: 

Apakah kamu gembira jika mereka bersama sama dakam kebajikan,” dia 

menjawab: “Tentu,” Nabi  Saw menjawab:” Mengapa tidak kalian lakukan,” 

mereka membawa larangan ini sebagai larangan pencucian. 
36
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3. Rukun Hibah 

Menurut ulama hanafiyah, Rukun hibah adalah ijab dan qobul sebab 

keduanya termasuk akad seperti halnya jualbeli. Dalam kitab Al-Mabsyth mereka 

menambahkan dengan qadbhu (pemegangan/penerimaan). Alasannya dalam hibah 

harus ada ketetapan dalam kepemilikan. Sebagian ulma hanafiyah berpendapat 

bahwa qobul dari penerima hibah bukan termasuk rukun. Dengan demikian 

dicukupkan dengan ijab dari pemberi. Hal hibah menurut bahasa dalah sekedar 

pemberian. Selain itu qabul hanyalah dampak dari adanya hibah. Yakni 

pemindahan hak milik.
37

 

Menurut jumhur ulama rukun hibah ada empat: 

a. Wahib(pemberi) 

Wahib adalah pemberi hibah yang menghibahkan barang miliknya. Jumhur 

ulama berpendapat, jika orang yang sakit memberikan hibah, kemudian ia 

meninggal, maka hibah yang dikeluarkan adalah sepertiga dari harta peninggalan. 

b. Mauhub Lah (penerima) 

Penerima hibah adalah seluruh manusia. Ulama sepakat bahwa seseorang 

dibolehkan memberikan seluruh hartanya. 

c. Mauhub 

Mauhub adalah barang yang dihibahkan. 
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d. Shighat/ Ijab dan Qobul 

Sighat hibah adalah sesuatu yang dapat di katakana sebagai ijab dan 

qabul.
38

 Ijab dapat di lakukan secara sharihseperti seseorang berkata : “ saya 

hibahkan benda ini kepadamu” atau yang tidak jelas yang tidak akan lepas dari 

syarat, waktu atau manfaat. 
39

 

1) Ijab disertai waktu (umuri). 

Seperti pernyataan, “saya berikan rumah ini selama saya masih hidup 

selama kamu hidup”. Pemberian seperti itu sah sedangkan syarat waktu tersebut 

termasuk batal.  

2) Ijab disertai syarat (penguasaan). 

Seperti seseorang berkata,” rumah ini untukmu secara raqabi (saling 

menunggu kematian, jika pemberi meninggal terlebih dahulu, maka barang 

miliknya yang diberi. Sebaliknya jika penerima meninggal terlebih dahulu barang 

kembali kepada pemilik). Ijab seperti ini hakikatnya adalah pinjaman. Menurut 

ulama hanafiyah, pemiliknya dibolehkan mengambilnya kapan saja dia mau sebab 

Rasulullah SAW. Telah melarang umuri dan membolehkan raqabi. Dengan 

demikian hibahnya batal,tetapi dipandang sebagai pinjaman. 

Ulama syafiiyah, Abu Yusuf dan hanabilah berpendapat jika penerima 

memegangnya, maka dikatakan hibah sebab Rasulullah SAW. Membolehkan 

umuri dan Raqabi sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh jabir. Ulama 

malikiyah berpendapat dengan hanafiyah, bahwa hibah umuri (selama dia masih 
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hidup, jika sudah meninggal, diberikan kepada ahli waris penerima) di 

bolehkan,sedangkan hibah raqabi di larang. 
40

 

3) Disertai syarat kemanfaatan. 

Seperti pernyataan, : rumah ini untuk kamu dan tempat tinggal saya.” 

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa pernyataan itu bukan hibah tetapi pinjaman. 

Adapun pernyataan, “ rumah ini untuk kamu dan kamu tinggali,” ini adalah 

hibah.
41

 

Pasal 455 menyatakan bahwa hibah terjadi dengan pernyataan ijab dan 

qabul dan syarat wali orang yang belum mempunyai kepantasan menggantikan 

penerimaan hibah dan menerima sesuatu yang dihibahkan jika orang yang 

memberikan hibah adalah wali orang yang diberi hibah atau penerima wasiatnya. 

Ini adalah yang ditetapkan dalam fiqih. Pasal 837 dari al majallah menyatakan 

bahwasanya hibah terjadi dengan pernyataan ijab dan qabul dan terjadi dengan 

penerimaan. Fuqaha menyebutkan bahwa wali mewakili orang yang belum 

mempunyai kepantasan untuk menyatakan penerimaan kalau salah seorang wali 

memberikan sesutu kepada anak kecil, sementara harta itu ada ditangan mereka, 

maka hibah sah. Mereka menjadi ada dalam posisi menerima hibah untuk anak 

kecil tersebut
42
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Rukun hibah ada tiga: Dua belah pihak yang berakad(aqidain), 

shighat(ucapan) dan harta yang di hibahkan (mauhub). 

a. Kedua belah pihak yang berakad 

Ada beberapa syarat untuk pemberi hibah, yakni harus memiliki hak milik 

atas barang yang dihibahkan dan mempunyai kebebasan mutlak untuk berbuat 

terhadap hartanya. 

Oleh karena itu hibah tidak sah jika dilakukan oleh seseorang wali dalam 

harta orang yang dicabut kelayakannya,dan disyaratkan untuk penerima hibah 

untuk memiliki kelayakan memiliki terhadap apa yang diberikan kepadanya 

berupa beban sah nya tindakan atau pengelolaan dan akan kita jelaskan juga 

bahwa orang yang belum mukallaf juga diterima oleh walinya maka tidak sah 

untuk bayi dalam perut atau untuk hewan. 
43

 

b. Ucapan 

Yang ijab dan qabul berupa ucapan dari orang yang bisa berbicara dan 

termasuk ijab yang jelas jika dia mengatakan : saya hibahkan kepadamu,saya 

berikan kepadamu,saya jadikan milikmu tanpa bayaran,” dan termasuk qabul yang 

jelas seperti ucapannya “saya terima,saya ridha” qabul tidak sah kecuali tidak 

langsung dan abu abbas berkata, boleh ada senjang waktu dan pendapat yang 

benar adalah pendapat pertama karena ia adalah pemberian hak milik,pada saat 

masih hidup maka qabulnya juga harus segera sama seperti akad jual beli.  
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Maka ada beberapa hal dikecualikan dari syarat qabul antara lain sebagai 

berikut:  

1) Jika seorang wanita menghibahkan gilirannya kepada madunya maka tidak 

ada syarat qabul dari madunya untuk gilirannya itu menurut pendapat yang 

sahih. 

2) Jika raja memecat sebagian gubernur dan hakim dan yang lainnya maka 

tidak harus ada qabul dari mereka, dan inilah pendapat sebagian ulama terkini 

karena sudah menjadi adat kebiasaan 

3) Jika ayah memberikan perhiasan untuk anaknya yang kecil lalu dihiasinya 

untuk si anak maka barang itu tetap menjadi miliknya berbeda jika ia membelikan 

istrinya maka barang itu menjadi milik istrinya sebagaimana di katakan Al-

Qaffal.
44

 

c. Harta yang dihibahkan 

Kriterianya adalah setiap benda yang boleh diperjualbelikan boleh 

dihibahkan. Karena dia adalah akad yang bertujuan mendapatkan hak milik 

terhadap satu barang. Maka dia bisa memiliki sesuatu yang bisa dimilikinya 

dengan dengan cara jual beli sehingga setiap yang boleh dijual boleh dihibahkan 

sebagiannya walaupun barang tersebut banyak. Hal ini merujuk pada hadits yang 

di riwayatkan oleh umar ibnu salamah adh-dhumari dari seorang lelaki dari Buhuz 

bahwa dia pergi bersama Rasulullah Saw menuju Mekah, sehingga ketika mereka 

berada dekat lembah Rauha kemudian dia menemukan seekor keledai liar sedang 

makan rumput lalu mereka menceritakannya kepada Nabi dan beliau bersabda : 
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“Biarkan dia sampai pemiliknya datang” lalu datanglah seseorang dari Kabilah 

Buhuz dan berkata: “Ya Rasulullah ambilah dari kalian keledai itu” lalu Nabi Saw 

menyuruh abu bakar untuk membagikannya kepada para sahabat,mereka sedang 

ihram, perawi berkata: kemudian kami meneruskan perjalannan sehingga kami 

sampai disebuah pedesaan kami melihat ada menjangan yang pincang dibawah 

sebuah pohon milik yang ada hak miliknya lalu nabi menyuruh seorang sahabat 

untuk menjaganya sehingga dia bisa memberi tahu orang lain tentang hewan itu.
45

 

Dalam Riwayat Muslim bahwasanya Nabi Saw berkata kepada mereka: 

“Apakah ada orang yang mengaku miliknya atau menyuruhnya melakukan 

sesuatu?” Para sahabat menjawab: “Tidak” Nabi Menjawab :”Jika begitu 

makanlah.” 

Hadis ini menjelaskan secara jelas sahnya hibah milik bersama dan ini 

pendapat Maliki,Syafi‟i dan Ahmad bagi yang bisa di bagi atau tidak.
46

 

4. Syarat syarat objektif Hibah 

Syarat hibah pertama adalah adanya subjek hukum: subjek hukum meliputi 

pemberi dengan orang yang diberi. Pemberi syaratnya adalah orang yang 

mempunyai pemilik sah barang, baligh, tidak ada halangan dalam melakukan 

perbuatan hokum, dan tidak ada cacat kehendak. Orang gila dan pemboros tidak 

sah memberikan harta benda mereka, begitu pula wali terhadap harta benda yang 

diberikan kepadanya, syarat orang yang diberi adalah mereka yang berhak 

memiliki, harus benar benar ada karenanya tidak sah pemberian kepada anak yang 

dalam kandungan ibunya dan kepada binatang, karena keduanya tidak dapat 
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memiliki. Penerima hibah tidak disyaratkan sudah harus dewasa atau berakal 

sehat. Anak juga boleh menerima hibah.
47

 

Qanun sipil tidak menyebutkan syarat syarat khusus hibah dari sisi 

bertemunya pernyataan ijab dan qabul,sehingga wajib menerapkan kaidah kaidah 

umum. Kerelaan disyaratkan untuk keabsahan akad, dari kaidah kaidah umum 

diterapkan dalam hukum aib kerelaan. Hibah mempunyai ciri istimewa dimana 

kesalahan seseorang dijadikan hibah dibatalkan. Demikian juga mengenai orang 

yang memberikan hibah disyaratkan hendaklah mempunyai kepantasan sempurna. 

Sebab hibah termasuk pengelolaan yang merugikan orang yang memberikan 

hibah dengan kerugian yang murni. Adapun orang yang diberi hibah cukuplah dia 

sudah tamyiz. Sebab hibah termasuk pengelolaan yang bermanfaat pada orang 

yang diberi hibah dengan kemanfaatan yang murni. 
48

 

Wali atau orang yang mendapatkan wasiat bisa memberi hibah pada anak 

kecil dan mewakilinya dalam penerimaan hibah, penerimaan sesuatu yang 

dihibahkan sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 2 ayat 455. Barang yang 

dihibahkan disyaratkan hendaklah dimiliki oleh orang yang memberikan hibah 

ada wujudnya, tertentu, dan disyariatkan(legal). Bedasarkan hal ini maka hukum 

hibah milik orang lain adalah seperti hukum menjual milik orang lain. Ini adalah 

batal nisbi(bisa dibatalkan) demi kemaslahatan orang yang diberi hibah dan tidak 

adanya pelaksanaan akad terhadap hak milik terhadap hak pemilik sejati. Hal 

tersebut dijelaskan dalam pasal 459,434 dan 435)
49
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Pasal 460 menyatakan bahwa hibah harta-harta yang akan datang adalah 

batal. Hal itu demi mengecualikan kaidah umum dalam qanun yang membolehkan 

bahwa objek komitmen sesuatu yang ada dikemudian hari hukum yang 

dikecualikan ini diambil dari syariat islam yang mensyaratkan adanya objek akad 

pada waktu terjadinya akad disetiap akad. 
50

 

Syarat syarat yang dituntut demi terjadinya akad hibah secara qanun 

diambil dari hukumhukum fiqih Islam, orang yang memberikan hibah hendaknya 

tidak berutang dengan utang utang yang menenggelamkan dirinya meskipun tidak 

membuatnya terhalang mengatur hartanya, orang yang diberi hibah disyariatkan 

dalam keadaan hidup,maka tidak boleh hibah pada janin atau orang yang tidak 

ada. Kemudian hendaklah objek hibah ada pada waktu akad, ini adalah syarat 

umum untuk setiap akad pemberian hak kepemilikan waktu sekarang demi 

menjaga akad dari pembatalan ketika terlewatnya konteks dan barang yang 

dihibahkan harus diketahui dan tertentu ini adalah yang dinyatakan dalam pasal 

858 dari Al-Majallah
51

 

5. Pemberian anak menjelang meninggal 

Ulama sepakat bahwa bagi orang tua disunahkan menyamakan pemberian 

kepada anak anaknya. Hukumnya makruh melebihkan pemberian kepada salah 

satu anak saja, namun mereka berbeda pendapat dalam memahami persamaan 

yang disunahkan tersebut.  

Jumhur ulama berpendapat bahwa persamaan yang dimaksud adalah 

menyamakan pemberian antara nak laki laki dan perempuan sebagaimana di 
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riwayatkan dalam hadis oleh imam bukhari rasulullah SAW bersabda yang artinya 

bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah kepada anak anak kamu semua.  

Ulama hanabilah dan Muhammad dari golongan hanafiyah berpendapat 

bahwa persamaan pemberian orang tua kepada anaknya berdasarkan ketetapan 

waris, dekan demikian, seorang anak laki laki mendapatkan dua bgian anak 

perempuan.
52

 

6. Hukum Penarikan Hibah Kembali 

Pada pasal 468-472 menjelaskan mengenai prinsip mencabut hibah dan 

kondisi kondisi dimana boleh mencabut hibah, dengan syarat adanya udzur yang 

bisa diterima untuk melakukannya. Hukum hukum ini selain penyartan adanya 

udzur diambil dari fiqih hanafi yang dianggap mencabut hibbah adalah makruh 

sebab termasuk kehinaan. Orang yang diberi hibah boleh menolak untuk 

mengembalikan, mencabut hibah tidak sah kecuali dengan kerelaan atau 

keputusan hakimsebab pencabutan hibah adalah pemfasahkan akad. Tidak boleh 

mencabut hibah ketika ada salah satu penghalang pencabutan yang tujuh yaitu 

imbalan,megajukan pengganti hibah, penambahan yang bersambung seperti 

bangunan dan tanaman, pengelolaan orang yang diberi hibah terhadap barang 

hibah, kematian salah satu dari dua orang yang berakad,rusaknya barang hibah 

ditangan orang yang diberi hibah atau dikonsumsi,status hibah demi pahala dari 

allah seperti sadaqah,atau demi silaturrahmi atau hubungan suami istri. Kondisi 
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kondisi ini disebut oleh qanun pada pasal 470 juga disebut dalam Al Majallah 

pada pasal pasak 866-847
53

 

Penarikan kembali hibah setelah diserahkan hukumnya haram kecuali hibah 

seorang ayah kepada anaknya demikian juga semua yang pokok,menurut pendapat 

yang masyhur dan ini mencalup hadiah dan sedekah menurut pendapat yang lebih 

kuat dan tidak wajib segera namun boleh saja dia mau,dalilnya adalah hadis yang 

diriwayatkan oleh ibnu abbas dan thawus secara marfu‟ bahwasanya nabi Saw 

bersanda: “tidak halalbagi seseorang yang memberi satu pemberian lalu dia 

kembali kepadanya seperti anjing yang memakan kembali muntahnya 
54

 

Dibolehkan  penarikan kembali hibah oleh seorang ayah kepada anaknya 

dikarenakan tidak ada tuduhan kepadanya, karena secara tabiat seorang ayah akan 

selalu mendahulukan anaknya dan jika dia menariknya kembali maka berarti ada 

kebutuhan dan kemaslahatan, meski demikian tidak diperbolehkan menarik 

kembali hibah tanpa ada udzur jika seorang ayah menarik kembali hibah tanpa ada 

udzur maka hukumnya makruh. 

Seseorang boleh kembali menarik hibahnya yang belum berlaku hanya saja 

hal ini bertentangan dengan prinsip kehormatan karena orang tersebut telah 

menyelisihi janjinya,dan tidak boleh seorang yang ingin membeli kembali barang 

yang telah dihibahkan 
55

 

Sedangkan Al Auza‟i berpendapat tidak makruh jika ayah memerlukan 

untuk nafkah atau membayar utang bahkan bisa disunnahkan jika si anak memang 

tidak memerlukan bahkan menarik kembali hibah hukumnya bisa wajib jika si 
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anak adalah pelaku maksiat dan benar benar yakin kalau ini adalah cara untuk 

mencegahnya berbuat maksiat. 
56

 

Hibah yang telah berlaku adalah hibah ayang telah diterima oleh orang 

yang diberi, sedangkan hibah yang belum berlaku adalah hibah yang belum 

diterima oleh orang yang diberi, sekiranya ada seseorang mengatakan kepada 

orang lain : “aku hibahkan salah satu mobilku kepadamu” lalu orang tersebut 

menjawab:”aku terima” namun setelah menghibahkan mobil tersebut dia 

menariknya kembali, naka hal itu diperbolehkan sebab hibah tersebut belum 

diterima oleh orang yang diberi padahal hibah belum berlaku kecuali setelah 

adanya penerimaan dari orang yang diberi. Sekiranya hibah tersebut sudah 

diterima dan orang yang diberi hendak menarik kembali maka hal tersebut tidak 

diperbolehkan karena barang tersebut bukan miliknya lagi meski dalam majelis 

hibah
57

 

B. Kewenangan Pengadilan Agama  

Wewenang peradilan agama diatur dalam pasal 49 sampai dengan pasal 53 

Undang undang Nomor 50 tahun 2009 (3 tahun 2006 tentang perubahan undang 

undang no.7 tahun 2006) tentang peradilan agama. Wewenang tersebut terdiri dari 

wewenang relatif dan wewenang absolut. Wewenang relative pada peradilan 

agama merujuk pada pasal 118 HIR atau pasal 142 RB.g jo pasal 66 dan pasal 73 

Undang undang no7 tahun 1989 sedangkan wewenang absolut berdasarkan pasal 

49 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yaitu kewenangan mengadili perkara 

perkara perdata bidang  
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a. Perkawinan 

b. Kewarisan,Wasiat,Hibah yang di lakukan berdasarkan hokum islam 

c. Wakaf,Zakat,Infaq,Shadakah dan Ekonomi islam
58

 

Ketentuan umum Peradilan umum berlaku juga untuk Peradilan Agama 

sebagaimana ditunjuk oleh Undang Undang no.7 tahun 1989 tentang peradilan 

agama. Di masa lalu sebelum peradilan agama mempunyai kekuasaan absolut 

yang seragam diseluruh Indonesia (sebelum undang undang no 7 tahun 1989) 

peradilan agama tidak dapat menerima ketentuan umum karena suatu jenis 

perkara misalnya menjadi kekuasaan absolut peradilan agama di pulau Sumatera 

belum tentu menjadi kekuasaan absolut peradilan agama di pulau jawa seperti 

mengenai kewarisan
59

 

Kekuasaan atau kewenangan peradilan kaitannya adalah dengan hukum 

acara, menyangkut dua hal, yaitu: kekuasaan relative dan kekuasaan absolut
60

 

Mengenai kekuasaan absolut yakni kekuasaan pengadilan yang berhubungan 

dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam 

perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan 

pengadilan lainnya.sebagai contoh: Pengadilan agama berkuasa atas perkara 

perkawinan bagi mereka yang beragama islam sedangkan bagi yang selain islam 

menjadi kekuasaan peradilan umum. 
61
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1. Wewenang Relatif Peradilan Agama 

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis 

dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan peradilan yang sama 

jenis dan sama tingkatan lainnya.untuk menentukan kompetensi relative setiap 

pengadilan agama dasar hukumnya adalah berpedoman dengan ketentuan undang 

undang hokum acara perdata. Dalam pasal 54 UU no 7 tahun 1989 di tentukan 

bahwa acara berlakunya pada lingkungan peradilan agama adalah hokum acara 

perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum. Oleh karena itu landasan 

untuk menentukan kewenangan relative pengadilan agama merujuk pada 

ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 R.Bg.jo Pasal 73 UU no 7 tahun 1989.
62

 

Kekuasaan Relatif diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis 

dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan peradilan yang sama 

jenis dan sama tingkatan.
63

 

Menurut Yahya Harahab, factor yang menimbulkan pembatasan 

kewenangan relative masing masing pengadilan pada setiap lingkungan 

pengadilan adalah factor wilayah hukum. Setiap pengadilan agama hanya 

berwewenang mengadiri perkara yang termasuk didalam wilayah hukumnya. 

Jangkauan kewenangan kewenangan peradilan yang dapat dilakukan secara 

formil, hanya perkara perkara yang termasuk dalam wilayah daerah hokumnya. 

Sekalipun secara materil kasus perkara yang diajukan secara subtantif merupakan 

kompetensi absolut lingkungan peradlan agama, kewenangan absolut tersebut bisa 

dihalangi kompetensi relative,yang mengakibatkan pengadilan agama yang 
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menerima perkara tidak berwewenang mengadili,jika perkara yang bersangkutan 

termasuk kewenangan agama lain.dasar hokum menentukan patokan relative 

setiap pengadilan agama berpedoman kepada ketentuan undang undang hokum 

acara perdata. Oleh karena pasal 54 UU no.7 tahun 1989 telah menyatakan hokum 

acara yang berlaku pada lingkungan peradilan agama adalah hokum acara perdata 

yang berlaku pada peradilan umum. Landasan untuk menentukan patokan 

kewenangan relative pengadilan agama merujuk kepada ketentuan HIR dan R.Bg 

sebagaimana yang diatur dalam pasal 66 dan pasal 73 UU Nomor 7 tahun 1989.
64

 

2. Wewenang Absolut Peradilan Agama 

Wewenang absolut Pengadilan Agama adalah kekuasaan pengadilan yang 

berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan 

pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau 

tingkatan peradilan lainnya misalnya pengadilan agama berkuasa atas perkara 

perkawinan bagi mereka yang beragama islam sedangkan bagi yang selain islam 

menjadi kekuasaan peradilan umum. Pengadilan Agama lah yang berkuasa 

memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama tidak boleh langsung 

berperkara di pengadilan tinggi agama atau di mahkamah agung.jadi kewenangan 

mutlak absolut peradilan meliputi bidang bidang perdataseperti tercantum dalam 

pasal 49 UU no 49 UU Nomor 50 Tahun 2009 (3 Tahun 2006 tentang perubahan 

UU No.7 tahun 1989) dan berdasarkan atas asas personalitas keislaman.dengan 

kata lain bidang bidang tertentu dari hokum perdata yang menjadi kewenangan 
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absolut peradilan agama adalah bidang hokum keluarga dan orang orang yang 

beragama islam.  

Sesuai dengan kompetensi absolut pengadilan agama yaiti mengatasi 

perkara bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, 

shodaqah dan ekonomi Syariah. Kekuasaan Absolut yakni kekuasaan pengadilan 

yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan 

pengadilan dengan perbedaannya jenis perkara atau jenis pengadilan atau 

tingkatan pengadilan lainnya.
65

 

Pasal 10 undang undang nomor 14 tahun 1970 menetapkan empat jenis 

lingkungan peradilan, dan masing masing mempunyai kewenangan mengadili 

masing masing bidang tertenty dalam kedudukan sebagai badan badan peradilan 

di tingkat pertama dan tingkat banding. Untuk lingkungan peradilan agama, 

menurut bab 1 pasal (2) jo bab tiga pasal 49 undang undang nomor 7 tahun 1989 

di tetapkan tugas kewenangannya memutus dan menyelesaiakan perkara perkara 

perdata bidang :  

a. Perkawinan 

b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam. 

c. Wakaf dan sedekah 

Dengan demikian kewenangan peradilan agama tersebut, sekaligus 

dikaitkan dengan asas asas personalitas keislaman, Yaitu yang dapat ditundukkan 
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kedalam kekuasaan lingkungan peradilan agama hanya mereka yang beragama 

islam.
66

 

 Kata wewenang atau kekuasaan pada umumnya dimaksudkan adalah 

kekuasaan absolut. Dalam berbagai peraturan perundang undangan kekuasaan 

absolut sering disingkat dengan kata kekuasaan saja. Seperti: kekuasaan 

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang 

ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan 

Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara 

oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
67

 

3. Kewenangan mengadili perkara bidang Kewarisan, Wasiat dan Hibah 

Menurut pasal 49 ayat (3) UU nomor 7 tahun 1989, Kewenangan 

pengadilan agama dibidang kewarisan, yang disebut dalam pasal 49 ayat (1) hiruf 

b, adalah mengenai : 

a) penentuan siapa siapa yang menjadi ahli waris;  

b) penentuan harta peninggalan; 

c) bagian masing masing ahli waris; 

d) melaksanakan pembagian harta peninggalan;
68

 

Bidang Kewarisan yang menjadi tugas dan wewenang Peradilan Agama 

disebutkan dalam pasal 49 ayat (3) UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

dan UU No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989
69

. Dalam 

pasal (2) jo pasal 49 ayat (1) jo. Penjelasan umum angka 2 alenia ketiga telah 
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ditentukan bahwa salah satu asas sentral dalam undang undang ini adalah asas 

personalitas keislaman.  

Oleh karena itu dalam mengkaitkan pasal ini dalam ketentuan pasal 49 ayat 

(1) huruf b, jo penjelasan umum angka 2 alenia ketiga tersebut berarti asas 

personalitas keislaman dalam bidang perdata kewarisan, meliputi seluruh 

golongan rakyat beragama islam. Dalam perkataan lain hal tersebut, telah terjadi 

sengketa kewarisan bagi setiap orang yang beragama islam. Kewenangan 

mengadilinya tunduk dan takluk pada lingkungan peradilan agama. Bukan ke 

lingkungan peradilan umum, jadi luas jangkauan mengadili lingkungan peradilan 

agama ditinjau dari subjek pihak yang berperkara. Meliputi seluruh golongan 

rakyat yang beragama iskam tanpa terkecuali. 
70

 

Dengan bersandar pada pasal 49 ayat (3) kewenangan pengadilan agama di 

Jawa dan Madura, serta sebagian bekas residensi Kalimantan selatan dan timur 

mengenai perkara perkara kewarisan yang dicabut oleh pemerintah Belanda pada 

tahun 1937, melalui undang undang ini dikembalikan lagi menjadi wewenang 

pengadilan agama, dengan demikian, kewenangan pengadilan agama di Jawa, 

Madura dan disebagian bekas residensi Kalimantan Selatan dan Timur disamakan 

dengan Pengadilan agama di daerah daerah lainnya di Indonesia. 
71

 

Dalam penjelasan umum Undang Undang dijelaskan bilamana pewarisan 

itu dilakukan berdasarkan hukum islam maka penyelesaiannya dilakukan oleh 

Pengadilan Agama. 
72

 Selanjutnya ketentuan pasal 49 ayat (3) UU No.7 tahun 

                                                           
70

Germala Dewi,Sulaikin Lubis, Hukum acara Perdata Peradilan Agama Indonesia,109 
71

Germala Dewi,Sulaikin Lubis, Hukum acara Perdata Peradilan Agama Indonesia,110 
72

 Basiq Djalil,Peradilan Agama Indonesia,144 



49 

 

 

1989 dalam penjelasan pasal demi pasal dinyatakan cukup jelas. Namun, dalam 

penjelasan umum disebutkan bahwa para pihak sebelum berperkara dapat 

mempertimbangkan untuk memilih hokum apa yang dipergunakan dalm 

pembagian warisannya.  

Menurut Prof. H.M.Daud Ali, untuk pilihan hokum dalam pembagian 

warisan adalah mempertimbangkan kemaslahatan ahli waris. Jadi sebelum 

berperkara, hokum islam membuka peluang bagi ahli waris untuk berdamai, 

bermusyawarah untuk mencapai kata mufakat dalam memperoleh masing masing 

berdasarkan keikhlasan,dan kekeluargaan. Oleh karena itu tentang pemilihan 

hukum ini sangat tepat dan sesuai dengan martabat Peradilan Agama, apabila 

pilihan hukum itu dilakukan di luar Pengadilan. Namun, karena hukum kewarisan 

islam merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari agama islam. 
73

 

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa kalau pilihan hukum ini dilihat dari 

sudut ajaran hukum Islam, hal ini tidak boleh dilakukan, sebabnya adalah, bagi 

seseorang yang beragama Islam dan hukum Islam merupakan bagian mutlak dari 

agama Islam, maka ia harus pula memilih hukum kewarisan Islam. Demikian juga 

dengan masalah wasiat dan hibah, seyogyanya juga menggunakan hukum Islam. 

Jadi dalam hal ada perselisihan dan persengketaan antara orang orang yang 

beragama Islam dibidang wasiat dan hibah ini , pihak pihak yang berkepentingan 

atau yang berhak dapat mengajukan perkara pada pengadilan agama sesuai 

dengan wewenangnya.
74
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C. Kekuasaan Kehakiman 

Undang Undang dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara 

hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip negara hukum 

adalah adanya jaminan dan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka 

bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna melakukan hukum dan keadilan. 

dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sesuai 

dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap 

Undang Undang No.14 Tahun 1970 tentang ketentuan ketentuan pokok 

Kekuasaan kehakiman, Dengan undang undang No. 35 Tahun 1970 tentang 

perubahan atas Undang Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan ketentuan 

Pokok Kekuasaan Kehakiman. 
75

  

Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman menurut Undang Undang No. 19 

Tahun 1948 diatur dalam pasal 3: 

1. Kekuasaan kehakiman dijalankan tidak memandang kedudukan dalam 

masyarakat dari pihak yang berperkara. 

2. Para Hakim merdeka dalam melakukan kekuasaan kehakiman dan 

hanya tunduk kepada undang undang 

3. Pemegang kekuasaan pemerintah dilarang campur tangan dalam 

hrusan kehakiman, kecuali dalam hal tersebut dalam UUD. 

4. Perselisihan Kekuasaan antara pemegang kekuasaan kehakiman 

dengan pemerintah diputuskan secara yang diatur dalam Undang 

Undang.  
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Dalam ketentuan Undang Undang No.19 Tahun 1964 Kemerdekaan 

Kekuasaan Kehakiman tidak ditemukan lagi karena adanya campur tangan 

kekuasaan negara, yaitu presiden. 
76

 

D. Macam Macam Produk Hukum 

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

hanya mengenal dua macam produk hukum. Setelah Pengadilan Agama 

memeriksa perkara maka ia harus mengadilinya atau memberikan putusan dan 

mengeluarkan produknya. Produk Pengadilan Agama sejak berlakunya UU 

Nomor 7 Tahun 1989 hanya 2 macam, yaitu: (1) putusan, dan (2) penetapan. 

Berdasarkan undang-undang inilah hakim-hakim agama akan memutus perkara 

sesuai dengan jenis perkaranya baik berupa putusan (untuk perkara bersifat 

gugatan) maupun berupa penetapan (untuk perkara bersifat permohonan).
77

 

A. Produk Hukum Putusan 

Putusan disebut vonnis (Belanda) atau al-qada (Arab), yaitu produk 

Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, 

yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan semacam ini biasa 

diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau jurisdiction 

contentiosa.
78

 

 Putusan peradilan perdata (peradilan agama adalah peradilan perdata) 

selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk 

melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, 

atau menghukum sesuatu. Jadi dictum vonis selalu bersifat condemnatoir artinya 
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menghukum, atau bersifat constitutoir artinya menciptakan. Perintah dari 

pengadilan ini, jika tidak dituruti dengan sukarela, dapat diperintahkan untuk 

dilaksanakan secara paksa disebut di eksekusi.
79

 

 Menurut Germala Dewi Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan 

dalam bentuk tulisan dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk 

umum, sebagai suatu produk peradilan Agama sebagai hasil dari suatu 

pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.
80

 

 Putusan dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, memiliki 

dua macam, yaitu: 

a) Putusan akhir 

Putusan akhir ialah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, 

baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak/belum 

menempuh semua tahap pemeriksaan. Contoh putusan yang dijatuhkan sebelum 

sampai akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan, 

yaitu: 

(1) Putusan gugur; 

(2) Putusan verstek yang tidak diajukan verzet; 

(3) Putusan tidak menerima; 
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(4) Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang 

memeriksa.
81

 

b) Putusan sela 

Putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan 

tujuan untuk memperkancar jalan nya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri 

pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. 

Putusan sela tidak bisa dilakukan banding kecuali bersama sama dengan putusan 

akhir. Hal hal yang mrnurut hukum acara perdata melakukan putusan sela, antara 

lain: 

1. Tentang Pemeriksaan Prodep 

2. Tentang Pemeriksaan Eksepsi tidak bberwewenang. 

3. Tantang Sumpah Suppletoir. 

4. Tentang Sumpah Decisoir. 

5. Tentang Sumpah Penaksir. 

6. Tentang Gugat Provisionil. 

7. Tentang Gugat Insidentil.
82

 

Dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan. Hal ini ada 

tiga macam, yaitu: 

a) Putusan Gugur 

 Putusan gugur ialah putusan yang menyatakan bahwa 

gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak hadir. Putusan 
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gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahap pembacaan 

gugatan/permohonan. Putusan gugur dapat dijatuhkan apabila dipenuhi syarat-

syaratnya, yaitu: 

(1) Penggugat/pemohon sudah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir 

dalam sidang hari itu. 

(2) Penggugat/pemohon ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak 

pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidakhadirannya itu 

karena sesuatu halangan yang sah. 

(3) Tergugat/termohon hadir dalam sidang. 

(4) Tergugat/termohon mohon keputusan. 

(5) Tergugat dan termohon adalah tunggal. 

Dalam hal penggugat/pemohonnya lebih dari seorang dan tidak hadir semua, 

maka dapat pula diputus gugur. Putusan gugur belum menilai gugatan ataupun 

pokok perkara. Dalam putusan gugur penggugat/pemohon dihukum membayar 

biaya perkara. Terhadap putusan ini dapat dimintakan banding atau diajukan lagi 

perkara baru.
83

 

b) Putusan Verstek 

 Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon 

tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi. Putusan verstek dapat 

dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syaratnya, yaitu: 

(1) Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut; 
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(2) Tergugat tidak hadir sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta 

tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan 

yang sah ; 

(3) Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan ; 

(4) Penggugat hadir di persidangan ; dan 

(5) Penggugat mohon keputusan. 

Putusan Verstek hanya menilai secara formil gugatan dan belum menilai 

secara materil kebenaran dalil dalil gugatan. Terhadap putusan verstek ini maka 

tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet). 
84

 

c) Putusan kontradiktoir 

Putusan Kontradiktoir putusan akhir yang pada saat dijatuhkan atau diucapkan 

dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak. Dalam 

pemeriksaan putusan Kontradiktoir disyaratkan bahwa baik penggugat mauput 

tergugat pernah hadir dalam sidang. 
85

 

B. Produk Hukum Penetapan 

Penetapan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis 

dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari 

pemeriksaan perkara permohonan/voluntair. Penetapan disebut al-Isbat (Arab) 

atau beschiking (Belanda), yaitu produk Pengadilan Agama dalam arti bukan 

peradilan yang sesungguhnya, yang diistilahkan dengan jurisdiction voluntaria. 

Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhny karena disana hanya ada pemohon 

yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak berperkara 
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dengan lawan. Karena penetapan itu muncul sebagai produk pengadilan atas 

permohonan pemohon yang tidak berlawanan maka dictum penetapan tidak akan 

pernah berbunyi “menghukum” melainkan hanya bersifat menyatakan 

(declaratoire) atau menciptakan (constitutoire).
86

 

Macam Macam Penetapan ada 2 macam: 

1. Penetapan dalam bentuk murni voluntaria. 

2. Penetapan dalam bentuk Voluntaria.  

Kekuasaan Penetapan  dalam produk hukum penetapan yaitu putusan 

mempunyai 3 kekuatan dan berlaku untuk pihak pihak maupun untuk 

dunia luar(pihak ketiga) tetapi penetapan hanya berlaku untuk pemohon 

sendiri, untuk ahli warisnya dan untuk orang orang yang memperoleh hak 

daripadanya. 
87
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  BAB III 

PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Kasus 

Deskripsi Perkara Pembatalan Akta Hibah oleh Orang tua terhadap 

Anaknya ini Berdasarkan Perkara Nomor: 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg. Penelitian 

ini diangkat dari sebuah kasus yang pernah ditangani di Pengadilan Agama Kota 

Malang, yang baru saja didaftarkan  pada bulan Juni 2011 dan diputuskan pada 

bulan November 2011. Adapun duduk perkara dan proses persidangan dari kasus 

pembatalan akta hibah oleh orangtua terhadap anaknya ini adalah sebagai berikut: 

Penggugat adalah ayahnya berumur 89 tahun yang tinggal di Kota Malang 

dan bekerja sebagai purnawirawan TNI-AD. Sedangkan Tergugat adalah anaknya 

yang berumur 56 tahun yang tinggal di salah satu daerah di Kota Malang dan 

bekerja sebagai pensiunan di BNI 46. Penggugat adalah pasangan suami istri yang 

telah menikah dan dikaruniai delapan orang anak kandung. Bahwa selama 

pernikahan penggugat memiliki harta gono gini berupa sebidang tanah dan 

bangunan yang tersebut dalam sertifikat hak milik (SHM) No 208 atas nama 



58 

 

 

penggugat. Dan sekarang telah berubah menjadi hak milik anaknya yaitu tergugat 

yang terletak di jalan klojen kota malang.  

Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA, dimana obyek 

sengketa tersebut merupakan harta satu satunya milik penggugat, bahwa pada 

tanggal 11 november 1999 para penggugat yang telah berusia lanjut, atas inisiatif 

tergugat dan tanpa didampingi oleh siapapun termasuk oleh anak anak kandung 

lain, diajak menghadap ke kantor notais untuk menandatangani akta yang pada 

akhirnya diketahui dan disadari oleh penggugat, ternyata yang ditandatangani 

tersebut adalah Akta Hibah nomor: 162/Klj/11/1999 tertanggal 11 november 1999 

yang dibuat oleh notaris malang yang berisi para penggugat menghibahkan tanah 

dan bangunan obyek sengketa seluruhnya kepada tergugat.  

Bahwa tindakan tergugat tersebut yang telah memanfaatkan keadaan 

penggugat yang telah berusia lanjut, dan ternyata telah juga merekayasa surat 

pernyataan persetujuan dibawah tangan, yang tanpa tanggal dari para ketujuh 

saudara kandungnya untuk menyetujui hibah  penggugat kepada tergugat . dan 

kenyataannya ketujuh saudaranya belum pernah mendapat pemberian harta 

apapun dari orangtuanya/penggugat yang kelak dapat diperhitungkan menjadi 

harta warisan.  

Dengan adanya akta hibah tersebut dimanfaatkan oleh tergugat untuk 

mengalihkan kepemilikan seluruhnya atas obyek sengketa dari semula atas nama 

penggugat beralih menjadi hak milik atas nama tergugat. Dengan adanya 

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat dalam pembuatan Akta 

Hibah tersebut mengandung cacat hukum dan menghilangkan hak waris ketujuh 
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saudara kandung lainnya terhdap satu satunya harta milik orangtua. Dan 

dikhawatirkan obyek sengketa akan dialihkan kepada pihak lain oleh para tergugat 

maka penggugat ingin di lakukan sita jaminan terlebih dahulu.  

Setelah itu penggugat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama Kota 

Malang dengan putusan No.1000/Pdt.G/2011/PA. Malang. Akan tetapi gugatan 

tersebut tidak diterima, dan dianggap Pengadilan Agama Kota Malang tidak 

berwewenang dalam memutus perkara tersebut, sedangkan pada dasarya 

Pengadilan Agama bertugas dan berwewenang menyelesaikan perkara perkara 

ditingkat pertama antara orang orang yang beragama Islam di bidang 

kewarisan,wasiat dan hibah yang dilakukan oleh hukm Islam yaitu sesuai dengan 

undang undang No 50 tahun 2009. 

B. Alasan Hakim dalam Putusan Nomor 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg dalam 

Memutus perkara Pembatalan Hibah.  

Setelah mempelajari duduk perkara No 1000/Pdt.G2011 PA Malang. dan 

berdasarkan keterangan dari Majelis Hakim serta Putusan yang ada, Pengugat dan 

tergugat adalah seorang anak dan orang tua yang berselisih tentang obyek hibah. 

Dimana orangtua ingin membatalkan Akta Hibah tersebut yang sudah menjadi 

milik tergugat yaitu Anaknya. Namun gugatan ini tidak dapat diterima oleh 

Pengadilan Agama Malang dengan alasan Pengadilan Agama tidak berwewenang 

mengadili perkara pembatalan hibah tersebut.  

Dalam putusan pengadilan Agama Malang perkara Nomor: 

1000/Pdt.G/2011 PA Malang, perihal ketidak wewenangan Pengadilan Agama 

terhadap putusan Pengadilan Agama Malang bukan semata-mata tanpa landasan 
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hukum, dan serta merta. Ada beberapa pertimbangan hukum majlis hakim 

memutus pekara pembatalan hibah. Diantara landasan hukum yang dipakai oleh 

Pengadilan Agama Malang dalam memutus putusan pembatalan hibah ini 

menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 212 KHI yang menyatakan : “hibah 

tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya”, akan tetapi 

perkara ini sesuai dengan pasal 212 KHI bahwa orang tua boleh mengambil 

kembali barang yang telah dihibahkan. Namun pada perkara ini di Pengadilan 

Agama Kota Malang tidak mau menerima  putusan ini dengan alasan pengadilan 

agama tidak berwewenang dalam mengadili perkara pembatalan hibah, dan tidak 

menerima gugatan para penggugat.    

Berdasarkan analisa di atas, Alasan Majelis Hakim tidak menerima 

pembatalan hibah pada tingkat pertama dan pada tingkat Banding di Pengadilan 

Tinggi Agama kota Surabaya yang mengatakan bahwa, Pengadilan Agama tidak 

berwenang untuk memutus atas dasar klausula Pasal 5 yang terdapat dalam 

perjanjian Akta Hibah nomor: 162/Klj/11/1999 tersebut yang mengatakan “Kedua 

belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman 

hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan 

Negeri di Malang.” Jadi apabila muncul sengketa yang terkait dengan akta hibah 

No.162/Klj/11/1999 yang dibuat oleh notaris malang ini, maka perselisihan yang 

timbul diselesaikan di Pengadilan Negeri Malang. bukan di Pengadilan Agama 

Malang. Dan para pihak yang melakukan perjanjian mereka wajib patuh dan taat 

atas isi perjanjiannya itu, dasar hukum Majelis Hakim dalam alasan pertama 
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adalah Surat Al Isra‟ ayat 34, hal ini merupakan amanah dari firman Allah dalam 

surah Al-isra‟ ayat 34 yang berbunyi :     

تَّىٰ نُ حَ سَ حِ ًَ أَ ً هِ بلَّتِ لَّب بِ ٍنِ إِ تِ ٍَ لْ بلَ ا ىا هَ بُ رَ قْ ب تَ لَ دَّهُ  وَ شُ ػَ أَ لُ بِ ٌَ  ۚ 

دِ  هِ عَ بلْ ىا بِ فُ وِ أَ ب ۚ  وَ ىلً ئُ سِ بنَ هَ دَ كَ هِ عَ لْ نَّ ا  إِ

Artinya : dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu 

pasti diminta pertanggungan jawabnya.
88

 

Bahwa hal ini hakim juga mengingat prinsip prinsip atau asas asas dalam 

hukum perdata : 

1. Asas Konsesualisme, (pasal 1320 KUH perdata) merupakan prinsip 

pernyataan sepakat yang mengikat di antara pihak pihak yang membuat 

perjanjian tersebut. 

2. Asas Kebebasan Berkontrak, (pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata) yang 

menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang undang bagi mereka yang membuatnya, sama mengikatnya dengan 

undang undang. 

Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi 

ruang lingkup sebagai berikut: 

a. kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; 

b. kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat 

perjanjian; 

c. kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian 

yang dibuatnya; 
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d. kebebasan untuk menentukan objek perjanjian; 

e. kebebasan untuk menentukan syarat syarat suatu perjanjian termasuk 

kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-

undang yang bersifat opsional (aanvullend, optional).
89

 

3. Asas Pancta Sunt Servanda, (pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUH Perdata) 

atau juga dikatakan bahwa kepastian hukum bagi pihak ketiga juga 

termasuk disini, hakim karena jabatannya harus menghormati isi perjanjian 

atau kontrak
90

 

4. Asas Itikad Baik atau Goede Trow (pasal 1338 ayat (3) KUH perdata) 

yang memberikan dasar bahwa para pihak dalam perjanjian dari semula 

harus mempunyai sikap jujur.  

Dengan demikian adanya prinsip prinsip hukum perdata yang terkandung 

dalam akta Nomor: 162/Klj/11/1999 yang dibuat oleh notaris malang maka 

Pengadilan Agama Malang secara Absolut tidak berwewenang memeriksa dan 

mengadili gugatan para penggugat, namun yang berwewenang adalah Pengadilan 

Negeri Malang. Dan itu salah satu alasan  dan dasar Majelis Hakim dan Anggota 

menyatakan bahwa tidak dapat  memeriksa, memutus perkara ini dan menyatakan 

pengadilan Agama Malang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus perkara 

pembatalan hibah nomor 1000/Pdt.G/20011 ini.  
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Akad atau perjanjian dalam bahasa arab artinya ikatan(atau penguat dan 

ikatan) antara ujung ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi. Dari 

sesuatu segi atau dua segi 
91

 

Suatu perjanjian yang dilakukan kedua pihak saling mengikat antara 

keduanya, itu sebabnya Majelis Hakim tidak mau memutus dan menerima 

gugatan tersebut karena didalam akta tersebut sudah ada perjanjian yang mengikat 

apabila terjadi perselisihan maka yang mengatasi masalah ini adalah Pengadilan 

Negeri Malang bukan Pengadilan Agama Malang akan tetapi apabila tidak ada 

perjanjian seperti itu dalam akta hibah tersebut maka Pengadilan Agama Malang 

memiliki wewenang terhadap permasalahan perkara Nomor 1000/Pdt.G/2011 ini. 

Sesuai dengan pendapat Majallah Al Ahkam  Al-Adliyah atau kitab Undang 

Undang hukum perdata islam, pasal 103, yang berbunyi: Al-Aqdu adalah 

perikatan diantara dua pihak dan berjanji untuk melaksanakannya, dan akad itu 

gabungan antara ijab dan qabul. 
92

 

Dari definisi diatas dikemukakan dengan jelas bahwa akad itu adalah 

ikatan yang terjadi antara dua belah pihak, yang satu menyatakan ijab dan kedua 

menyatakan qabul, yang kemudian menimbulkan akibat akibat hukum, yaitu 

timbulnya hak dan kewajiban antara dua pihak tersebut. Karena ijab dan qabul 

adalah perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukan 

kerelaan keduanya untuk melakukan akad tersebut. Jadi jika tidak memiliki 

kerelaan maka penggugat tidak mungkin melakukan akad perjanjian tersebut 
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karena apabila melakukan hibah di depan notaris maka notaris akan menjelaskan 

peraturan peraturan yang ada jadi penggugat jelas memahami itu.  

Kemudian alasan lain yang melatarbelakangi majelis hakim tidak 

berwewenang dalam putusan nomor 1000/Pdt.G/2011 ini yaitu gugatan penggugat 

dianggap kabur, karena menurut majelis hakim penggugat mencampuradukan 

berbagai dasar gugatan kedalam satu surat gugatan, sehingga terjadi tumpang 

tindih perkara dalam satu gugatan. Gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah 

Gugatan Pembatalan Hibah Akibat Adanya Perbuatan Melawan Hukum. Dalam 

kalimat tersebut terdapat (2) dua perkara yang dipaksakan oleh para penggugat 

dalam satu surat gugatan. Disatu sisi para penggugat menuntut Pembatalan Hibah, 

namun disisi lain penggugat mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum. 

Yang mana masing masing memiliki pengaturan hukumnya yang berbeda dan 

tidak dapat di ajukan secara bersama sama.  

Penggabungan perkara sebagaimana gugatan penggugat ini sangat 

menyalahi aturan hukum Vide Putusan Mahkamah Agung No. 677/Sip/1972, 

tanggal 20 Desember 1972 yang menjelaskan bahwa Acara Khusus tidak boleh 

digabungkan dengan yang tunduk pada hukum acara umum.  Dan itu alasan kedua 

serta dasar Majelis Hakim dan Anggota menyatakan bahwa tidak dapat  

memeriksa, memutus perkara ini dan menyatakan pengadilan Agama Malang 

tidak berwenang untuk memeriksa, memutus perkara pembatalan hibah nomor 

1000/Pdt.G/20011 ini. 

UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada Pasal 50 menentukan 

dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam 
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perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus 

mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh 

pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Ketentuan ini dirubah melalui UU 

No. 3 tahun 2006 Pasal 50 dengan menambahkan ayat (2) dalam pada pasal 50 

yang menentukan apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek 

sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. Namun demikian, perlu dijelaskan bahwa 

dalam ketentuan ini tidak ditemukan pencabutan kewenangan dari peradilan 

umum untuk mengadili perkara dengan alas gugat Perbuatan Melawan Hukum. 

Berdasarkan Pasal 50 UU Nomor 3 Tahun 2006, sudah jelas bahwa saat ini 

pengadilan agama berwenang memeriksa dan memutus sengketa hak milik dan 

sengketa lain dalam perkara yang menjadi kewenangan absolut pengadilan agama, 

termasuk di dalamnya perkara Pembatalan Hibah.
93

 

Sesuai dengan teori penggabungan hukum perdata dan pidana bahwasanya 

dalam hukum acara perdata dapat saja terjadi penggabungan beberapa gugatan. 

Penggabungan gugatan disebut juga kumulasi gugatan atau samenvoeging van 

vordering, yaitu penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu 

gugatan. Hukum positif tidak mengatur penggabungan gugatan, juga tidak diatur 

dalam Herzeine Inlandsch Reglement (“HIR”), Reglement Buiten Govesten 

(“RBg”), dan Reglement op de Rechsvordering(“Rv”).  
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Terjadinya penggabungan itu karena adanya koneksitas antara satu sama 

lain. Penggabungan dua, tiga,  atau beberapa perkara dapat dibenarkan kalau 

antara masing-masing gugatan tersebut terdapat hubungan erat dan untuk 

memudahkan proses.  Penggabungan gugatan juga dapat  menghindari terjadinya 

kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan. Penggabungan yang 

seperti itu, dianggap bermanfaat ditinjau dari segi acara (procesuel 

doelmatig).Berikut beberapa yurisprudensi mengenai Penggabungan Gugatan: 

1. Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974: 

HIR tidak mengatur hal penggabungan gugatan, maka terserah Hakim 

dalam hal mana diizinkan asal tidak bertentangan dengan prinsip cepat dan 

murah. 

2. Putusan MA-RI No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972: 

Menurut Jurisprudensi, dimungkinkan "penggabungan" gugatan-gugatan 

jika antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan yang erat, tetapi adalah 

tidak layak dalam bentuk perkara yang satu (No. 53/1972.G) dijadikan 

gugatan rekonpensi terhadap perkara yang lainnya (No. 521/1971.G)  

Suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, 

tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara 

yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama 

lain. Misalnya: Gugatan perdata umum digabungkan dengan gugatan perdata 

khusus, seperti gugatan tentang PMH dan tuntutan ganti rugi digabungkan dengan 

perkara mengenai hak atas Merek (Merkenrecht); vide ketentuan-ketentuan 

tentang HAKI. 
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Ada 2 (dua) manfaat dan tujuan penggabungan gugatan, yaitu: 

1. Mewujudkan Peradilan Sederhana 

Melalui sistem penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan, dapat 

dilaksanakan penyelesaian beberapa perkara melalui proses tunggal, 

dipertimbangkan serta diputuskan dalam satu putusan. Sebaliknya, jika masing-

masing digugat secara terpisah dan berdiri sendiri, terpaksa ditempuh proses 

penyelesaian terhadap masing-masing perkara sehingga azas peradilan: 

“sederhana, cepat dan biaya ringan” tidak ditegakkan. 

2. Menghindari Putusan yang Saling Bertentangan 

Manfaat yang lain, melalui sistem penggabungan dapat dihindari 

munculnya putusan yang saling bertentangan dalam kasus yang sama. Oleh 

karena itu, apabila terdapat koneksitas antara beberapa gugatan, cara yang efektif 

untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan, dengan jalan 

menempuh sistem kumulasi atau penggabungan gugatan. Subekti berpendapat, 

untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan mengenai kasus 

yang memiliki koneksitas, misalnya apabila pada pengadilan negeri tertentu 

terdapat dua atau beberapa perkara yang saling berhubungan, serta para pihak 

yang terlibat sama, lebih tepat perkara itu digabung menjadi satu, sehingga 

diperiksa oleh satu majelis saja.
94

 

Alasan ketiga yang melatarbelakangi majelis hakim tidak berwewenang 

dalam memutus perkara putusan nomor 1000/Pdt.G/2011 ini yaitu gugatan 

Gugatan Kurang Pihak yaitu gugatan yang diajukan oleh para penggugat adalah 
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mengenai tuntutan pembatalan akta hinah Nomor 162/Klj/11/1999 yang dibuat 

oleh Notaris Malang namun nyatanya para penggugat tidak melibatkan Notaris 

tersebut selaku pijak pejabat Negara yang membuat akta hibah tersebut. 

Karenanya dapat dipastikan ada fakta hukum yang hilang dan tidak dapat 

diselesaikan dalam pemeriksaan perkara ini, Dan itu alasan ketiga serta dasar 

Majelis Hakim dan Anggota menyatakan bahwa tidak dapat  memeriksa, memutus 

perkara ini dan menyatakan pengadilan Agama Malang tidak berwenang untuk 

memeriksa, memutus perkara pembatalan hibah nomor 1000/pdt.G/20011 ini. 

Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium 

(gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang 

ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak 

sebagai penggugat atau ditarik tergugat. Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk 

plurium litis consortium yang berarti gugatan kurang pihaknya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa gugatan 

kurang pihak atau disebut dengan plurium litis consortium merupakan salah satu 

bentuk gugatan yang error in persona.  Akibat Hukum Gugatan Error in Person 

Kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan error in persona. Bentuk kekeliruan 

apapun yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum: 

1. Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan 

dikualifikasi mengandung cacat formil. 
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2. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet 

ontvankelijke verklaard).
95

 berbagai macam cacat formil yang mungkin 

melekat pada gugatan, antara lain: 

a) Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang 

tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR; 

b) Gugatan tidak memiliki dasar hukum; 

c) Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau 

plurium litis consortium; 

d) Gugatan mengandung cacat obscuur libel atau melanggar 

yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif. 

Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang 

dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan 

Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima
 96 

Barang yang dihibahkan disyaratkan hendaklah dimiliki oleh orang yang 

memberikan hibah ada wujudnya, tertentu, dan disyariatkan(legal). Bedasarkan 

hal ini maka hukum hibah milik orang lain adalah seperti hukum menjual milik 

orang lain. Ini adalah batal nisbi (bisa dibatalkan) demi kemaslahatan orang yang 

diberi hibah dan tidak adanya pelaksanaan akad terhadap hak milik terhadap hak 

pemilik sejati. (Pasal pasal 459,434,435)
97

 dalam perkara ini juga orang tua ingin 

membatalkan barang yang dihibahkan karena orangtua takut dan khawatir objek 

sengketa tersebut akan dialihkan kepada pihak lain oleh tergugat.  
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Penarikan kembali hibah setelah diserahkan hukumnya haram kecuali 

hibah seorang ayah kepada anaknya demikian juga semua yang pokok, menurut 

pendapat yang masyhur dan ini mencakup hadiah dan sedekah menurut pendapat 

yang lebih kuat dan tidak wajib segera namun boleh saja dia mau, dalilnya adalah 

hadis yang diriwayatkan oleh ibnu abbas dan thawus secara marfu‟ bahwasanya 

nabi Saw bersanda: “tidak halal bagi seseorang yang memberi satu pemberian lalu 

dia kembali kepadanya seperti anjing yang memakan kembali muntahnya 
98

  

Sesuai dengan penjelasan diatas seorang ayah atau orangtua bisa menarik 

kembali barang yang telah dihibahkan apalagi seorang ayah takut barang atau 

objek hibah tersebut dialihkan ke pihak lain sedangkan objek sengketa itu satu 

satunya hak milik orang tuanya dan objek sengketa itu adalah salah satu objek 

untuk benda yang diwariskan buat anak anaknya sedangkan ketujuh anaknya 

belum mendapat bagian harta sedikitpun. Jadi seharusnya jika sesuai dengan Pasal 

pasal 459,434,435 Majelis Hakim bias membatalkan Akta Hibah tersebut melihat 

banyaknya kemahdhorotan antara keluarga dan saudara saudaranya.  

Sesuai dengan wawancara yang saya lakukan kepada Bapak Munasik 

sebagai salah satu Majelis Hakim yang memutus  perkata ini. Bapak Munasik 

Mengatakan: 

“Sesungguhnya secara definitive Undang undang Nomor 3 tahun 2006, 

Pengadilan Agama berwewenang memeriksa perkara ini tapi kenapa kok 

waktu itu Pengadilan Agama tidak berwewenang? Karena diperjanjian 

Akta Hibah tersebut ada Klausul perjanjiannya yaitu: Jika terjadi 

sengketa disuatu hari maka yang memeriksa adalah Pengadilan Negeri 

ada klausa seperti itu dengan bermacam macam dalil itu sebabnya 

Pengadilan Agama tidak berwewenang memutus perkara ini”
99
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Namun dalam putusan Nomor 1000/Pdt.G/2011 ini dalam Pokok 

Perkaranya Majelis Hakim menimbang eksepsi a quo dikabulkan maka gugatan 

para penggugat dalam pokok perkara harus di nyatakan tidak dapat diterima.   

Kemudian dalam Rekonpensi Majelis Hakim menimbang eksepsi a quo 

dikabulkan maka tuntutan rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima pula. 

Selanjutnya Majelis Hakim Mengadili ini dalam Eksepsi Mengabulkan 

Eksepsi tergugat serta menyatakan Pengadilan Agama tidak berwewenang untuk 

mengadili perkara pembatalan hibah tersebut.  Selanjutnya Dalam Pokok Perkara 

Majelis Hakim Menyatakan tidak menerima gugatan para penggugat. Dan Dalam 

Rekonpensi Majelis Hakim Menyatakan tidak menerima gugatan rekonpensi 

tergugat. 

C. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Memutus Perkara 

Pembatalah Hibah Nomor 1000/Pdt.G/2011 PA.Mlg Ditinjau Dari 

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 

Sistem hukum di Indonesia menganut dalam sistem hukum Civil Law atau 

dikenal dengan sistem hukum perundang-undangan, sumber hukum utamanya 

adalah hukum positif dalam bentuk kodifikasi, prinsip yang harus ditegakkan 

hakim dalam dalam memutuskan perkara yaitu berupaya menemukan hukum yang 

objektif yang hendak diterapkan, harus dari sumber hukum yang dibenarkan 

ketentuan perundang-undangan.
100

 

Wewenang peradilan agama diatur dalam pasal 49 sampai dengan pasal 53 

Undang undang Nomor 50 tahun 2009 (3 tahun 2006 tentang perubahan undang 
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undang no.7 tahun 2006) tentang peradilan agama. Wewenang tersebut terdiri dari 

wewenang relatif dan wewenang absolut. Wewenang relative pada peradilan 

agama merujuk pada pasal 118 HIR atau pasal 142 RB.g jo pasal 66 dan pasal 73 

Undang undang no7 tahun 1989 sedangkan wewenang absolut berdasarkan pasal 

49 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yaitu kewenangan mengadili perkara 

perkara perdata bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, 

Infaq, Shadakah dan Ekonomi Islam. 

Kewenangan pengadilan agama dalam memutus pembatalan hibah yaitu 

pasal 49 ayat 2 tentang wewenang pengadilan agama dalam memeriksa, memutus 

dan menyelesaikan perkara perkara ditingkat pertama antara orang orang yang 

beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah.  

Mulanya undang undang nomor 7 tahun 1989 yang membahas tentang 

wewenang pengadilan agama dalam mengadili perkara, perkawinan, kewarisan, 

wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah. Kemudian undang undang tersebut 

di perbarui pada nomor 3 tahun 2006 yang isinya tentang kewenangan pengadilan 

agama dalam mengadili perkara, perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, 

zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Namun pengadilan agama masih 

dalam wewenang departemen agama. Setelah itu adanya pembaharuan undang 

undang lagi yaitu nomor 50 tahun 2009 yang isinya tentang kewenangan 

pengadilan agama dalam mengadili perkara, perkawinan, kewarisan, wasiat, 

hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Namun pengadilan 

agama sudah dalam wewenang Mahkamah Agung. 
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Namun kenapa pada kasus nomor perkara 1000/pdt.G 2011 PA Malang ini 

Pengadilan Agama tidak berwewenang dalam pembatalan hibah tersebut. karena 

para pihak yang berperkara semuanya adalah muslim/beragama Islam , dimana 

sesuai dengan peraturan undang undang yang berlaku menyebutkan bahwa 

Pengadilan Agama bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara perkara di tingkat pertama antara orang orang yang 

beragama Islam di bidang kewarisan, wasiat, hibah yang di lakukan oleh hukum 

islam.  

Wewenang peradilan agama diatur dalam pasal 49 sampai dengan pasal 53 

Undang undang Nomor 50 tahun 2009 (3 tahun 2006 tentang perubahan undang 

undang no.7 tahun 2006) tentang peradilan agama, pasal 73 Undang undang no7 

tahun 1989 Bab III “kekuasaan pengadilan pasal 49 ayat (1) adalah  Pengadilan 

Agama bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan 

perkara perkara ditingkat pertama antara orang orang yang beragama dibidang 

Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah Wakaf, Zakat, Infaq, Shadakah dan 

Ekonomi islam”.
101

 Dan putusan Mahkamah agung R.I. Nomor 207 K/Sip/1995 

tanggal 25 Juli 1970 yang berbunyi: “pengadilan negeri dan pengadilan tinggi 

(pengadilan umum) tidak berwewenang memeriksa perkara hibah yang menurut 

hukum yang hidup diputus menurut hukum agama Islam. Adapun yang 

berwewenang adalah Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah. 

Tetapi berangkat dari Penjelasan Pasal 49 tersebut di atas, yang tidak 

memberikan pengecualiaan maka lingkup kewenangan Peradilan Agama bidang 
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Hibah adalah meliputi seluruh apa saja yang berhubungan dengan hibah termasuk 

pembatalan nya. Hal ini apabila ditarik kembali pada kasus Hibah dalam 

penelitian ini, sesuai dengan pernyataan Hakim pada tingkat Kasasi yang 

mengatakan, “Menimbang bahwa Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam 

menegaskan: Orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa paksaan 

dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta kekayaannya 

kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.  

Para Tergugat tidak membantah secara tegas bahwa obyek sengketa 

merupakan satusatunya harta yang dimiliki para Penggugat, maka berdasarkan 

fakta hukum tersebut dan Akta Hibah ternyata para Penggugat memberi hibah 

kepada Tergugat melebihi dari sepertiga harta kekayaannya, sehingga luas obyek 

sengketa yang dihibahkan bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Akta 

Notaris No. 162/Klj/11/1999 tertanggal 11 Nopember 1999 yang dibuat oleh 

Notaris Malang. dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum”. 

“Menimbang bahwa Pasal 212 KHI menyatakan: Hibah tidak dapat ditarik 

kembali kecuali hibah orang tua pada anaknya, oleh karena itu tuntutan para 

Penggugat/ Pemohon Kasasi agar hibah sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah 

No. 162/Klj/11/1999 tertanggal 11 Nopember 1999 di hadapan Notaris Malang. 

dinyatakan cacat hukum dan dibatalkan adalah tuntutan yang mempunyai 

landasan hukum” Hal ini membuktikan bahwa putusan Hakim Mahkamah Agung 

pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali adalah tepat dan sesuai dengan 

aturan KUHPerdata sekaligus syari‟at Islam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
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Pengadilan Agama berwewenang dalam mengadili perkara ini sesuai dengan 

undang undang yang berlaku.  

Pengadilan Agama sebagai tingkat pertama, dilarang menolak untuk 

menerimanya, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan 

dalil apapun hal ini ditegakkan dalam pasal 156 yang bunyinya : pengadilan tidak 

boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan 

dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib 

memeriksa dan memutuskan.
102

 

Dari pasal di atas sudah dijelaskan secara jelas bahwa Pengadilan Agama 

tidak boleh menolak perkara perkara bagi orang Islam dengan alasan apapun 

karena ini sudah menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus perkara 

dengan Nomor 1000/pdt.G/2011. Dari pengertian Pengadilan Agama sebagai 

pengadilan tingkat pertama, adalah pengadilan terbawah yang bertindak sebagai 

pintu gerbang penerimaan, pemeriksaan dan pemutusan setiap perkara termasuk 

dalam perkara pembatalan hibah oleh orangtua tersebut. Pengadilan Agama 

sebagai pengadilan tingkat pertama berarti pengadilan ini bertindak menerima, 

memeriksa, dan memutuskan setiap permohonan atau gugatan pada tahap awal 

dan bawah.  

Pengadilan agama bertindak sebagai peradilan sehari hari menampung, 

memutus dan mengadili pada tahap awal setiap perkara yang diajukan setiap 

orang yang mencari keadilan termasuk pada perkara Nomor: 1000/Pdt.G/2011 ini 

juga seorang ayah ingin memperoleh keadilan ke pengadilan agama untuk 
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mengambil alih hak milik dalam objek sengketa tersebut yang merasa anaknya 

telah memanfaatkan dirinya yang sudah berusia lanjut untuk menandatangani akta 

hibah dan membaliknamakan menjadi milik anaknya. 

Jadi terhadap permohonan atau gugatan perkara yang diajukan kepada 

pengadilan agama dalam kedudukan sebagai intansi Pengadilan Tingkat Pertama, 

dan harus menerima, memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan 

kepadanya dengan alasan apapun
103

 

Berdasarkan Pasal 49 dan 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

tentang Peradilan Agama, Pengadilan Negeri sebenarnya tidak mempunyai 

kewenangan dalam memutuskan perkara hibah dari para pihak yang beragama 

Islam. Undang-Undang yang berlaku bagi orang-orang Islam dalam masalah 

perkara hibah adalah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan 

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 Tentang Peradilan Agama bukan Undang-Undang Peradilan umum sehingga 

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara hibah bagi 

masyarakat muslim di Indonesia. 

Majelis Hakim tidak menerima putusan nomor perkara 1000/pdt.G/2011 

PA Malang tersebut, bukan semata mata tanpa memiliki alasan yang jelas atau 

memutus sesuai keinginannya saja, meskipun dalam aturan nya pasal 49 

Pengadilan Agama berwewenang mengadili perkara hibah, akan tetapi Majelis 

Hakim memiliki beberapa alasan dan dan dasar hukum dalam penolakan gugatan 

tersebut sehingga Majelis Hakim memutus tidak memiliki hak wewenang 
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memutus perkara nomor 1000/pdt.G/2011 tersebut diantara alasannya adalah 

adanya perjanjian antara pemberi dan penerima hibah dalam akta hibah yang 

bunyinya apabila terjadi sengketa maka yang memutus perkara ini adalah 

pengadilan negeri bukan pengadilan agama, adanya perjanjian ini hakim tidak 

bisa menerima gugatan tersebut dengan alasan hakim juga menghormati adanya 

perjanjian tersebut.  

Alasan kedua yaitu gugatan tersebut dianggap kabur oleh Majelis Hakim 

yaitu adanya penggabungan gugatan oleh penggugat pertama adanya gugatan 

perbuatan melawan hukum yang kedua gugatan permbatalan hibah sedangkan 

dalam Putusan MA-RI No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972: Menurut 

Jurisprudensi, dimungkinkan "penggabungan" gugatan-gugatan jika antara 

gugatan-gugatan itu terdapat hubungan yang erat, tetapi adalah tidak layak dalam 

bentuk perkara yang satu (No. 53/1972.G) dijadikan gugatan rekonpensi terhadap 

perkara yang lainnya (No. 521/1971.G). Suatu perkara yang tunduk pada suatu 

Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain 

yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu 

erat hubungannya satu sama lain.  

Kemudian alasan yang lain yaitu kurangnya pihak karena tidak melibatkan 

notaris yang membuat akta hibah tersebut dalam persidangan. Memang notaris 

sebagai pelengkap saja akantetapi peran notaris juga sangat penting dalam 

persidangan. Itu sebabnya Majelis Hakim memberikan alasan tidak berwewenang 

dalam memutus perkara nomor 1000/pdt.G/2011 ini karena dalam perkara 
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tersebut terdapat beberapa alasan hakim untuk menolak meskipun dalan aturannya 

Pengadilan Agama berwewenang mengatasi perkara pembatalan hibah tersebut.  
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil analisa pembahasan pokok permasalahan pada bab sebelumnya, 

akhirnya peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tiga hal yang melatarbelakangi Majelis Hakim tidak berwewenang dan tidak 

menerima perkara pembatalan hibah surat gugatan dengan nomor perkara 

1000/pdt.G/2011 ini yaitu: 

a. Adanya suatu perjanjian anta kedua belah pihak yang mengikat pada akta 

hibah yang berbunyi “Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala 

akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak 

berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Malang”. 

Dengan adanya perjanjian itu apabila ada sengketa maka yang memutus 

dan menyelesaikan perkara tersebut adalah pengadilan negeri bukan 

pengadilan agama. Karena majelis hakim pengadilan agama malang 

menghormati adanya perjanjian tersebut.  
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b. Gugatan yang diajukan oleh para penggugat dianggap kabur oleh Majelis 

Hakim karena di dalam gugatan tersebut terdapat dua permohonan yaitu 

permohonan pembatalan hibah dan gugatan perbuatan melawan hukum 

sedangkan menurut majelis hakim itu tidak diperbolehkan penggabungan 

perkara sesuai dengan Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1971, tanggal 3 

Desember 1974: 

HIR tidak mengatur hal penggabungan gugatan, maka terserah 

Hakim dalam hal mana diizinkan asal tidak bertentangan dengan prinsip 

cepat dan murah. Putusan MA-RI No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 

Desember 1972: Menurut Jurisprudensi, dimungkinkan "penggabungan" 

gugatan-gugatan jika antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan yang 

erat, tetapi adalah tidak layak dalam bentuk perkara yang satu (No. 

53/1972.G) dijadikan gugatan rekonpensi terhadap perkara yang lainnya 

(No. 521/1971.G). 

 Suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat 

khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada 

Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat 

hubungannya satu sama lain. Misalnya: Gugatan perdata umum 

digabungkan dengan gugatan perdata khusus, seperti gugatan tentang 

PMH dan tuntutan ganti rugi digabungkan dengan perkara mengenai hak 

atas Merek (Merkenrecht); vide ketentuan-ketentuan tentang HAKI. 

c. Alasan ketiga Majelis Hakim yaitu kurangnya pihak yaitu tidak diikutkan 

Notaris yang membuat akta hibah dalam persidangan tersebut padahal 
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notaris juga kehadirannya sangat penting karena yang membuat akta 

hibah tersebut.  

2. Perkara sengketa Hibah Nomor 1000/Pdt.G/2011 PA.Mlg yang dilakukan 

oleh orang islam memang kewenangan pengadilan agama sesuai dengan 

ketentuan Pasal 25 ayat (3) UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman, jo Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU 

No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah disempurnakan 

dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Akan tetapi hakim memiliki alasan 

tersendiri tidak menerima gugatan tersebut karena memiliki alasan dan dasar 

hukum yang mengikat antara keduanya penggugat dan tergugat sehingga 

Majelis Hakim Pengadilan Agama menolak dan tidak berwewenang dalam 

menerima perkara tersebut. Bukan semata mata Majelis Hakim sesuka nya 

sendiri atau tidak mengetahui aturan yang ada akan tetapi Majelis Hakim 

memiliki dasar hukum dalam menolak gugatan tersebut.  

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian mengenai perkara nomor 1000/Pdt.G/2011 

PA.Malang , maka penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut: 

1. Sebelum sesorang melakukan pemberian hibah, sebaiknya difikirkan terlebih 

dahulu, agar suatu saat setelah melakukan pemberian hibah tidak ada 

sengketa antara pihak yang bersangkutan, yang dapat merusak silaturahmi 

antara kedua belah pihak apalagi hubungan antara orang tua dengan anak.  

Dan apabila pemberi hibah hendak melakukan hibah sebaiknya kepada 
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seseorang sebaiknya diberitahukan dulu kepada seluruh ahli warisnya 

sehingga adanya keterbukaan antara semuanya.  

2. Apabila terdapat sengketa hibah antar para pihak, sebaiknya diselesaikan 

secara kekeluargaan dan perdamaian, supaya tetap menjaga hubungan 

silaturahmi antar keduanya. 

3. Sebaiknya pemerintah membuat suatu aturan yang lebih lengkap dan jelas 

mengenai pengaturan hibah, khususnya aturan mengenai pembatalan hibah.  
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SALINAN
P U T U S A N

Nomor :   1000 /Pd t .G / 2011 /PA .Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

 Pengad i l a n  Agama  Malang  yang  memer i k s a  dan  

mengad i l i  pe rka r a  –  perka r a  t e r t e n t u  pada  t i n g k a t  

per t ama  da l am  pe r s i d a n g a n  maje l i s  t e l a h  menja t u hk a n  

pu tu s a n  da l am  perka r a  Guga t an  Pemba t a l a n  Hibah  

Nomor  1000 /Pd t .G / 2 0 11 / PA .  Mlg,  t e r t a n g g a l  17  Jun i  

2011  an t a r a : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

H.  Achmad  Jakoen  Tjokrohad i  bin  Achmad  Tohir ,  

t angga l  l ah i r :  18  Agus t u s  1922 ,  

peke r j a a n  purnawi r awan  TNI- AD,  agama  

I s l am ,  ber a l ama t  di  Ja l a n  Diponego r o ,  

No.  2 ,  RT 01 /RW 05 ,  Kelu r a h a n  Klo j e n ,  

Kecama tan  Klo j en ,  Kota  Malang ,  

Se l an j u t n y a  d i s e bu t  PENGGUGAT I ; - - -

Hj.  Boedihar t i  bin t i  Notod ihar j o ,  t angga l  l ah i r  10  

November  1928 ,  peke r j a a n  ibu  rumah  

t angga ,  agama  I s l am ,  ber a l ama t  d i  

Ja l a n  Diponego r o ,  No.  2 ,  RT 01 /RW 05 ,  

Kelu r a h an  Klo j en ,  Kecama tan  Klo j en ,  

Kota  Malang ,  Se l an j u t n y a  di s ebu t  

PENGGUGAT 

I I ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Keduanya  d iwak i l i  ol eh  para  kuasa  sebaga i  ber i k u t :  

RM. H.  Setyohard j o ,  S.H. ,  R.  Herkus  Wijayad i ,  S .H. ,  

Hal .  1  dar i  36  ha l  Put .  No.  1000 / Pdt .G / 2 01 1/PA. Mlg
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Ahmad  Fauzan ,  S.H. ,  Teuku  Rizk i an syah ,  S.H . ,  

kesemuanya  Advoka t ,  be r a l ama t  di  kan to r  Advoka t  RM.  

Se tyoha r d j o ,  S.H .  & Assoc i a t e s ,  J l  Taman  Si swa  

Nyut r a n  MG I I / 2 3 2 ,  (0274 )  373  879  Yogyaka r t a ,  

be rda s a r k a n  Sura t  Kuasa  Khusus  berma t e r a i  cukup  

t e r t a n g g a l  16  Jun i  

2011 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

MELAWAN:

Dra.  Ani  Hadi  Setyowat i  a l i a s  Ani  Indra  Sudibyo  

bin t i   H.  Achmad  Jakoen  Tjokrohad i ,  

t angga l  l ah i r :  Malang ,  29  Agus tu s  

1955 ,  peke r j a a n  Pens i u n a n  BNI  46 ,  

agama  I s l am ,  ber a l ama t  d i  Pondok  

Bambu  Asr i  Blok  A I I / 2 3 ,  RT 12 /  RW 

009 ,  Kelu r a h a n  Pondok  Bambu,  

Kecama tan  Duren  Sawi t ,  Kotamadya  

Jaka r t a  Timur ,  DKI  Jaka r t a ,  

se l a n j u t n y a  di s ebu t  sebaga i  TERGUGAT 

I ; - - - - - - - - - - - - - -

Surya  Indra  Sudibyo  bin  Joko  Sudibyo ,  t angga l  

l ah i r :  Malang ,  2  Februa r i  1952 ,  

peke r j a a n  pens i u n a n  PLN,  agama  I s l am ,  

ber a l ama t  d i  Pondok  Bambu Asr i  Blok  A 

I I / 2 3 ,  RT  12 /  RW 009 ,  Kelu r a h a n  

Pondok  Bambu,  Kecama tan  Duren  Sawi t ,  

Kotamadya  Jaka r t a  Timur ,  DKI Jaka r t a ,  

se l a n j u t n y a  di s ebu t  sebaga i  TERGUGAT 

I I ; - - - - - - - - - - - -

Pengad i l a n  Agama 

t e r s e b u t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2
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- - - - - - - - - -

Se t e l a h  mempela j a r i  be rka s  

perka r a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Se t e l a h  mendenga r  ke t e r a n g a n  para  p ihak  yang  

berpe r k a r a  bese r t a  par a  

saks i n y a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG DUDUKNYA  PERKARA

Menimbang ,  bahwa  para  Pengguga t  t e l a h  menga jukan  

Guga t a nnya  t e r t a n g g a l  17  Jun i  2011  yan g  te r d a f t a r  d i  

Kepan i t e r a a n  Pengad i l a n  Agama  Malang  dengan  Nomor  

Regi s t e r   1000 /Pd t .G / 2 0 11 / PA .Mlg .    yang  

mengemukakan  ha l - ha l  sebaga i  ber i k u t   :

Bahwa   Para  Pengguga t  ada l a h  pasangan  suami  i s t r i  

yang  t e l a h  menikah  dan  t e l a h  d ika r u n i a i  8  (de l a p a n )  

orang  anak  kandung  ya i t u  sebaga i  ber i k u t  :  - - - - - - - -

AGOES 

BUDIANTO;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ANI  HADI 

ASTUTI ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ANI  HADI  MOEKTI 

LESTARI; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

ANI  HADI  SETYOWATI  (TERGUGAT 

I ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

AGOESTIN 

KEMALAWATI; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

AGUS  BUDI 

Hal .  3  dar i  36  ha l  Put .  No.  1000 / Pdt .G / 2 01 1/PA. Mlg

Disclaimer
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WASONO;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

SETYO  BOEDI 

HARTONO;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

AGUS  HERI  

PURNOMO ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Bahwa  se l ama  pe rn i k a h a n  Para  Pengguga t  ( H.  AHMAD 

JAKOEN TJOKROHADI dan  Hj .  BOEDIHARTI)  memi l i k i  har t a  

gono  g in i  be rupa  seb i d a ng  t anah  dan  bangunan  yang  

t e r s e b u t  da l am  Ser t i f i k a t  Hak  Mil i k  (SHM)  No.  208  

dahu l u  a t a s  nama  AHMAD JAKOEN TJOKROHADI (PENGGUGAT 

1)  seka r a ng  t e l a h  be rubah  menjad i  a t a s  nama  Dra .  Ny.  

ANI INDRA SUDIBYO a l i a s  ANI HADI SETYOWATI (TERGUGAT 

1)  yang  t e r l e t a k  di  J l .  Diponego r o  No.  02  RT.  01  RW. 

05  Kelu r a h an  Klo j e n  Kecama tan  Klo j en  Kota  Malang  

se l u a s  983m2  yang  t e l a h  d id i am i  ol eh  Para  Pengguga t  

bese r t a  anak - anaknya  t e r s e b u t  se j a k  t ahun  1965  

dengan  ba t a s - ba t a s  sebaga i  ber i k u t  :

Sebe l a h  Bara t : Ja l a n  Diponego r o

Sebe l a h  Se l a t a n : Rumah H.  Marha j i

Sebe l a h  Timur : Par i t

Sebe l a h  Uta r a : Par i t

Se l an j u t n y a  d i s e bu t  sebaga i  OBYEK SENGKETA,  d imana  

Obyek  Sengke t a  t e r s e b u t  merupakan  ha r t a  sa t u - sa t unya  

mil i k  Para  Pengguga t . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  pada  t angga l  11  Nopember  1999  Para  Pengguga t  

yang  t e l a h  beru s i a  l an j u t ,  a t a s  in i s i a t i f  Terguga t  I  

yang  se l a l u  d idukung  Terguga t  I I  sebaga i  suaminya  

dan  t anpa  didamping i  o leh  s i ap a pun  t e rmasuk  o leh  

anak - anak  kandung  la i n ,  di a j a k  menghadap  ke  Kanto r  

4

4
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Nota r i s  un tuk  menanda t a n g a n i  ak t a  yang  pada  akh i r n y a  

d ike t a h u i  dan  di s a d a r i  o leh  Para  Pengguga t ,  t e r n y a t a  

yang  d i t a n d a ng an i  t e r s e b u t  ada l a h  Akta  Hibah  Nomor  :  

162 /K l j / 1 1 / 1 9 9 9  t e r t a n g g a l  11  Nopember  1999  yang  

d ibua t  o leh  Nota r i s  Malang  TRI  SUKMAWATI HANDAYANI. ,  

SH yang  ber i s i  Para  Pengguga t  menghibahkan  t anah  dan  

bangunan  obyek  sengke t a  se l u r u h ny a  kepada  Terguga t  1  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  t i n d a k a n  Para  Terguga t  yang  t e l a h  memanfaa t k a n  

keadaan  Para  Pengguga t   yang  t e l a h  beru s i a  l an j u t  

dan  t e r n y a t a  t e l a h  juga  merekaya s a  Sura t  Pernya t a a n  

Per s e t u j u a n  Dibawah  Tangan  yang  t anpa  t angga l  da r i  

ke tu j u h  sauda r a  kandungnya  un tuk  menye tu j u i  Hibah  

Para  Pengguga t  kepada  Terguga t  1 ,  d imana  

kenya t a a n ny a  Sura t  Pernya t a a n  pe r s e t u j u a n  dimaksud  

d i t a n d a t a n g a n i  ke tu j u h  sauda r a  kandungnya  da l am  

ben t uk  bl angko  kosong  t anpa  d i j e l a s k a n  maksud  dan  

tu j u a n ny a  o l eh  Terguga t  1  dan  seca r a  fak t a  hukum 

t e r d a p a t  keanehan / k e j a n g g a l a n  t e r h a d a p  adanya  Sura t  

Pernya t a a n  Per s e t u j u a n  t e r s e b u t ,  ka r en a  kenya t a a n ny a  

ke tu j u h  sauda r a  kandungnya  be lum  pernah  mendapa t  

pember i a n  har t a  apapun  dar i  orang  tuanya / P a r a  

Pengguga t  yang  ke l ak  dapa t  d ipe r h i t u n g k a n  menjad i  

har t a  war i s a n  (padaha l  seca r a  fak t a  obyek  sengke t a  

ada l a h  sa t u - sa t u ny a  har t a  mi l i k  orang  tua  

kandungnya / P a r a  

Pengguga t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Bahwa  kemudi an  te r n y a t a  dengan  adanya  Akta  Hibah  

Nomor  162 /K l j / 1 1 / 1 9 9 9  11  Nopember  1999  dimanf a a t k a n  

o leh  Terguga t  1  un tuk  menga l i h k a n  hak  kepemi l i k a n  

Hal .  5  dar i  36  ha l  Put .  No.  1000 / Pdt .G / 2 01 1/PA. Mlg
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se l u r u hny a  a t a s  obyek  sengke t a  dar i  semula  a t a s  

nama  AHMAD  JAKOEN  TJOKROHADI  (PENGGUGAT  1)  

ber a l i h  menjad i  hak  mil i k  a t a s  nama  Dra .  Ny.  ANI  

INDRA SUDIBYO a l i a s  ANI HADI SETYOWATI (TERGUGAT 1)  

yang  se sungguhnya  ber t e n t a n g a n  dengan  pemahaman  

PARA  PENGGUGAT/PEMBERI  HIBAH/ORANG  TUA  KANDUNG 

TERGUGAT 

1; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

 Bahwa  dengan  adanya  perbua t a n  berupa  penya l a h gun a a n  

keadaan  Para  Pengguga t  yang  t e l a h  beru s i a  l an j u t ,  

awam hukum dan  t i d a k  t ahu  apa - apa  se r t a  merekaya s a  

Sura t  Pernya t a a n  Per s e t u j u a n  dar i  ke tu j u h  sauda r a  

kandungnya  yang  d ibua t  d ibawah  t angan  t anpa  t angga l  

un tuk  membua t  AKTA HIBAH Nomor :162 /K l j / 1 1 / 1 9 9 9  11  

Nopember  1999  ada l a h  merupakan  perbua t a n  melawan  

Hukum yang  d i l a k uk a n  oleh  Para  Terguga t ; - -

 Bahwa  perbua t a n  yang  di l a k uk a n  ol eh  Para  Terguga t  

se l a i n  melawan  hukum  juga  ber t e n t a n g a n /me l a n gg a r  

Pasa l  210  aya t  (1 )  Bab  VI  KOMPILASI  HUKUM ISLAM 

yang  berdampak  ke l ak  akan  mengh i l a n g k a n  hak  war i s  

ke tu j u h  sauda r a  kandung  l a i n n y a  t e r h a d a p  sa t u -

sa t uny a  har t a  mi l i k  orang  tua  kandung /P a r a  

Pengguga t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vide  :  Pasa l  210  aya t  (1 )  Bab  VI  KOMPILASI  HUKUM 

ISLAM yang  berbuny i  :

Orang  yang  t e l a h  berumur  seku r a ng - kurangnya  21  

t ahun ,  ber ak a l  seha t  dan  t anpa  adanya  paksa an  dapa t  

menghibahkan  sebanyak - banyak  1/3  har t a  bendanya  

kepada  orang  la i n  a t au  l embaga  d ihadapan  dua  orang  

6
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saks i  un tuk  

d imi l k i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 . Bahwa  dengan  adanya  Perbua t a n  Melawan  Hukum  yang  

d i l a k uk an  ol eh  Para  Terguga t  da l am  pembua t a n  AKTA 

HIBAH  Nomor  162 /K l j / 1 1 / 1 9 9 9  11  Nopember  1999  

mengak i b a t k a n  AKTA HIBAH te r s e b u t  mengandung  caca t  

hukum  seh i ngg a  haru s  

d iba t a l k a n  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Vide  :  Pasa l  212  Bab  VI  KOMPILASI  HUKUM ISLAM yang  

berbuny i  :

Hibah  t i d a k  dapa t  d i t a r i k  kemba l i ,  kecua l i  h ibah  

orang  tua  kepada  anaknya  ; - -

9 . Bahwa  dikhawa t i r k a n  obyek  sengke t a  akan  d ia l i h k a n  

kepada  pihak  la i n  o leh  Para  Terguga t  maka  per l u  

d i l a k uk an  s i t a  j aminan  (cons e r v a t o i r  bes l a g )  

t e r l e b i h  dahu l u  t e r h a d a p  t anah  bangunan  obyek  

sengke t a  t e r s e b u t  ; - - - - - - - - - - - - - -

 10 .  Bahwa  aga r  menjamin  Para  Terguga t  t i d a k  

mengaba i k a n  Putu s a n  Pengad i l a n  maka  Para   Pengguga t  

mohon  aga r  Para  Terguga t  dihukum membaya r  uang  paksa  

(dwangsong )  sebe s a r  Rp.  100 . 000 , -  ( s e r a t u s  r i bu  

rup i a h )  per  har i  a t a s  ke t e r l amba t a n  Para  Terguga t  

Hal .  7  dar i  36  ha l  Put .  No.  1000 / Pdt .G / 2 01 1/PA. Mlg
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da l am  melaks a n ak a n  PUTUSAN PENGADILAN yang  t e l a h  

mempunya i  kekua t a n  Hukum  t e t a p  ( i k r a c h t  von  

gewi j s d e )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 .   Bahwa  guga t a n  Para  Pengguga t  ada l a h  guga t a n  yang  

d idukung  dengan  buk t i - buk t i  yang  oten t i k  dan  bena r  

se r t a  dapa t  d ipe r t a n g g ung j awabkan ,  maka  Para  

Pengguga t  mohon  aga r  guga t a n  Para  Pengguga t  dapa t  

d i j a l a n k a n  te r l e b i h  dahu l u  (u i t v o e r b a a r  b i j  voora ad )  

walaupun  adanya  hukum  ve rz e t ,  band i ng  maupun  

kasa s i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berda s a r k a n  ha l   t e r s e b u t  d ia t a s ,  dengan  in i  Para  

Pengguga t  mohon  kepada  yang  t e r h o rma t  Ketua  

Pengad i l a n  Agama  Kota  Malang  un tuk  mener ima ,  

memer ik s a  dan  se l a n j u t n y a  menja t u hk an  pu tu s a n  dengan  

amar  sebaga i  ber i k u t   :  

PRIMAIR :

Mener ima  dan  me ngabu l k a n  guga t a n  Para  Pengguga t  

un tuk  se l u r u hny a  ; - -

Menya t ak an  Para  Terguga t  t e l a h  melakukan  

perbua t a n  melawan  hukum  dengan  memanfaa t k a n  

keadaan  Para  Pengguga t  dan  melangga r  Pasa l  201  

aya t  (1 )  Bab  VI  KOMPILASI  HUKUM ISLAM;  

Menya t ak an  sah  dan  berha r g a  s i t a  j aminan  

(con s e r v a t o i r  bes l a g )  t e r h a d a p  t anah  obyek  

sengke t a  sebaga imana  t e r s e b u t  da l am  

8
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Ser t i f i k a t  Hak  Mil i k  (SHM)  No.  208  a t a s  nama  

Dra .  Nyonya  ADI  INDRA  SUDIBYO  ANI  HADI 

SETYOWATI  (TERGUGAT  I )  yang  t e r l e t a k  d i  

Diponego r o  No.  02  RT.  01  RW.  05  Kelu r a h a n  

Klo j en  Kecama t an  Klo j e n  Kota  Malang  se l u a s  

983m2 dengan  ba t a s - ba t a s  sebaga i  ber i k u t  :

Sebe l a h  Bara t : Ja l a n  Diponego r o

Sebe l a h  Se l a t a n : Rumah H.  Marha j i

Sebe l a h  Timur : Par i t

Sebe l a h  Uta r a : Par i t

Menya t ak a n  seca r a  hukum  bahwa  Akta  Hibah  Nomor  

162 /K l j / 1 1 / 1 9 9 9  11  Nopember  1999  yang  d ibua t  

o leh  Nota r i s  Malang  TRI  SUKMAWATI HANDAYANI. ,  

SH  mengandung  caca t  hukum  dan  haru s  

d iba t a l k a n    ; - - -

Menghukum  Para  Terguga t  un tuk  membaya r  uang  

paksa  (dwangsom)  Rp.  100 .000 , -  ( s e r a t u s  r i bu  

rup i a h )  se t i a p  ka l i  Para  Terguga t  

l a l a i / m a ngk i r  memenuh i  Putu s a n  Pengad i l a n  

semen j a k  t egu r a n  per t ama  sampa i  

t e r l a k s a n a n ny a  

pu tu s a n ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menya t ak a n  pu tu s a n  in i  dapa t  d i j a l a n k a n  te r l e b i h  

dahu l u  ( (u i t v o e r b a a r  bi j  voora ad )  walaupun  

adanya  upaya  hukum,  ve rz e t ,  bandung  maupun  

kasa s i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Menghukum  Para  Terguga t  un tuk  membaya r  bi aya  

yang  t imbu l  dengan  adanya  perka r a  in i

SUBSIDAIR

Apabi l a  Maje l i s  Hakim  berpendap a t  l a i n ,  kami  

Hal .  9  dar i  36  ha l  Put .  No.  1000 / Pdt .G / 2 01 1/PA. Mlg
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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mohon  menja t u hk an  pu tu s a n  yang  sead i l - ad i l n y a   (Ex  

Aequo  e t  Bono) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa  pada  ha r i  pe r s i d a n g a n  yang  t e l a h  

d i t e t a p k a n ,  Para  Pengguga t  had i r  Para  Kuasanya  

t e r s e b u t  d i  a t a s ,  dan   Terguga t  I  had i r  Para  Kuasanya  

ya i t u  :  1 .  SOEHARTONO  SOEMARTO,SH. . ,M .Hum. ,  2 .  

RA.ZESTIENA  C.ASRINI ,SH . ,  M,Hum. ,  3 .  SLAMET 

SOEPRIJADI ,SH . ,  4 .  JEFFRY  YODA,SH. ,M.H . ,  5 .  MALIKI ,  

SH. ,M.H . ,  be rda s a r k a n  su r a t  kuas a  khusu s  t angga l  03  

Agus tu s  2011 ;  dan  Terguga t  I I  had i r  par a  kuasanya  :  1 .  

SOEHARTONO  SOEMARTO,SH. . ,M .Hum. ,  2 .  RA.ZESTIENA 

C.ASRINI ,SH . ,  M,Hum. ,  3 .  SLAMET  SOEPRIJADI ,SH . ,  4 .  

JEFFRY YODA,SH. ,M.H . ,  5 .  MALIKI ,  SH. ,M.H . ,  be rda s a r k a n  

su r a t  kuasa  khusu s  t angga l  03  Agus t u s  2011 ,  

se l a n j u t n y a ,  ol eh  Ketua  Maje l i s  t e l a h  d iupayakan  

perdama i a n  te r h a d a p  kedua  be l ah  pihak  namun  t i d a k  

berha s i l ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Menimbang ,  bahwa  da l am  upaya  mendamaikan  seca r a  

maks ima l ,  Maje l i s  Hakim  t e l a h  menun juk  media t o r ,  nama  

Drs .  MUNASIK. ,  MH.,  Hakim  Pengad i l a n  Agama  Malang  

un tuk  mendamaikan  para  Pengguga t  dengan  para  Terguga t .  

Dalam  lapo r a nny a  pada  t angga l  05  Oktobe r  2011   t e l a h  

d i l a k s a n a k a n  media s i  un tuk  mendama ikan  para  Pengguga t  

dan  para  Terguga t   akan  te t a p i  upaya  media t o r  t e r s e b u t  

t i d a k  berha s i l ,  maka  pemer i k s a a n  t e r h a d a p  perka r a  in i  

d i l a n j u t k a n  dengan  membacakan  su r a t  Guga t a n  para  

Pengguga t  yang  i s i n y a  te t a p  dipe r t a h a n k a n  oleh  para  

Pengguga t   ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa   a t a s  Guga t an  pa ra  Pengguga t  
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t e r s e b u t ,   Para  Terguga t  member i k a n  j awaban  seca r a  

t e r t u l i s  t e r t a n g g a l  05   Oktobe r  2011   pada  s id ang  

ke l ima  yang  pada  pokoknya  sebaga i  ber i k u t  :

DALAM EKSEPSI  :

Bahwa  Para  Pengguga t  menolak  dengan  t ega s  semua  

da l i l  guga t a n  Para  Pengguga t  kecua l i  yang  di aku i  

seca r a  

t ega s  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pengad i l a n  Agama  Tidak  Berwenang  Mengad i l i  (Expe t i o  

Abso lu t e  

Competen t i e ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  seca r a  nya t a  guga t a n  yang  di a j u k a n  ol eh  Para  

Pengguga t  berp i j a k  pada  sengke t a  yang  t imbu l  dar i  

pe rbua t a n  hukum  hibah  yang  d i l a k uk a n  o leh  Para  

Pengguga t  kepada  Terguga t  1  pada  11  Nopember  1999  

dengan  Akta  Hibah  No.  162 /K l j / 1 1 / 1 9 9 9  di  hadapan  

Nota r i s   Malang  TRI  SUKMAWATI  HANDAYANI. ,  SH 

bahwasanya  da l am  Pasa l  5  Hibah  t e r s e b u t  d i s e p ak a t i  

o leh  para  pihak  sebaga i  ber i k u t  :  Kedua  be lah  

p ihak  da lam  ha l  in i  dengan  sega l a  ak iba t n y a  

memi l i h  t empa t  ked i aman  hukum  yang  umum dan  t i d a k  

berubah  pada  Kantor  Pan i t e r a  Pengad i l a n  Neger i .  

Bahwa  dengan  demik i a n  apab i l a  muncu l  sengke t a  yang  

t e r k a i t  dengan  Akta  Hibah  No.  162 /K l j / 1 1 / 1 9 9 9  yang  

d ibua t  oleh  Nota r i s   Malang  TRI  SUKMAWATI 

HANDAYANI. ,  SH  maka  pe r s e l i s i h a n  yang  t imbu l  

d i s e l e s a i k a n  di  Pengad i l a n  Neger i  Malang  bukan  

Pengad i l a n  Agama  Malang .  Bahwa  dar i  menginga t  

pr i n s i p - pr i n s i p  a t au  asa s - asa s  da l am   Hukum 

Perda t a ,  ya i t u  :

Asas  Konsesua l i sme ,  (Pas a l  1320  KUH Perda t a )  

Hal .  11  dar i  36  ha l  Put .  No.  1000 / Pdt .G / 2 01 1/PA. Mlg
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merupakan  pr i n s i p  pernya t a a n  sepaka t  yang  

mengika t  d i  an t a r a  pihak - pihak  yang  membua t  

per j a n j i a n  

te r s e b u t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Asas  Kebebas an  Berkon t r a k ,  (Pa s a l  1338  aya t  (1 )  

KUH  Perda t a )  yang  menya t a k an  bahwa  

per j a n j i a n  yang  dibua t  seca r a  sah  ber l a k u  

sebaga i  undang - undang  bag i  mereka  yang  

membua tnya ,  sama  mengika t n y a  dengan  undang -

undang  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asas  Panc ta  Sun t  Servanda ,  (Pas a l  1338  aya t  (1 )  

dan  (2 )  KUH Perda t a )  a t au  juga  dika t a k a n  

bahwa  kepas t i a n  hukum bag i  pihak  ke t i g a  juga  

te rma suk  di s i n i ,  hak im  karena  j aba t a n n y a  

haru s  menghorma t i  i s i  pe r j a n j i a n  a t au  

kon t r a k  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asas  I t i k a d  Baik  a t au  Goede  Trouw  (  Pasa l  1338  

aya t  (3 )  KUH Perda t a )  yang  member i k a n  dasa r  

bahwa  para  pihak  da l am  per j a n j i a n  dar i  

semula  haru s  mempunya i  s i k ap  

ju j u r  ; - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  dengan  demik i a n ,  dar i  pr i n s i p - pr i n s i p  hukum 

perda t a  yang  te r k a n dung  da l am  Akta  Hibah  No.  

162 /K l j / 1 1 / 1 9 9 9  yang  dibua t  o l eh  Nota r i s   Malang  TRI  

SUKMAWATI HANDAYANI. ,  SH maka  Pengad i l a n  Agama  Malang  

seca r a  abso l u t  t i d a k  berwenang  memer ik s a  dan  mengad i l i  

guga t a n  Para  Pengguga t ,  namun  yang  be rwenang  ada l a h  

Pengad i l a n  Neger i  Malang .  Karenanya  waja r  apab i l a  

Yth  :  Ketua  Maje l i s  Hakim  bese r t a  anggo t a  yang  

memer ik s a  dan  memutus  pe rka r a  in i  ha ru s  menya t a k a n  dan  

memutus  Pengad i l a n  Agama  Kota  Malang  Tidak  Berwenang  

12
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(Excep t i e  Van  Onbevoegdhe i d )  un tuk  memer ik s a  dan  

memutus  perka r a  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Guga t a n  Para  Pengguga t  Kabur  (Excep t i o  Obscu r  

Libe l l i ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  pada  kenya t a a n ny a ,  Pengguga t  

mencampuradukkan  berbaga i  dasa r  guga t a n  ke  da l am  

sa t u  su r a t  guga t a n ,  seh i n gga  te r j a d i  tumpang  

t i n d i h  perka r a  da l am  sa t u  guga t a n ,  guga t a n  yang  

d ia j u k a n  Para  Pengguga t  ada l a h  Guga t an  Pemba t a l a n  

Hibah  Akiba t  Adanya  Perbua t a n  Melawan  Hukum,  da l am  

ka l ima t  t e r s e b u t  t e r d a p a t  2  (dua )  perka r a  yang  

d ipak s a k an  o leh  Para  Pengguga t  da l am  sa t u  su r a t  

guga t a n ,  d i  sa t u  s i s i  Para  Pengguga t  menun tu t  

Pemba t a l a n  Hibah ,  namun  di  s i s i  l a i n  Para  

Pengguga t  menda l i l k a n  adanya  Perbua t a n  Melawam 

Hukum,  yang  mana  mas ing - mas ing  memi l i k i  penga t u r a n  

hukumnya  yang  be rbed a  dan  t i d a k  dapa t  di a j u k a n  

seca r a  ber s ama - sama .  Jad i  penggabungan  perka r a  

sebaga imana  guga t a n  Para  Pengguga t  in i  sanga t  

menya l a h i  a tu r a n  hukum Vide  Putu s an  Mahkamah  Agung  

No.  677 /S i p / 1 9 7 2 ,  t angga l  20  Desember  1972  yang  

menje l a s k a n  bahwa  Acara  Khusus  t i d a k  bo l eh  

d igabungkan  dengan  yang  tunduk  pada  Hukum  Acara  

Umum; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  menginga t  guga t a n  Para  Pengguga t  t e r d a p a t  

kekabu r a n  dan  mengandung  banyak  kon t r a d i k t i f  

t e r s e b u t ,  ka r enany a  waja r  apab i l a  Yth .  :  Bapak  

Ketua  Maje l i s  Hakim  bese r t a  anggo t a  yang  memer i k s a  

dan  mengad i l i  pe rka r a  in i  menolak  guga t a n  Para  

Hal .  13  dar i  36  ha l  Put .  No.  1000 / Pdt .G / 2 01 1/PA. Mlg
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Pengguga t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Guga t a n  Kurang  Pihak  (Excep t i o  Plu r i s  Li t i s  

Conso r t i um ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  guga t a n  yang  d ia j u k a n  o l eh  Para  Pengguga t  

ada l a h  mengena i  tun t u t a n  pemba t a l a n  Akta  Hibah  No.  

162 /K l j / 1 1 / 1 9 9 9  yang  dibua t  o l eh  TRI  SUKMAWATI 

HANDAYANI. ,  SH Nota r i s  d i  Malang ,  namun  nya t a ny a  

Para  Pengguga t  t i d a k  mel i b a t k a n  TRI  SUKMAWATI 

HANDAYANI. ,  SH,  se l a ku  p ihak  pe j ab a t  nega r a  yang  

membuat  ak t a  hibah  t e r s e b u t ,  ka r en any a  dapa t  

d ipa s t i k a n  ada  fak t a  hukum  yang  h i l a n g  dan  t i d a k  

dapa t  d i s e l e s a i k a n  da l am  pemer i k s a a n  pe rka r a  in i ,  

ka r enany a  waja r  apab i l a  Yth  :  Bapak  Ketua   Maje l i s  

Hakim  ber s e r t a  anggo t a  yang  memer ik s a  dan  

mengad i l i  pe rka r a  in i  menolak  a t au  t i d a k  dapa t  

mener ima  guga t a n  Para  Pengguga t  yang  kurang  

p ihaknya  in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa  sega l a  ha l  yang  te l a h  t e r t u a n g  da l am  bag i a n  

eksep s i  t e r s e b u t  di a t a s  mohon  di anggap  te r u l a n g  

kemba l i  da l am  pokok  

perka r a  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Para  Terguga t  menol ak  se l u r u h  da l i l  guga t a n  

Para  Pengguga t  kecua l i  yang  d i aku i  seca r a  

t ega s ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Bahwa  bena r  Terguga t  I  ada l a h  pemi l i k  yang  sah  a t a s  

seb i d a ng  t anah  dan  bangunan  d ia t a s n y a  sebaga imana  

t e r c a n t um  da l am  Ser t i f i k a t  Hak  Mil i k  Nomor  :  208  

Kelu r a h an  Klo j en ,  Kecama tan  Klo j en  Kota  Malang ,  

Prop i n s i  Jawa  Timur  dengan  Sura t  Ukur  t angga l  16-

14

14
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02- 1995  Nomor  :  46 ,  Luas  983  M²  a t a s  nama  

Dokto r a nd a  Nyonya  ANI  INDRA SUDIBJO  di s e bu t  juga  

ANI HADI SETYOWATI ( s e l a n j u t n y a  t anah  dan  bangunan  

t e r s e b u t  sebaga imana  obyek  sengke t a )  ha l  in i  

d iaku i  o leh  Para  Pengguga t  kar enanya  t i d a k  per l a u  

d ipe r d e b a t k a n  seca r a  

menda l am  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  t i d a k  bena r  guga t a n  Para  Pengguga t  po in t  ke  3  

yang  pada  pokoknya  menya t a k an  da l am  menanda t a n g an i  

Akta  Hibah  No.  162 /K l j / 1 1 / 1 9 9 9  t angga l  11  Nopember  

1999  Para  Pengguga t  t i d a k  didukung  ol eh  anak  

kandung  Para  Pengguga t  yang  l a i n ,  se l a i n  i t u  Para  

Pengguga t  menya t a k an  pu l a  t i d a k  menge t a hu i  dan  

t i d a k  menyada r i  bahwa  yang  d i t a n d a n t a n g a n i  ada l a h  

ak t e  hibah .  Yang  bena r ,  pengh i b a h a n  yang  kemudian  

d iwu judkan  dengan  penanda t a n g a n a n  Akta  Hibah  No.  

162 /K l j / 1 1 / 1 9 9 9  tangga l  11  Nopember  1999  ada l a h  

in i s i a t i f   da r i  Para  Pengguga t  send i r i ,  ha l  in i  

t e r j a d i  se t e l a h  bebe r a p a  ka l i  Terguga t  I  sebaga i  

anak  kandung  t e l a h  membantu  menye l e s a i k a n  

per s o a l a n  dan  permasa l a h a n  Para  Pengguga t  dan  apa  

yang  di l a k uk an  o leh  Para  Pengguga t  d ike t a h u i  pu l a  

o leh  sauda r a  –  sauda r a  Terguga t  1 ,  o leh  karena  i t u  

pro s e s  pembua t a n  ak t a  hibah  t e r s e b u t  di l a k uk an  d i  

hadapan  Pe j ab a t  Negara  da l am  ha l  in i  ada l a h  

Nota r i s .  Seca r a  a tu r a n  hukum  Nota r i s  waj i b  demi  

hukum  menje l a s k a n  dan  menerangkan  kepada  Para  

Pengguga t  dan  Terguga t  1  t en t a n g  i s i ,  maksud  dan  

tu j u a n  Akte  Hibah  yang  akan  d i t a n d a t a n g a n i  Para  

Pengguga t  dan  Terguga t  1 ,  ka r en a  ha l  i t u  sudah  

merupakan  tuga s  Nota r i s  un tuk  menje l a s k a n  semua  

ak t e  yang  akan  di t a n d a t a n g a n i  ol eh  para  p ihak  

Hal .  15  dar i  36  ha l  Put .  No.  1000 / Pdt .G / 2 01 1/PA. Mlg
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pembua t  Akta  Hibah  t en t a n g  apa  dan  baga imana  

konsekuen s i  hukum  ke  depan  se t e l a h  Akta  Hibah  

t e r s e b u t  d i t a n d a t a n g a n i  seh i ngg a  sanga t  t i d a k  

mungk in  apab i l a  Para  Pengguga t  menya t a k a n  t i d a k  

t ahu  apa  yang  di t a n d a t a n g a n i n y a  dan  menuru t  hukum 

ak t a  hibah  yang  d ibua t  d i  hadapan  Nota r i s  ada l a h  

sah  (Pas a l  1682  KUH Perda t a )  dan  hibah  te r s e b u t  

dapa t  d i t a r i k  kemba l i  (v i d e  Pasa l  1666  KUH 

Perda t a ) ,  apa l a g i  pe r s o a l a n  pembua t a n  ak t a  h ibah  

in i  sudah  ber j a l a n  l eb i h  dar i  12  (dua  be l a s )  t ahun  

dan  baru  saa t  in i  

d ipe r s o a l k a n  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  t i d a k  bena r  da l i l  guga t a n  Para  Pengguga t  yang  

d i t u a n gk an  da l am  po in t  ke  4  dan  po in t  ke  5  guga t a n  

Para  Pengguga t  yang  menyebu t k a n  bahwa  “ . . . .  Para  

Terguga t  yang  te l a h  memanfaa t k a n  keadaan  Para  

Pengguga t  yang  t e l a h  beru s i a  l an j u t  dan  t e r n y a t a  

t e l a h  merekaya s a  Sura t  Pernya t a a n  Per s e t u j u a n  di  

bawah  t angan  yang . . . . ”  dan  ka l ima t  se l a n j u t n y a  

yang  menya t ak a n  “ . . . . T e r d a p a t  keanehan / k e j a n g g a l a n  

t e r h a d a p  adanya  Sura t  Pernya t a a n  Per s e t u j u a n  

t e r s e b u t ,  ka r ena  kenya t a a n ny a  ke tu j u h  sauda r a  

kandungnya  be lum  pernah  mendapa t  pember i a n  har t a  

apapun  dar i  orang  tuanya  /  Para  Pengguga t . . . . .  “  

kemudi an  menyebu t k a n  bahwa  “ . . . .  Yang  se sungguhnya  

ber t e n t a n g a n  dengan  pemahaman  Para  Pengguga t  /  

Pember i  Hibah  /  Orang  Tua  Kandung  Terguga t  

1”  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yang  bena r ,  da l i l  guga t a n  t e r s e b u t  sanga t  

mendrama t i s i r  keadaan ,  penuh  rekaya s a  dan  

kebohongan ,  seca r a  fak t a n y a  Terguga t  I  ada l a h  anak  

kandung  Para  Pengguga t ,  sedangkan  Terguga t  I I  
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ada l a h  menan tu  Para   Pengguga t ,  seh i ngg a  baga imana  

mungk in  para  Terguga t a  b i s a  mempunya i  ni a t  ke j i  

sebaga imana  dinya t a k a n  da l am  su r a t  guga t a n  Para  

Pengguga t ,  apa l a g i  memanfaa t k a n  kond i s i  orang  tua  

(Pa r a  Pengguga t )  yang  sudah  l an j u t  us i a ,  Para  

Terguga t  t i d a k  pernah  merekaya s a  su r a t  pernya t a a n  

per s e t u j u a n  t e r s e b u t  kar en a  su r a t  pernya t a a n  

t e r s e b u t  memang  dibua t  apa  adanya  karen a  bena r -

bena r  a t a s  kehendak  Para  Pengguga t  a t a s   j a s a  dan  

bud i  ba ik  Terguga t  I  yang  dapa t  menye l e s a i k a n  

semua  masa l a h - masa l a h  yang  t e r k a i t  dengan  obyek  

sengke t a  dan  kesu l i t a n - kesu l i t a n  keuangan  yang  

d ihadap i  Para  Pengguga t  saa t  yang  l a l u .  Fak t a  yang  

l a i n  ada l a h  semua  kepengu r u s a n  Akta  Hibah  mula i  

dar i  awal  sampa i  dengan  j ad i  d i  hadapan  no t a r i s  

ada l a h  d i l a k uk an  ol eh  Para  Pengguga t ,  ol eh  karena  

i t u  seca r a  hukum saa t  in i  obyek  sengke t a  t e r s e b u t  

sudah  menjad i   mi l i k  sah  Para  Terguga t  sebaga imana  

t e r t u a n g  da l amSe r t i f i k a t  Hak  Mil i k  Nomor  :  208  

Kelu r a h an  Klo j en ,  Kecama tan  Klo j en  Kota  Malang ,  

Prop i n s i  Jawa  Timur  dengan  Sura t  Ukur  t angga l  16-

02- 1995  Nomor  :  46 ,  Luas  983  M²  a t a s  nama  

Dokto r a nd a  Nyonya  ANI  INDRA SUDIBJO  di s e bu t  juga  

ANI  HADI 

SETYOWATI; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  t i d a k  bena r ,  apa  yang  di t u duhkan  Para  

Pengguga t  t e r h a d a p  Para  Terguga t  sebaga imana  

d i t u a n gk an  da l am  po in t  ke  6 ,  po in t  ke  7  dan  po in t  

ke  8  su r a t  guga t a n  yang  pada  pokoknya  menya t a k an  

pembua t a n  Akta  Hibah  No.  162 /K l j / 1 1 / 1 9 9 9  t angga l  

11  Nopember  1999  ada l a h  perbua t a n  melawan  hukum 
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yang  di l a k uk an  o leh  Para  Terguga t  seh i n gga  haru s  

d iba t a l k a n .  Yang  bena r ,  apa  yang  di l a k uk an  o leh  

Para  Terguga t  ada l a h  sah  seca r a  hukum,  t i d a k  ada  

sed i k i t p u n  unsu r  perbua t a n  melawan  hukum  da l am  

pros e s  pembua t a n  Akta  Hibah  t e r s e b u t ,  Para  

Terguga t  t ega s k a n  seka l i  l ag i  bahwa  pengh i b a h an  

dan  pembua t a n  ak t a  h ibah  te r s e b u t  semuanya  murn i  

kemauan  Para  Pengguga t  send i r i ,  t i d a k  ada  

sed i k i t p u n  n ia t  Para  Terguga t  un tuk  merug i k a n  

p ihak - pihak  l a i n  (da l am  ha l  in i  orang  tua  a t au  

para  sauda r a  kandung ) ,  t e r l e b i h  l ag i ,  yang  

menguru s  semua  pros e s  dan  pemenuhan  sya r a t - sya r a t  

h ingga  penanda t a n g a n a n  ak t a  h ibah  t e r s e b u t  d i  

hadapan  no t a r i s  ada l a h  Para  Pengguga t  send i r i ,  

seca r a  hukum  t i d a k  mungkin  seo r a ng  no ta r i s  mau 

mener ima  dan  memprose s  sampa i  se l e s a i  ak t a  h ibah  

t e r s e b u t  apab i l a  ada  caca t  hukum a t aupun  t e r d a p a t  

unsu r  perbua t a n  melawan  hukum  da l am  pros e s n y a  

a t au  Para  Pengguga t  seca r a  hukum sudah  t i d a k  bo l eh  

melakukan  perbua t a n  hukum  (d i b awah  pengampuan )  

yang  semuanya  i t u  t i d a k  t e r d a p a t  par a  pro s e s  

pembua t a n  h ibah  in i ,  apa l a g i  hingga  saa t  in i  t i d a k  

ada  sa t u  pu tu s a n  l embaga  perad i l a n  d i  Indone s i a  

yang  sudah  ink r a c h t  yang  menya t a k a n  bahwa  Para  

Terguga t  t e l a h  melakukan  perbua t a n  melawan  hukum 

un tuk  mendapa t k a n  obyek  sengke t a ,  ka r en anya  waja r  

apab i l a  Yth .  :  Ketua  Maje l i s  Hakim bese r t a  anggo t a  

yang  memer ik s a  dan  mengad i l i  pe rka r a  in i  menolak  

guga t a n  Para  Pengguga t  yang  penuh  rekaya s a  dan  

sanga t  t i d a k  berda s a r  hukum in i  ; - - - - - -

Bahwa  pada  kenya t a a n ny a  t i d a k  ada  sa t u pun  pe rbua t a n  

Para  Terguga t  yang  merug i k an  Para  Pengguga t ,  

18
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t e t a p i  ju s t r u  Para  Pengguga t  dengan  dipenga r u h i  

o leh  orang - orang  deka t  dapa t  dan  t ega  memuta r  

ba l i k k a n  fak t a  hukum  yang  sebena r n y a ,  kar enany a  

i t u  sega l a  tun t u t a n  Para  Pengguga t  mengena i  

Pemba t a l a n  Akta  Hibah  yang  menuru t  hukum  hibah  

t e r s e b u t  t i d a k  dapa t  diba t a l k a n  (v i d e  Pasa l  1666  

KUH Perda t a ) ,  demik i a n  pu l a  t en t a n g  tun t u t a n  s i t a  

j aminan  obyek  sengke t a ,  maupun  pu tu s a n  se r t a  mer t a  

haru s l a h  d i t o l a k  se l u r u h ny a ,  kar enanya  waja r  

apab i l a  Para  Pengguga t  d ihukum  un tuk  membaya r  

b iaya  yang  t imbu l  da l am  perka r a  in i  ; - - - - - - - - - - - - -

DALAM REKONPENSI :

Bahwa  sega l a  ha l  yang  te r u r a i  da l am  bag i a n  Pokok  

Perka r a  t e r s e b u t  di a t a s ,  mohon  dianggap  t e r u l a n g  

se l u r u hny a  da l am  bag i a n  rekonpen s i  d i  bawah  

in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  pada  fak t a n y a ,  Para  Pengguga t  Konpens i / P a r a  

Terguga t  Rekonpen s i  t i d a k  menje l a s k a n  seca r a  r i n c i  

*asbabu l  nuzu l *  a t au  *asbabu l  wurudz*  kenapa  a t au  

mengapa  sampa i  muncu l  Akta  Hibah  No.  

162 /K l j / 1 1 / 1 9 9 9  ol eh  Nota r i s  Malang  yang  d ibua t  

o leh  TRI  SUKMAWATI HANDAYANI. ,  SH yang  mana  pada  

fak t a  hukumnya  merupakan  ak t a  sah  d iaku i  dan  t i d a k  

per l u  k i t a  perdeb a t k a n  leb i h  j auh  l ag i  da l am  

perka r a  in i  kar en a  d ibua t  dihadap an  pe j ab a t  nega r a  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  a t a s  guga t a n  Para  Pengguga t  Konpens i / P a r a  

Terguga t  Rekonpens i ,  Para  Terguga t  Konpens i / P a r a  

Pengguga t  Rekonpen s i  di  t empa t  ker j a  dan  

l i n gkungan  sos i a l i t a  menjad i  t e r g a n ggu  dan  menjad i  

bahan  pembica r a a n  yang  sanga t  memojokkan  nama  ba ik  

Hal .  19  dar i  36  ha l  Put .  No.  1000 / Pdt .G / 2 01 1/PA. Mlg
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Para  Terguga t  Konpens i / P a r a  Pengguga t  Rekonpens i ,  

khusu sny a  l ag i  d i  ka l a ng an  ke lu a r g a  besa r  Para  

Pengguga t  Konpens i / P a r a  Terguga t  Rekonpens i  

send i r i  sudah  menganggap  s i n i s  dan  memusuh i  

se l u r u h  ke lu a r g a  dar i  Para  Terguga t  Konpens i / P a r a  

Pengguga t  

Rekonpen s i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Terguga t  Konpens i  I /P engguga t  Rekonpens i  I  

yang  seka r a n g  beke r j a  sebaga i  Komisa r i s  sa l a h  sa t u  

perbankan  yang  memi l i k i  nama  ba ik  dan  repu t a s i  

ber s k a l a  nas i o n a l  dan  in t e r n a s i o n a l  yang  mana  

se l ama  in i  nama  ba iknya  t e r j a g a  a t a s  pre s t a s i  dan  

loya l i t a s  ker j a ,  seka r a n g  menjad i  kurang  ba ik  di  

l i n gkungan  tempa t  ker j a  kar en a   adanya  guga t a n  

Para  Pengguga t  Konpens i / P a r a  Terguga t  Rekonpens i ,  

ha l  in i  sanga t  mempenga ruh i  dar i  kred i b i l i t a s  

Terguga t   Konpens i  I  /  Pengguga t  Rekonpens i  I  

sebaga i  seo r a ng  konsu l t a n  pe rbankan  da l am  

menja l a n k a n  pr i n s i p - pr i n s i p  da l am  dun i a  usaha  

perbankan  seh i ngg a  meras a  sanga t  di r ug i k a n  ba ik  

seca r a  mate r i i l  a t aupun  

mor i l  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Terguga t  Konpens i  I I / P e n gguga t  Rekonpens i  I I  

juga  meras aka n  ha l  yang  sama  a t a s  guga t a n  Para  

Pengguga t  Konpens i / P a r a  Terguga t  Rekonpens i  in i .  

Sebaga i  seo r a ng  pens i u n a n  dan  menjaba t  d i  sa l a h  

sa t u  BUMN yang  mana  d i  kan t o r  l i n g kungan  ker j a  

yang  sanga t  menjun j u ng  nama  ba ik  dan  kred i b i l i t a s  

ker j a  dan  fak t a n y a  ada l a h  nama  ba ik  dar i  Terguga t  

Konpens i  I I / P e n gguga t  Rekonpens i  I I  yang  se l ama  

in i  dikena l  dengan  ba ik  dan  memi l i k i  repu t a s i  yang  

20

20

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bagus  da l am  ha l  peke r j a a n  dan  menja l i n  hubungan  

ker j a  menjad i  t e r c o r e n g  dan  banyak  rekan - rekan  

ker j a n y a  yang  se r i n g  membica r a k a n  masa l a h  guga t a n  

Para  Pengguga t  Konpens i / P a r a  Terguga t  Rekonpens i  

in i  yang  mana  seca r a  otoma t i s  akan  menurunkan  

c i t r a  dan  kred i b i l i t a s  nama  ba ik  dar i  Terguga t  

Konpens i  I I / P e n gguga t  Rekonpens i  I I  apa l a g i  

se r t i f i k a t  yang  sudah  ada  a t a s  nama  Pengguga t  

Rekonpen s i  I  di  b lok i r  d i  BPN  Kota  

Malang  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Bahwa  a t a s  pencemar an  nama  ba ik  yang  d i l a k u k an  o l eh  

Para  Pengguga t  Konpens i / P a r a  Terguga t  Rekonpens i  

d ia t a s ,  Para  Terguga t  Konpens i / P a r a  Pengguga t  

Rekonpen s i  t e l a h  menga l ami  kerug i a n ,  ba ik  seca r a  

mate r i i l  dan  mor i l  sebe s a r  Rp.  1 .000 . 0 0 0 . 0 0 0 , -  

( s a t u  milya r  rup i a h ) ,  ka r enany a  ada l a h  waja r  

apab i l a  Para  Pengguga t  Konpens i / P a r a  Terguga t  

Rekonpen s i  d ihukum  un tuk  menggan t i  ke rug i a n  yang  

d ia l am i  o leh  Para  Terguga t  Konpens i / P a r a  Pengguga t  

Rekonpen s i  uang  sebe s a r  Rp.  1 .000 . 0 0 0 . 0 0 0 , -  ( s a t u  

milya r  

rup i a h )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  guga t a n  rekonpen s i  in i  di a j u k a n  berda s a r k a n  

fak t a  dan  buk t i  yang  cukup  menuru t  hukum,  yang  

karenany a  waja r  b i l a  guga t a n  rekonpen s i  dar i  Para  

Terguga t  Konpens i / P a r a  Pengguga t  Rekonpens i  

d i t e r im a  dan  dikabu l k a n  se l u r u hny a  dan  se l a n j u t n y a  

pu tu s a n  t e r h a d a p  guga t a n  rekonpen s i  in i  dapa t  

d i j a l a n k a n  te r l e b i h  dahu l u  seka l i p u n n  ada  upaya  

hukum  (band i n g ,  kasa s i  maupun  upaya  hukum  l a i n )  

yang  di a j u k a n  ol eh  Para  Terguga t  Rekonpens i / P a r a  
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Pengguga t  Konpens i   ( s e r t a  mer t a )  dan   menghukum  

Para  Terguga t  Rekonpens i / P a r a  Pengguga t  Konpens i  

un tuk  membaya r  b iaya  yang  t imbu l  da l am  perka r a  in i  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Maka  be rda s a r k a n  sega l a  ura i a n  j awaban  maupun  

Guga t a n  Rekonpens i  t e r s e b u t  di a t a s ,  sud i l a h  ki r a ny a  

Yth . :  Bapak  Ketua  Maje l i s  Hakim  bese r t a  anggo t a  yang  

memer ik s a  perka r a  in i  menja t u h k a n  pu tu s a n  sebaga i  

ber i k u t  :

DALAM EKSEPSI  :

Mener ima  dan  mengabu l k a n  eksep s i  Para  Terguga t  

se l u r u hny a ; - - - - - - - - - -

Menya t ak an  Pengad i l a n  Agama  Kota  Malang  t i d a k  

berwenang  memer ik s a  dan  mengad i l i  pe rka r a  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menya t ak an  guga t a n  Para  Pengguga t  t i d a k  dapa t  

d i t e r im a  ; - - - - - - - - - - - - - - -

Menghukum Para  Pengguga t  un tuk  membaya r  b iaya  yang  

t imbu l  da l am  pe rka r a  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA :

Mener ima  j awaban  Para  Terguga t  

se l u r u hny a  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menolak  guga t a n  Para  Pengguga t  

se l u r u hny a  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menghukum  Para  Pengguga t  un tuk  membaya r  b iaya  yang  

t imbu l  da l am  pe rka r a  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM REKONPENSI :

Mener ima  dan  mengabu l k a n  guga t a n  rekonpen s i  Para  
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Pengguga t  Rekonpen s i  

se l u r u hny a  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menya t ak an  bahwa  Para  Terguga t  Rekonpens i  t e l a h  

melakukan  perbua t a n  pencemaran  nama  ba ik  dan  

merug i k a n  ba ik  i t u  seca r a  mate r i i l  dan  mor i l  a t a s  

Para  Pengguga t  

Rekonpen s i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Menghukum  Para  Terguga t  Rekonpens i  un tuk  membaya r  

gan t i  ke rug i a n  mate r i i l  dan  mor i l  uang  sebe s a r  

Rp.  1 .000 . 0 0 0 . 0 0 0 , -  ( s a t u  mi lya r  rup i a h ) ; -

Menya t ak an  pu tu s a n  da l am  Guga t an  Rekonpens i  in i  

dapa t  d i j a l a n k a n  l eb i h  dahu l u  ( s e r t a  mer t a )  

seka l i p u n  Para  Terguga t  Rekonpen s i  melakukan  

upaya  hukum  band i ng ,  kasa s i  maupun  upaya  hukum 

l a i n ny a  ; - - - - - - - - - - - - - - -

Menghukum  Para  Terguga t  Rekonpens i  un tuk  membaya r  

b iaya  perka r a  yang  t imbu l  da l am  perka r a  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Atau  :  Yth .  Bapak  Ketua  Maje l i s  Hakim  bese r t a  anggo t a  

yang  memer ik s a  perka r a  in i  berpendapa t  l a i n ,  mohon  

pu tu s a n  yang  sead i l - ad i l n y a  (ex  aequo  e t  bono) ; - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  a t a s  j awaban   Para  Terguga t  

t e r s e b u t  Para  Pengguga t  menga jukan  rep l i k   seca r a  

t e r t u l i s  pada  s id ang  keenam  t angga l  12  Oktobe r  2011  

yang   un tuk  s ingka t n y a  da l am  pu tu s a n  in i  rep l i k  mana  

d ianggap  te l a h  t e r u r a i  dan  merupakan  bag i a n  yang  tak  

t e r p i s a h k a n  dengan  pu tu s a n  in i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  Para  Terguga t  un tuk  mengua t k an  
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eksep s i nya  te l a h  menga jukan  a l a t  –  a l a t  buk t i  be rupa  :

SURAT :

Fotocopy  Akta  Hibah  No.  162 /K l j / 1 1 / 1 9 9 9  te r t a n g g a l  

11  Nopember  1999  yang  dibua t  di  hadapan  Nota r i s  

Tr i  Sukmawat i  Handayan i . ,  SH. ,  d i  Malang ,  

berma t e r a i  cukup  dan  fo t o c opy  t e r s e b u t  t e l a h  

d icocokkan  t e l a h  sesua i  dengan  as l i n y a ,  l a l u  

d ibe r i  kode  

T. I . 1 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fotocopy  Ser t i f i k a t  Hak  Mil i k  No.  208  a t a s  nama  

Nyonya  Ani  Ind r a  Sud ibyo ,  Sura t  Ukur  t angga l  16  

Pebrua r i  1995  No.  46  Luas  983  M2 yang  te r l e t a k  di  

Ja l a n  Diponego r o  02  Kelu r a h a n  Klo j en  Kecamat an  

Klo j en  Kota  Malang ,   be rma t e r a i  cukup  dan  

fo t o c opy  t e r s e b u t  t e l a h  di cocokkan  t e l a h  se sua i  

dengan  as l i n y a ,  l a l u  dibe r i  kode  

T. I . 2 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  Para  Pengguga t  un tuk  menanggap i  

eksep s i  Para  Terguga t  t e l a h  menga j uk an  a l a t  –  a l a t  

buk t i  be rupa  :

SURAT :

Fotocopy  dar i  as l i  Buku  Amandemen  Undang  -  Undang  

Perad i l a n  Agama No.  50  t ahun  2009  jo .  UU RI  No.  3  

Tahun  2006  jo .  UU RI  No.  7  t ahun  1989  Pasa l  49  

Pene rb i t  Sina r  Gra f i k a  ce t a k a n  per t ama  Nopember  

2010 ,   be rma t e r a i  cukup  dan  fo t o c opy  t e r s e b u t  

t e l a h  d i cocokkan  te l a h  se sua i  dengan  as l i n y a ,  

l a l u  dibe r i  kode  

P.1 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fotocopy  dar i  as l i  Ki t ab  Undang  –  Undang  Hukum 

Perda t a  (KUH  Perda t a ) ,  pene r b i t  Sina r  Graf i k a ,  

24
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karangan  SOEDHARYO SOEMIN,SH.   ha l  332  t en t a n g  

Bagi an  Ket i g a  Akiba t  Per s e t u j u a n  Pasa l  1338 ,  

berma t e r a i  cukup  dan  fo t o c opy  t e r s e b u t  t e l a h  

d icocokkan  t e l a h  sesua i  dengan  as l i n y a ,  l a l u  

d ibe r i  kode  

P. 2; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fotocopy  dar i  as l i  Buku  Yur i s p r u d e n s i  Hukum  Acara  

Perda t a  Bag ian  I  t en t a n g  Kompeten s i  Kewenangan  

Pengad i l a n ,  Pene rb i t  Sina r  Graf i k a  Karangan  R.  

Soe ro s o ,  SH  Hal  39  t en t a n g  Putu s a n  MA No.  552  

K/S ip / 1 9 70  t angga l  11  Mare t  1970 ,   be rma t e r a i  

cukup  dan  fo t o c opy  t e r s e b u t  t e l a h  di cocokkan  

t e l a h  se sua i  dengan  as l i n y a ,  l a l u  dibe r i  kode  

P. 3; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  Para  Terguga t  t e l a h   menga jukan  

saks i  ah l i  yang  bernama  :

Dr.  ABDUL RACHMAD BUDIONO.,  SH. ,  MH.,  umur  52   t ahun ,  

Agama  I s l am ,  peke r j a a n  Dosen ,  Ketua  Prog r am  Magis t e r  

Keno t a r i a t a n  Unive r s i t a s  Brawi j a y a  Malang  t empa t  

t i n gg a l  :  Ja l a n  Danau  Limboto  Blok  A5 H28  RT.  04  RW.  

14  Kelu r a h a n  Sawoja j a r  Kecamat an  Kedungkandang  Kota  

Malang ,  a t a s  per t a n y a a n  Ketua  Maje l i s  member i  

ke t e r a n g a n   d i  bawah  sumpahnya  sebaga i  ber i k u t  :

Hibah  yang  d i l a k uk an  da l am  sengke t a  in i  ada l a h  

Hibah  Nota r i i l .  - - - -

Anta r a  Pasa l  49  da l am  Undang- Undang  Nomor   7  

Tahun  1989  dan  Undang- Undang  Nomor  Tahun  2006  

t e r d a p a t  perbeda an .  Dalam  UndangUndang  Nomor  7  

Tahun  1989  yang  menjad i  wewenang  Pengad i l a n  
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Agama   an t a r a  l a i n  ada l a h  Hibah  ada l a h  dengan  

sya r a t  berda s a r  Hukum  Is l am ,  sedang  da l am  

Undang- Undang  Nomor   3  Tahun  2006  t i d a k  ada  

sya r a t  i t u .  Akiba t n y a ,  se sudah  d iundangkannya  

Undang- Undang  Nomor   7  Tahun  1989  hanya  h ibah  

yang  berda s a r  Hukum  Is l am  sa j a  yang  menjad i  

wewenang  PA.  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Se l an j u t n y a ,  se j a k  dibe r l a k u k a k anny a  Undang-

Undang  Nomor  3  Tahun  2006  di  mana  Pasa l  49  

Undang- Undang  Nomor  7  t ahun  1989  di amandemen  

dan  sya r a t  berda s a r  Hukum  Is l am  di t i a d a k a n  

da l am  Pasa l  i t u ,  maka  yang  ber l a k u  ada l a h  asa s  

per s on a l i t a s  ke i s l aman .  Sepan j a ng  yang  

melakukan  perbua t a n  h ibah  ada l a h  orang  yang  

beragama  I s l am ,  maka  perbua t a n  h ibah  i t u  

menjad i   wewenang  Pengad i l a n   Agama,  mesk i  

h ibahnya  t i d a k  berda s a r  Hukum Is l am . - - - - -

Hibah  yang  menjad i  sengke t a  in i  bukan  berda s a r  

hukum Is l am ,  ha l  in i  t ampak  dar i  buny i  k lau s u l  

Pasa l  5  Akta  Hibah  ob j ek  sengke t a  t e r s e b u t ,  

yang  memi l i h  domis i l i  hukum  di  Kepan i t e r a a n  

Pengad i l a n  Neger i  Malang  dengan  sega l a  ak ib a t  

hukum da r i  per j a n j i a n  HIbah  i t u .  

Adanya  pi l i h a n  hukum  in i  menjad i  buk t i  bahwa  

per j a n j i a n  in i  bukan  berda s a r  Hukum  Is l am .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Sebuah  kons t r u k s i  h ukum  hanya  b i s a  d ibongka r  

dengan  kons t r u k s i  hukum  yang  sama .  Bangunan  

perkaw in an  yang  berda s a r  hukum  Is l am ,  

misa l n y a ,   hanya  dapa t  d ibongka r  dengan  hukum 
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I s l am  pu l a ,  ka r ena  ha l  i t u  merupakan  sa t u  

kons t r u k s i  hukum  yang  sama .  Demik i an  pu l a  

da l am  sengke t a  in i .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Undang- Undang  Nomor   3  Tahun  2006  t i d a k  

ber l a k u  su ru t ,  semen t a r a  Akta  Hibah  dibua t  

pada  t ahun  1999 ,  kar ena  i t u  yang  ber l a k u  

t e r h a d a p  Akta  Hibah  t e r s e b u t  ada l a h  Undang-

Undang  Nomor   7  Tahun  1989 ,  yang  

memper sy a r a t k a n  dasa r  Hukum  Is l am  da l am  

per j a n j i a n  Hibah .

Jad i ,  h ibah  t ahun  1999  in i  t i d a k  bi s a  d iuku r  

dengan  Undang- Undang  Nomor   3  Tahun  2006 ,  t ap i  

dengan  Undang- Undang  Nomor   7  Tahun  

1989 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang ,  bahwa  Para  Pengguga t   dan  Para  

Terguga t  mas ing - mas ing  t e l a h  menyampa ika n  

kes impu l a n ny a   t e r h a d a p  eksep s i  yang  pada  pokoknya  

t e t a p  memper t a h a nk an  da l i l - da l i l n y a  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Menimbang ,  bahwa  t en t a n g  ja l a n n y a  pemer i k s a a n  

perka r a  in i  se l e ngk apnya  t e l a h  d ic a t a t  da l am  Ber i t a  

Aca r a  yang  ber s a ngku t a n  maka  un tuk  memper s i n g k a t  

pu tu s a n  in i  pengad i l a n  cukup  menun juk  kepada  Ber i t a  

Aca r a  

t e r s e b u t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Se t e l a h  memperha t i k a n  semua  per i s t i w a  yang  

t e r j a d i  da l am  pe r s i d a n g a n  pe rka r a  

Hal .  27  dar i  36  ha l  Put .  No.  1000 / Pdt .G / 2 01 1/PA. Mlg
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in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang  bahwa  Para  Terguga t  menga juk an  eksep s i  

mengena i  Pengad i l a n  Agama  t i d a k  berwenang  mengad i l i  

(ex ep t i o  abso l u t e  compe t e n t i e )  yang  pada  pokoknya  

ada l a h  Pengad i l a n  Agama  Malang  t i d a k  berwenang  

mengad i l i  pe rka r a  a  quo ,  yang  berwenang  mengad i l i  

pe rka r a  a  quo  ada l a h  Pengad i l a n  Neger i  Malang  dengan  

a l a s a n  sebaga i  ber i k u t :  

Bahwa  seca r a  nya t a  guga t a n  yang  d ia j u k a n  o leh  Para  

Pengguga t  berp i j a k  pada  sengke t a  yang  t imbu l  dar i  

pe rbua t a n  hukum  hibah  yang  di l a k uk an  o leh  Para  

Pengguga t  kepada  Terguga t  I  pada  11  November  1999  

dengan  Akta  Hibah  No.  162 /K l j / 1 1 / 1 9 9 9  di  hadapan  

Nota r i s  Malang  Tr i  Sukmawat i  Handayan i ,  S .H . ,  

bahwasannya  da l am  Pasa l  5  Akta  Hibah  t e r s e b u t  

di s ep a k a t i  o leh  pa ra  pihak  sebaga i  ber i k u t :  

“ Kedua  be lah  p ihak  da lam  ha l  in i  dengan  sega l a  

ak iba t n y a  memi l i h  t empa t  ked i aman  hukum  yang  umum 

dan  t i d a k  berubah  pada  Kantor  Pani t e r a  Pengad i l a n  

Neger i . ” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  dengan  demik i a n  apab i l a  muncu l  sengke t a  yang  

te r k a i t  dengan  Akta  Hibah  No.  162 /K l j / 1 1 / 1 9 9 9  

yang  d ibua t  ol eh  Nota r i s  Malang  Tr i  Sukmawat i  

Handayan i ,  S .H . ,  maka  per s e l i s i h a n  yang  t imbu l  

haru s  d i s e l e s a i k a n  di  Pengad i l a n  Neger i  Malang ,  

bukan  d i  Pengad i l a n  Agama  Malang ;  

28

28
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa  Para  Terguga t  ber a r g umen t a s i  

dengan  pr i n s i p - pr i n s i p  a t au  asa s - asa s  da l am  hukum 

Perda t a ,  ya i t u :

Asas  Konsensua l i sm e  (Pas a l  1320  KUH  Perda t a )  

merupakan  pr i n s i p  pernya t a a n  sepaka t  yang  

mengika t  d i  an t a r a  par a  pihak  yang  membua t  

per j a n j i a n  te r s e b u t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Asas  Kebeba s a n  Berkon t r a k  (Pa s a l  1338  aya t  (1 )  KUH 

Perda t a )  yang  menya t a k a n  bahwa  per j a n j i a n  yang  

dibua t  seca r a  sah  ber l a k u  sebaga i  undang - undang  

bag i  mereka  yang  membua tnya ,  sama  mengika t n y a  

dengan  undang - undang ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Asas  Pac ta  Sun t  Servanda  (Pas a l  1338  aya t  (1 )  dan  

(2 )  a t au  juga  d ika t a k a n  bahwa  kepas t i a n  hukum 

bag i  p ihak  ke t i g a  juga  t e rmasuk  di  s in i ,  hak im  

karen a  j aba t a n n y a  haru s  menghorma t i  i s i  

pe r j a n j i a n  a t au  kon t r a k ;  - - - - - - - - -

Asas  Ik t i k a d  Baik  a t au   Goede  Trouw  (Pas a l  1338  aya t  

(3 )  KUH Perda t a )  yang  member i k a n  dasa r  bahwa  para  

pihak  da l am  pe r j a n j i a n  dar i  semula  haru s  

mempunya i  s ik ap  ju j u r ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Menimbang  bahwa  Para  Pengguga t  menolak  eksep s i  

t e r s e b u t  dengan  menda l i l k a n  pada  argumen t a s i  hukum 

sebaga i  ber i k u t :  

Hal .  29  dar i  36  ha l  Put .  No.  1000 / Pdt .G / 2 01 1/PA. Mlg
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Bahwa  seca r a  fak t a  par a  p ihak  yang  berpe r k a r a  a  quo  

semuanya  ada l a h  Musl im /b e r a g ama  I s l am ,  di  mana  

se sua i  Pera t u r a n  Perundang - undangan  yang  ber l a k u  

menyebu t k a n  bahwa  Pengad i l a n  Agama  ber t u g a s  dan  

berwenang  memer ik s a ,  memutus  dan  menye l e s a i k a n  

perka r a - pe rka r a  d i t i n g k a t  per t ama  an t a r a  orang -

orang  yang  berag ama  I s l am  di  b idang  kewar i s a n ,  

was i a t ,  dan  hibah  yang  di l a k uk an  berda s a r k a n  

Hukum  Is l am  (v i d e  Undang- Undang  Nomor  50  Tahun  

2009  jo  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2006  jo  

Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989  t en t a n g  

Perad i l a n  Agama  BAB  I I I  Kekuasa an  Pengad i l a n  

Pasa l  49  aya t  (1 ) :  “Pengad i l a n  Agama  ber t u g a s  dan  

berwenang  memer ik s a ,  memutus  dan  menye l e s a i k a n  

perka r a - pe rka r a  d i  t i n gk a t  per t ama  an t a r a  orang -

orang  yang  berag ama  di  bidang :  a .  Perkaw inan ;  b .  

Kewar i s a n ,  was i a t  dan  h ibah  yang  d i l a k uk a n  

berda s a r k a n  hukum  I s l am ;  c .  wakaf  dan  shadaqah ,  

dan  Yur i s p r u d e n s i  Putu s a n  Mahkamah  Agung  R. I .  

Nomor  207  K/S ip / 1 955  t angga l  25  Ju l i  1970 ,  yang  

berbuny i :  “Pengad i l a n  Nege r i  dan  Pengad i l a n  

Tingg i  (Pengad i l a n  Umum)  t i d a k  berwenang  

memer i k s a  perka r a  h ibah  yang  menuru t  hukum  yang  

hidup  d ipu t u s  menuru t  Hukum Agama  I s l am .  Adapun  

yang  berwenang  ada l a h  Pengad i l a n  Agama/Mahkamah  

Syar i ’ a h . ” ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  tu j u a n  (doe lma t i g h e i d )  da r i  d ia j u k a nnya  

Guga t an  Perka r a  a  quo  ada l a h  t en t a n g  Pemba t a l a n  

Hibah  ka ren a  adanya  perbua t a n  melawan  hukum 

an t a r a  orang - orang  yang  be rag ama  I s l am ,  di  mana  

30
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da l am  Akta  Hibah  Nomor  162 /K l j / 1 1 / 1 9 9 9  yang  

dibua t  oleh  Nota r i s  Malang  Tr i  Sukmawat i  

Handayan i ,  S .H .  t e r s e b u t ,  pembua t a nny a  di l a k uk an  

dengan  adanya  perbua t a n  melawan  hukum  dengan  

modus  unsu r  “penya l a h guna a n  keadaan”  d i  mana  Para  

Pengguga t  sebaga i  pengh i b a h  sudah  da l am  keadaan  

jompo  (u s i a  l an j u t )  yang  sudah  t i d a k  dapa t  

ber f i k i r  pan j a ng  dan  pada  waktu  penanda t a n g a n an  

Akta  Hibah  dimaksud  t i d a k  d idamping i  sa l a h  sa t u  

anaknya  yang  l a i n  kecua l i  hanya  Para  Terguga t ,  

seh i n gga  apa  yang  d i l a k u k an  ol eh  Para  Terguga t  di  

depan  Nota r i s  t i d a k  d ike t a h u i  dan  dipahami  seca r a  

sada r  dan  o leh  Para  Pengguga t  yang  sudah  be ru s i a  

l an j u t  t e r s e b u t ,  t e rma suk  t i d a k  di j e l a s k a n  

ten t a n g  domis i l i  hukum sebaga imana  dimaksud  da l am  

jawaban  Para  Terguga t  d i  a t a s ,  ka ren a  mesk ipun  

demik i a n  seha r u s n y a  sua t u  ak t a / p e r j a n j i a n  i s i  

pasa l  demi  pasa l n y a  t i d a k  bo l eh  melangga r  a t au  

ber t e n t a n g a n  sebaga imana  t e l a h  seca r a  l ex  

spes i a l i s  d i a t u r  da l am  sua t u  per a t u r a n  perundang -

undangan  te r t e n t u  (Undang - Undang  Perad i l a n  Agama  

in  casu ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa  t e r h a d a p  eksep s i  Para  Terguga t  

t e r s e b u t  Pengad i l a n  akan  memper t imbangkannya  sebaga i  

ber i k u t :

Menimbang  bahwa  berda s a r k a n  Akta  Hibah  (buk t i  

T. I . 1 )  yang  d iaku i  kebena r a nny a  o leh  Para  Pengguga t  

maka  menjad i  t e r b uk t i  adanya  pe r j a n j i a n  hibah  an t a r a  

Para  Pengguga t  dan  Terguga t  I ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Menimbang  Akta  Hibah  (buk t i  T. I . 1  )  da l am  

Hal .  31  dar i  36  ha l  Put .  No.  1000 / Pdt .G / 2 01 1/PA. Mlg
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karak t e r n y a  sebaga i  ak t a  o ten t i k   be rda s a r k a n  Pasa l  

165  HIR jo .  Pasa l  1870  KUH Perda t a  mempunya i  kekua t a n  

pembuk t i a n  yang  sempurna  bag i  kedu a  be l ah  p ihak ,  dan  

karena  i t u   Akta  Hibah  a  quo  mengika t  kedua  be l ah  

p ihak  un tuk  menaa t i  i s i  kesepaka t a n  yang  te r t u l i s  di  

da l amnya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa  da l am  Pasa l  5  Akta  Hibah  (buk t i  

T. I . 1 )  t e rmak t ub  kl au s u l  yang  be rbuny i :  “ Kedua  be lah  

p ihak  da lam  ha l  in i  dengan  sega l a  ak iba t n y a  memi l i h  

t empa t  ked i aman  hukum yang  umum dan  t i d a k  berubah  pada  

Kanto r  Pani t e r a  Pengad i l a n  Neger i  di  

Malang .” ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa  para  p ihak  yang  te l a h  t e r i k a t  

dengan  sua t u  per j a n j i a n  maka  mereka  waj i b  pa tuh  dan  

t a a t  a t a s  i s i  pe r j a n j i a n n y a  i t u ,  ha l  in i  merupakan  

amanah  dar i  f i rman  Al l ah  da l am  Surah  Al- I s r a ’  aya t  34 ,  

yang  berbuny i :

ًل        ُئو مَس كانَ َد هْ ْللعَ ال ِإنّ هْدِ ْللعَ ِبلال َأوْفُوال وَ

Art i n y a :  “Dan  tuna i k a n l a h  ol eh  kamu  seka l i a n  akan  

per j a n j i a n  i t u ,  ka r ena  per j a n j i a n  i t u  pas t i  

d imin t a i  per t a n g gung -

j awabannya . ” - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  da l am  f i rman  yang  la i n  da l am  Surah  Al-

Maidah  aya t  1 ,  Al l ah  menya t a k a n :  

ْللعُقُودِ      ِبلال َأوْفُوال ُنوال مَ َآ ّللذِلينَ ال ّيلهَال َأل َيلال
Art i n y a :  “Waha i  orang - orang  yang  ber iman ,  tuna i k a n l a h  

o leh  kamu  seka l i a n  akan  per i k a t a n - per i k a t a n  

i t u . ” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -
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Menimbang  bahwa  berda s a r k a n  pe r t imbangan  

t e r s e b u t ,  Para  Pengguga t  dan  Terguga t  I  t e r i k a t  un tuk  

menaa t i  i s i  da r i  Pasa l  5  Akta  Hibah  (buk t i  T. I . 1 )  a  

quo;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa  berda s a r k a n  pe r t imbangan  

t e r s e b u t  maka  Maje l i s  Hakim  berep end apa t  bahwa  sega l a  

sengke t a  yang  t e r k a i t  dengan  per j a n j i a n  hibah  a  quo  

seha r u s n y a  menjad i  wewenang  Perad i l a n  Umum,  in  casu  

Pengad i l a n  Neger i  Malang ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa  berda s a r k a n  pe r t imbangan  

t e r s e b u t  Maje l i s  Hakim  per l u  mengabu l k a n  eksep s i  Para  

Pengguga t  dengan  menya t a k a n  bahwa  Pengad i l a n  Agama  

Malang  t i d a k  berwenang  mengad i l i  pe rka r a  a  quo ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang  bahwa  karen a  eksep s i  a  quo  d ikabu l k a n  

maka  guga t a n  Para  Pengguga t  da l am  pokok  perka r a  ha ru s  

pu la  dinya t a k a n  t i d a k  dapa t  d i t e r im a ; - - - - - - - -

DALAM REKONPENSI

Menimbang  bahwa  karen a  eksep s i  a  quo  d ikabu l k a n  

maka  tun t u t a n  rekonpen s i  haru s  d inya t a k a n  t i d a k  dapa t  

d i t e r im a  pu l a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM EKSEPSI  /POKOK PERKARA/REKONPENSI

Menimbang  bahwa  karen a  Para  Pengguga t  da l am  

perka r a  in i  ada l a h  p ihak  yang  dika l a h k a n  maka  

berda s a r k a n  Pasa l  181  HIR Para  Pengguga t  dihukum  un tuk  

membaya r  b iaya  perka r a  yang  besa r ny a  d i t e t a p k a n  da l am  

amar  pu tu s a n  in i ; - - - - - - - - -
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Menginga t  dan  memperha t i k a n  ke t e n t u a n  pera t u r a n  

perundang - undangan  dan  ka id ah  hukum  sya r ’ i  yang  

t e r a k a i t  dengan  perka r a  

in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                          MENGADILI

DALAM EKSEPSI  

Mengabu l k a n  eksep s i  Para  Terguga t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Menya t ak an  Pengad i l a n  Agama  t i d a k  berwenang  un tuk  

mengad i l i  pe rka r a  

t e r s e b u t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA

Menya t ak an  t i d a k  mener ima  guga t a n  Para  

Pengguga t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM REKONPENSI

Menya t ak an  t i d a k  mener ima  guga t a n  rekonpen s i  Para  

Terguga t ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM EKSEPSI  /POKOK PERKARA/REKONPENSI

Menghukum  Para  Pengguga t  un tuk  membaya r  bi aya  perka r a  

in i  sebe s a r  Rp 441 .000 , -  (empa t  ra t u s  empa t  pu luh  sa t u  

r i b u  rup i a h ) . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Demik i an l a h  Putu s an  in i  d i j a t u h k a n  berda s a r k a n  

rapa t  permusyawar a t a n  Maje l i s  Hakim  pada  har i  Rabu  

t angga l  23  November  2011  Maseh i  ber t e p a t a n  dengan  

t angga l  27  Dzulh i j j a h  1432  Hi j r i y a h  o leh  kami  Dr.  H.  

MOH.  FAISHOL HASANUDDIN,  SH. ,  MH.,  sebaga i  Ketua  

Maje l i s ,  Dra.  Hj .  MASNAH ALI dan  Drs .  MUNASIK,  MH 
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mas ing - mas ing  sebaga i  Hakim  Anggo t a ,  dan  pada  ha r i  

i t u  juga  pu tu s a n  i t u  diuc apkan  da l am  s id ang  t e r b uk a  

un tuk  umum  oleh  Maje l i s  Hakim  t e r s e b u t  dengan  

d idamping i  ol eh  Nur  Cahyaning s i h ,  S.H. ,  se l a k u  

Pan i t e r a  Penggan t i ,  dengan  d ihad i r i  o leh  Kuasa  Para  

Pengguga t  dan  Kuasa  

ParaTe r guga t . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   HAKIM ANGGOTA                                        KETUA 
MAJELIS ,

1) .  Dra.  Hj.  MASNAH ALI          Dr.  H.  MOH.  FAISHOL 
HASANUDDIN,  SH. ,  MH
                                                  

2) .  Drs .   MUNASIK,  MH.

PANITERA PENGGANTI

  

     NUR CAHYANINGSIH,  S.H 

Per i n c i a n  bi aya :

1

.
Biaya  Penda f t a r a n

Rp.
30 .000

2

.  
ATK Perka r a

Rp.
25 .000

3

.
Biaya  Pangg i l a n

Rp.
375 .000

4 Redaks i Rp. 5 .000
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.
5

.
Mate r a i

Rp.
6 .000

Jumlah
Rp.          

441 .000
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